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ABSTRAK

Daam bidang bisnis, merger, akuisisi dan konsolidasi merupakan hal yang
umum dilakukan. Perusahaan-perusahaan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi
untuk bertahan ataupun mengembangkan usahanya. Di Indonesia, pelaksanaan
merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut harus dituangkan dalam akta notaris. Notaris
ikut berperan serta dalam proses pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam
penelitian ini akan dilihat bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan merger,
akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukum
persaingan usaha di Indonesia, bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan
akta merger, akuis dan konsolidas yang dilakukan perusahaan ditinjau dari
perspektif hukum persaingan usaha dan bagaimana tindakan perusahaan yang akan
melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berasal
dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library
research) dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik
kesimpulan secara deduktif.

Notaris berperan dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi. Selain
itu, notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum bagi perusahaan yang akan
melaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi sehingga tidak menyalahi aturan
persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Notaris
bertanggung jawab membuat akta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris. Perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi
wajib melakukan pemberitahuan pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi. Selain
itu, perusahaan tersebut harus mendapat penilaian dari Komisi Pengawas Persaingan
Usaha.

Kata kunci: merger, akuisisi, konsolidasi, notaris, peran dan tanggung jawab
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentaargngan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupaliacak dari berbagai upaya
yang mengatur masalah persaingan antarpelaku udahalarangan melakukan
praktek monopoli. Dalam sejarahnya upaya untuk nestuk hukum persaingan
usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagaangan undang-undang dan
naskah akademis telah dimunculkan, namun baru {admen 1998, sebagian karena
desakaninternational Monetary Fund (IMF), pembicaraan untuk membentuk
undang-undang yang mengatur masalah persaingar secas dilakukah.

Perlu disadari bahwa hingga tahun 1998 Indonediarbenemiliki kebijakan
persaingangompetition policy yang mengatur tentang antimonopoli dan persaingan
usaha. Peraturan perundang-undangan antimonopopeataaingan usaha merupakan
kebutuhan mendesak dan diperlukan ketika pembangusleonomi bersifat
monopolistik, sementara di sisi lain perilaku aetgaingan semakin sulit
dikendalikan. Diharapkan undang-undang anti mong@in dapat menentukan serta
mengatur perilaku dan batasan tindakan pelaku ugaig berpotensi menghambat

persaingan usaha serta merusak mekanisme pasar.

'Rachmadi UsmarHukum Persiangan Usaha di Indonesfdakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.
1.

’Suhasril dan Mohammad Taufik Makarabjukum Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indoneélakarta: Ghalia Indonesia,2010), hal. 4-5.



Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 TahlO99 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah&Ts@hat pada tanggal 5 Maret
1999 (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999Mg/éerlaku efektif satu tahun
setelah diundangkan. UU No. 5 Tahun 1999, merupgiegmng hukum yang kuat
dalam menjamin terciptanya pasar yaf@r dan sehat dalam memberikan
perlindungan bagi setiap pelaku usaha di Indorfesia.

UU No. 5 Tahun 1999 juga memiliki tujuan memberikegadilan dengan
mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga agaoskdrekerja dengan wajar
serta mencegah timbulnya pemusatan ekonomi yangt sapnghalangi persaingan
usaha yang sehat dan wéjar.

Salah satu larangan praktek persaingan usaha selet yang dilarang dalam
UU No.5 Tahun 1999 adalah aksi perusahaan ataakmdkorporasi yang berupa
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, {s&lga disebut pelaku usaha
yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dau gtersaingan usaha tidak
sehat).

Judul undang-undang ini memang cukup panjang kabenangkat dari hasil
kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR mengkagin nama “UU
Antimonopoli” untuk menunjukkan ada dorongan kerasngatasi ketidakadilan

ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar Gede Baru. Sementara

3Syamsul Maarif, Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaltdakarta: Degraf
Publishing, 2010), hal. 1.

“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun9l%ntang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagatintbangan Huruf c.



Pemerintah lebih menyukai nama “UU Persaingan Usgdiag Sehat” untuk
menekankan tugas Pemerintah menciptakan iklim ugahg kondusif bagi semua
pihak.

Menurut Rahardi Ramelan, tatkala rancangan undadgng ini dibawa ke
DPR, semangat yang muncul pada saat itu adakahnsiekivasi usaha. ltulah
sebabnya, penggabungan dan peleburan usaha (sepagér, akuisisibuy-out atau
istilah lain untuk aneka aliansi strategis), disajggebagai hal-hal yang harus dijauhi
(diatur dalam Pasal 28 dan 29).

Dalam praktek hukum perusahaan di Indonesia, adg yaenafsirkan aksi
perusahaan yang berupa penggabungan (merger), upmiel{konsolidasi) dan
pengambilalihan  (akuisisi), sebagai “penggabungamrugahaan®. Istilah
"penggabungan perusahaan" merupakan terjemahas dabiusiness combination
ataubusiness amalgamatidn.

Secara umunhusiness amalgamatiahartikan sebagai:

*Shidarta, “Catatan Seputar Hukum Persaingan Usahahttp://business-
law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukursgiegan-usahadiakses 4 Agustus 2016.

®Marie Muhammad mengartikaBusiness Combinatiosebagai penggabungan beberapa unit
organisasi perusahaan yang secara ekonomi bestfidir§ untuk menyatukan diri menjadi satu
kesatuan ekonomiBusiness Combinatiorsecara garis besar meliputi merger, konsolidasi dan
pengambilalihan saham.

"Muchyar Yara,Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut UndangddgdPerseroan
Terbatas Nomor 1 Tahun 1995akarta: Nadhila Ceria Indonesia, 1995), hal. 5.




"Union of different races, or diverse element, saEseunions, association,or
corporation, so as to form a homogeneous whole ew rbody; interfusion;
intermarriage; consolidation; Merger; coalescenas, theamalgamation of stack

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserdarbatas
(selanjutnya disingkat sebagai "UU No. 40 Tahun72p®ab | Ketentuan Umum,
Pasal 1 angka 9, 10 dan 11, mengartikan mergesokdasi dan akuisisi sebagai
bagian salah satu aksi korporasi yang berupa pbuoggan, dari beberapa aksi
korporasi lainnya seperti penggabungan, pelebut@m gkengambilalihan. Esensi
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adaledi korporasi yang
menggambarkan penyatuan perusahaan dalam wadahyesahberbentuk perseroan
terbatas (atau disingkat 'perserodnfPengertian penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan sebagaimana dijelaskan dalam UU 4.Tahun 2007 masih
menggunakan pengertian yang hampir bersamaan deRgeaturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, PelelidaanPengambilalihan
Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanangJodaang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahub) x@bagai peraturan pelaksana
UU No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat "PP R®.Tahun 1998"). Bagian

ketentuan penutup Pasal 159 UU No. 40 Tahun 20G¥raagkan bahwa peraturan

®Henry Campbel BlackBlack's Law Dictionary (St. Paul Minesota: West Publishing Co,
1979), hal. 72.

°Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Rgma Usaha Nomor 13 Tahun
2010Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabutga Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Méwagiedasn Terjadinya Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagian B Lampiran.



pelaksana UU No.l Tahun 1995 masih tetap berlakargang tidak bertentangan
atau belum diganti dengan yang baru berdasarkaangrdndang int°

Merger diartikan sederhana sebagai penggabungarusgieran atau
bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang endep. Secara komprehensif
Kamus Black Law mengartikan mer§esebagai:

"an amalgamation of two corporations pursuant tatstory provision in which
one of the corporations survives and the other ghears. The absorption of one
company by another, the former losing its legahtidg and latter retaining its own
name and identity and acquiring assets, liabilitigsanchises of former, and
absorbed company ceasing exits asseparate busnéss .

Tindakan merger dilakukan pelaku usaha untuk memgirbiaya produksi
sehingga tercipta efisiensi produk dan keuntungaksimal (naximazing profjt
dapat diperolef® Merger juga dapatditempuh untuk keluar dari késuliikuiditas
agar kreditor, pemilik dankaryawan dapat terlinduthgyi kepailitan. Namun, tidak
dapat dipungkiri bahwa merger dapat menyebabkarmpdimegatif terhadap pasar.

Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 5 Tahun 889 mewajibkan
pengawasan atas merger yang memiliki nilai aset ak@au nilai penjualannya

melebihi jumlah tertentt?

%Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahu@72tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 159.

11Henry Campbel BlackQp.Cit, hal. 988.

2Syamsul MaarifOp.Cit. hal. 10.

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun91l®ntang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 28



Pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi daldoh Nd. 5 Tahun 1999
memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan mergeuisisi dan konsolidasi
diatur dalam UU No. 40 Tahun2007. Pengertian mergkuisisi dan konsolidasi
dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya ditujukani pataku usaha yang berbentuk
perseroaff, tetapi kepada seluruh pelaku usaha. Pelaku ysafgadimaksud adalah
pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang beldgadan hukum, sepanjang
pelaku usaha tersebut berkedudukan dan melakukgiatéke usaha dalam wilayah
negara Republik Indonesia.

Sistem pengawasan merger yang berlaku di Indortesizeda dengan sistem
pengawasan merger di negara-negara lain sepeAmarika Serikat. Di Amerika
Serikat pelaku usaha yang akan melakukan mergess maendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari otoritas setemgate merger notificationj® Sistem pengawasan
merger di Indonesia menurut UU No. 5 Tahun 1999 B&nNo. 57 Tahun 2010
adalah sistem pengawasan kemudjaost merger notification''Sistem pengawasan
kemudian berarti pelaku usaha yang melakukan meagarsisi dan konsolidasi tidak
memerlukan izin terlebih dahulu dari Komisi Pengsara Persaingan Usaha (untuk

selanjutnya disebut KPPU), tetapi cukupsekedar poekan saja kepada KPPU

“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahu@72tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 1 angka 9.

®Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun91®éntang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pamadida 5.

®BerdasarkarHart-Scot-Rodino Antitrust Improvement Ak976 (yang dikenal dengafhe
HSR Ac)t, memberikan kewenangan kepada FTC department of Justicaintuk melakukan
pemeriksaan terhadap rencamagrger, tender offerdan akusisi sebelum efektif. "Premerger
Noatification Program”, http://www.ftc.gov/bc/hsriiex.shtm, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

"Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun91l®ntang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 29



dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah geerefektif secara yurid$.
Namun, pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bapemagendalian merger
yang dapat berdampak negatif efektif dilaksanakangdn menggunakan sistem
pengawasaire merger notificatiordibandingkan dengapost merger notification.
Hal ini terjadi karena merger tidak dapat dilakulssielum keluarnya putusan dari
lembaga pengawas persaingan usaha dalam melakekdlaign terhadap dampak
merger pada persaingah.

Efektif yuridis dalam UU No.5 Tahun 1999 sebagasatapenghitungan
kewajiban pemberitahuan merger adalah waktu yanigudg dengan menyesuaikan
status hukum pelaku usaha. Efektif yuridis untukrgee yang dilakukan pelaku
usaha berbadan hukum seperti perseroan dihituagf s@pggal persetujuan menteri
bila merger mengakibatkan perubahan anggaran dabagaimana dimaksud Pasal
21 ayat (3) UU No0.40 Tahun 2007.

Perubahananggaran dasar tersebut meliputi:

a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan pernseroa
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

c. jangka waktu berdirinya perseroan;

d. besarnya modal dasar;

e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; @an/a

®Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor &um 2010 tentang Penggabungan atau
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan SahamsaPRaan yang Dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan UsaltaRiSehat, Pasal 5 ayat (1).

%Syamsul MaarifOp.Cit. hal. 31-32.



f. status perseroan yang tertutup menjadi perseeshnka atau sebaliknya;

Efektif yuridis untuk merger yang mengakibatkanutahan anggaran dasar
perseroan selain yang dimaksud Pasal 21 ayat (2NOWA0 Tahun 2007 dihitung
setelah menerima surat pemberitahuan perubahanammmgglasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HANJ Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya kesepakaterger terhadap pelaku usaha
yang tidak berbentuk badan hukum.

Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 mengaparst merger notificatior?P No. 57
Tahun 2010 memberikan kesempatan kepada pelakwa usalakukan konsultasi
terlebih dahulu sebelum melakukan merger. Sebetlamya PP No. 57 Tahun 2010,
KPPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pengaw&sasaingan Usaha Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungargb@edn dan Pengambilalihan
(untuk selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 20B8ykom No. 1 Tahun 2009
melengkapi UU No. 5 Tahun 1999 sebelum terbitnyeatpean pemerintah yang
diamanatkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU Noh&rTE999:"

KPPU mendorong pelaku usaha untuk melakukan kassultuntuk
meminimalkan risiko kerugian yang mungkin dideotah pelaku usaha jika merger

yang dilakukannya melanggar UU No. 5 Tahun 199%P W Rlapat membatalkan dan

“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahufi72fentang Perseroan Terbatas,
Pasal 21 ayat (3).

“IRepublik Indonesia,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1%8tang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 35



menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiagengrang melanggar UU No.5
Tahun 1999.

Notaris berperan penting dalam pelaksanaan mergeg vilakukan pelaku
usaha, khususnya pelaku usaha berbentuk persér&amtiap akta merger, akuisisi
dan konsolidasi sebagai bukti terjadinya mergeunijsadi dan konsolidasi harus dibuat
oleh notaris® Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat &Tipakan bentuk
usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat karena di samping
pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, @arselerbatas juga memberi
kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk nlibkga perusahaannya
(kepada setiap orang) dengan menjual seluruh sayamg dimilikinya pada
perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungenyda Hal demikian dilakukan
untuk mendapatkan dana segar dalam upaya menjagaleadsi produksi
perusahaaff’

Peran Notaris dalam pembuatan akta merger, akuisisi konsolidasi ini
tentunya akan melahirkan tanggung jawab bagi r®tali mana seorang notaris
bertanggung jawab secara profesinya, terhadapakkdayang dibuat di hadapannya.

Praktik penggabungan dua atau lebih perusahaanrh sdilanal cukup lama di

“Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri DjamiatiArgumentasi Hukum(Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2005), hal.l.

% pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indené&mor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Pasal 13 ayat (2) Per&eraarintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan PengimalilRerseroan Terbatas, yang secara eksplisit
mensyaratkan eksistensi akta merger yang dibudt otgaris. Tanpa akta tersebut makearger
dianggap tidak akan pernah terjadi.

“Ahmad Yani dan Gunawan Widjaj®erseroan Terbatas(Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2003), hal. 1.
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Indonesia, meskipun tidak dalam arti merger yangnimberupa penggabungan dua
atau lebih perusahaan yang otonom ke dalam satsgfeaan otonom lainnya.
Sedangkan merger yang dilaksanakan oleh perusghagrkegiatannya di luar
sektor usaha perbankan sepenuhnya berjalan bétdasgraktik hukum yang
tumbuh sesuai kebutuhan dunia usaha, yang dilarsdas kebebasan berkontrak,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (&b Kihdang-Undang Hukum
Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata)g Ymrbunyi: “semua persetujuan
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-gindegi mereka yang
membuatnya”.
Berdasarkan Hukum Kontraktual yang berasal dari Reidata, khususnya
buku 11l yang berlaku terhadap suatu merger, yaitu:
1. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya.

Dalam KUHPerdata tidak diatur secara khusus mengsr@anjian merger
ini. Jadi tidak ada satu pasal pun yang berbicangahg merger. Akan tetapi,
dalam KUHPerdata tersebut vide buku lll, terdapatektuan umum tentang
perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jemigpjian, termasuk perjanjian
merger, Ketentuan umum mengenai perikatan ini diatlai pasal 1233 sampali
dengan pasal 1456.

Demikianlah, maka ketentuan-ketentuan dalam passdifgersebut, misalnya,

mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, kekuadakinya perjanjian, akibat

“Christianto Wibisono, “Masalah Merger Akuisisi didonesia” dalam Bisnis Indonesia
Tanggal 19 Desember 1991, (Jakarta: Bisnis Indan&8io1).
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hukum dari perjanjian, macam-macam perjanjian, saya perikatan, semuanya
berlaku untuk suatu perjanjian merger.

Ketentuan tentang perjanjian jual beli.

Dalam suatu deal merger antarperusahaan sering (kalaupun tidak
selamanya) dalam teknik pelaksanaan diperlukangdgaya jual beli saham. Itu
sebabnya dalam pasal 11 dari Keputusan Menteri m¢gma Nomor
222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata ®mer, Konsolidasi dan
Akuisisi Bank, ditentukan bahwa salah satu dokumpang harus dilampirkan
dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh izmgen (izin tetap)
disamping akta perjanjian merger adalah akta jekidaham.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk suatu peajanjial beli, termasuk

untuk jual beli saham, di samping berlaku ketentuarum tentang perikatan yang

terdapat di bagian awal dari buku Il KUHPerdataag@imana telah disebutkan di

atas, maka berlaku pula ketentuan khusus mengeabbeli, yang terdapat mulai

dari pasal 1457 sampai dengan termasuk pasal 16#PKrdata.

Namun, teknis pelaksana merger antara dua perusa®ag juga dipakai

metode inbreng saham bersama-sama dengan atawaisghatinya jual beli saham

tersebut. Dalam hal ini, kadang-kadang juga dikad yang disebut “perjanjian

inbreng”?® Tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi yangkiikan oleh pelaku

usaha perseroan dari perusahaan-perusahaan itlQungrkan bantuan dari seorang

*lbid.
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Notaris, khususnya dalam rangka pembuatan aktailotgang berkaitan dengan
konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam kegiataerger, akuisisi dan
konsolidasi, namun dalam pelaksanaannya Notarigpumapara pelaku usaha dalam
perseroan tersebut kadang lalai dengan ketentuantkan yang harus dilakukan,
baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupuratseteérger, akuisisi dan
konsolidasi tersebut.

Merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukanhoperusahaan-perusahaan
(pelaku usaha perseroan) harus dilakukan sesug@adeketentuan yang berlaku,
sebab jika tidak maka praktik pelaksanaan merdarissi dan konsolidasi justru
dapat menimbulkan masalah baru dan berakibat lerubgagi perusahaan yang
melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi tersebMasalah-masalah yang
dimungkinkan ditimbulkan apabila merger, akuisisand konsolidasi tidak
memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku antara &dalah terjadinya
pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, pelaaggaeida ketentuan ini terkait
dengan pendaftaran ke Komisi Pengawasan Persaingsaha yang harus
dilaksanakan sebelum pembuatan akta merger, peemggetentuan ini dapat
berakibat pembatalan pada merger, akuisisi dandkdasi karena berkaitan dengan
keabsahan tindakan merger, akuisisi dan konsoligkasjy dilakukan, adanya sanksi
denda, serta masalah pertanggungjawaban terhaddpketiga.

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam bebgpapal, yaitu Pasal 126
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatad®M) jo. Pasal 4 ayat (1) PP

No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Pelebusan REngambilalihan
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Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”) bahwa perbuatakunth Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajibpadatikan kepentingan:

a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawserban;

b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perserdan;

c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakisiedna.

Pasal 89 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa RUPS untuwnyatujui
Penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam raphhgp sedikit 3/4 (tiga
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengéinshara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disepgling sedikit 3/4 (tiga
perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkaatuali anggaran dasar
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuaangmiersyaratan pengambilan
keputusan RUPS yang lebih besar.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2@@#arig Jabatan
Notaris, mengatur bahwa Notaris berwenang membdataentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharusien peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bemnkiegan untuk dinyatakan
dalam akta otentik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selzdgaiotentik, maka setiap
akta merger, akta akuisisi atau jual beli saham, kiesolidasi, dibuatkan di hadapan

Notaris sebagai bukti terjadinya merger, akuisi Bonsolidasi.
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Maksud dari penelitian ini, penelitan membahas ge®@i peran serta
tanggung jawab notaris dalam merger, akuisisi dams@lidasi perusahaan menurut
perspektif hukum persaingan usaha, yang terjalticttinesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyusun ¢esigan judul:
"PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MERGER,
AKUSISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN MENURUT PERSPEKF
HUKUM PERSAINGAN USAHA."

B. Perumusan Masalah
Seperti telah diuraikan dalam latar belakang, fEtiadentifikasi permasalahan
sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan maigesisi dan konsolidasi yang
dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukyrarsaingan usaha di
Indonesia?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembusttan merger, akusisi dan
konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau garspektif hukum persaingan
usaha?

3. Bagaimana tindakan perusahaan yang akan melakolexger, akuisisi dan

konsolidasi ditinjau dari UU No. 5 Tahun 19997

C. Tujuan Penédlitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakatasli maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
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1. Untuk menganalisis peran notaris dalam pelaksamaarger, akuisisi dan
konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau Hakum Persaingan Usaha;

2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab notarindapembuatan akta
merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari HukBersaingan Usaha ;

3. Untuk menganalisis apa saja hak dan kewajiban pkaan yang akan
melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi ditingari Hukum Persaingan

Usaha.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat diadi masukan dan/atau
saran dalam llmu Hukum, khususnya dalam bidang kulerusahaan,
Hukum Persaingan Usaha dan juga bidang Kenotari@kmusus notaris
sebagai profesi yang bermartabat.
2. Secara Praktis
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menkld@r masukan
pemikiran bagi para praktisi hukum khususnya dalaidang hukum
perusahaan, hukum persaingan usaha dan hukum Keatasta dalam
mengetahui perkembangan ketentuan mengenai perdarisnodalam
pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi perabuatan akta-akta yang
berkenaan dengan pelaksanaan merger, akuisisiaeolidasi pelaku usaha

perseroan, bila ditinjau dari perspektif hukum pergan usaha
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Bagi pemerintah, akademisi dan pembuat kebijakasepean terbatas,
hukum persaingan usaha dan kenotariatan khususmglalui hasil penelitian
ini dapat menambah bahan kajian, baik secara temupun praktek sehingga
membantu dalam membuat peraturan yang berkaitagadepelaksanaan
merger, akuisisi dan konsolidasi pelaku usaha pmasedalam kaitannya

dengan hukum persaingan usaha.

E. Keaslian Pendlitian
Peneliti mengetahui dari hasil penelusuran di mgerdan di Universitas,

terdapat tulisan yang terlebih dahulu mengangkatuljuyang sebagian

pembahasannya terkait dengan peran Notaris, yaitu:

1. Tri Hartanto, Mahasiswa S2 dari Universitas mela, Tahun 2011, dengan judul
“Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Mergak& Usaha Berbentuk
Perseroan Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usatsalah yang diteliti
adalah :

a. Bagaimana merger yang dilakukan pelaku usahzebtik perseroan menurut
UU No. 5 Tahun 19997

b. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris datenger yang dilakukan
pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU Nah&imr1999?

2. Kadek Yuni Lestari, Mahasiswa S2 dari Univessittasanuddin Makassar, Tahun
2013, dengan judul “Peranan Notaris Dalam Pembualdaa Merger Perseroan

Terbatas”, masalah yang diteliti adalah :



17

a. Bagaimana kedudukan Notaris dalam praktik nmgygeseroan terbatas?
b. Apakah kendala yang dihadapi oleh Notaris dapmaktik merger perseroan
terbatas?

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbdelagan penelitian yang
dibuat oleh Tri Hartanto dan KadekYuni Lestari, ashal penelitian Tri Hartono
menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalarger yang dilakukan pelaku
usaha berbentuk perseroan menurut UU No.5 Tahu@ d8B&m kaitannya dengan
praktik monopoli dan persaingan usaha yang tiddlatsesedangkan Kadek Yuni
Lestari, dalam penelitiannya menganalisis kedudukataris dalam praktik merger
kendala-kendala yang dihadapinya dalam praktik ergegrseroan terbatas.

Dengan demikian judul ini belum ada yang membalasahingga penelitian

ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungfakaa secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka Teori

Menjawab rumusan permasalahan tersebut di atasa rnei yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah T€erian dan Teori Tanggung
Jawab ProfesiRrofessional Liability.

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya [sandateoritis.

Landasan teoritis adalah kerangka pemikiran atdur-bwtir pendapat, teori,
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asas maupun konsep yang relevan digunakan untulgupas suatu kasus
ataupun permasalahah.

Kerangka Teori merupakan susunan dari beberapaapagg pendapat,
cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesgtumy logis menjadi
landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai ttijuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan peangeprofesi
adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikeahlian (keterampilan,
kejuruan dan sebagainya) tertefitu.

Menurut Komaruddin, profesi ialah suatu jenis pglar yang karena
sifathya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusas datihan yang
istimewa>°

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab beéweatlaan wajib
menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apaksgpah dituntut,
dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya). Memany diartikan sebagai
bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), ameim, menyatakan

keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajtban.

?’M. Solly Lubis,Filsafat llmu dan Penelitian(Bandung: Mandar Maju, 1994), hal 80.

“Abdulkadir MuhammadHukum dan Penelitian HukyrtBandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
hal. 72-73.

“Departemen Pendidikan dan Kebudayaiamus Besar Bahasa Indonesigdisi Kedua,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 789.

%Komaruddin, Ensiklopedia Manajemerdalam Liliana Tedjosaputrd&tika Profesi Notaris
dalam Penegakan Hukum Pidari@ogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal. 32.

¥Departemen Pendidikan dan Kebudayaéamus Besar Bahasa Indonesidakarta: Balai
Pustaka, 1989), hal. 899.
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Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang mengantdntang
tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teaisional. Di dalam teori
tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi daeam, yaitu:

a. tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
b. tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalghguag jawab yang
dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yangkoien perbuatan
melawan hukum atau perbuatan pidana karena adaekelirkan atau
kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelala@aiah suatu keadaan di
mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang adtitidak mengindahkan
kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibariya.

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbudkibat yang
dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang,adansuatu hubungan
eksternal antara perbuatannya dengan akibatnyalafiya keadaan jiwa si
pelaku dengan akibat perbuatanra.

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip ol8hidarta
menyatakan tanggung jawab profesional adalah targggawab hukumlégal
liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yangikidrekepada klien.

Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karereaeka (para penyedia jasa

¥Hans KelsenTeori Umum tentang Hukum dan Nega(Bandung: Nusa Media, 2006), hal.
95.
%salim H.S. dan Erlies Septiana NurbaPénerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi
dan Teai,isBuku Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, RO, 212.
Ibid.
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profesional) tidak memenuhi perjanjian yang merekpakati dengan klien
mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasaeliet mengakibatkan
terjadinya perbuatan melawan hukém.
Teori tanggung jawab profesi tersebut dipandangtteptuk menjawab
permasalahan dalam penelitian ini dengan pertimdrasgbagai berikut:
a. Notaris adalah sebuah profesi.
b. Sebagai sebuah profesi, Notaris mempunyai tangguvep profesional.
Demikian halnya juga dengan notaris sebagai selprafesi yang
memiliki tanggung jawab profesional atas pelayayemy diberikannya kepada
masyarakat, terkhusus kliennya. Notaris bertanggamgab atas akta yang
dibuatnya dan atas informasi dan saran hukum yawmgaikannya kepada
kliennya. Dalam hal terjadi kelalaian atau kesesgajdalam menjalankan
profesinya, maka notaris dapat dimintakan pertangguvaban.

Pertanggungjawaban ini dapat berupa:

a. tanggung jawab perdata, yaitu penggantian biayati gagi dan bunga
kepada notaris oleh pihak yang menderita kerugkdmat akta yang dibuat
oleh notaris turun kekuatan pembuktiannya menjdtia dawah tangan.
Turunnya kedudukan akta notaris sebagai akta &temtinjadi akta bawah
tangan dapat terjadi karena kelalaian atau kesaagapotaris dalam hal

memenuhi syarat dan ketentuan pembuatan akta siof&asan lainnya,

¥ShidartaHukum Perlindungan Konsumen Indonesigdisi Revisi, (Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2006), hal. 82.
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yaitu karena notaris tidak teliti, tidak cermat d#dak tepat dalam
menerapkan aturan hukum yang berkaitan.

b. tanggung jawab pidana, yaitu berupa sanksi pidatendhal notaris dalam
menjalankan tugasnya melakukan tindak pidana. Kingalana yang
umumnya dikenakan kepada notaris adalah penipuanggelapan dan
pemalsuan surat.

c. tanggung jawab administrasi, yaitu berupa pembddensementara,
pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian meidgk hormat dari
jabatannya sebagai notaris.

Berdasarkan Teori Tanggung Jawab yang dikemukakeh élans
Kelsen, tanggung jawab notaris adalah tanggung Jawang didasarkan
kesalahan. Kesalahan notaris yang disebabkan leglatau kekeliruan Notaris
dalam menjalankan profesinya, itulah yang dimintagartanggungjawaban.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dal&epustakaan
hukum berbahasa Belanda, dikenal dengan sebuwahtbescherming van de
burgers.®® Kata perlindungan mengandung pengertian terdapaii susaha
untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesiengan kewajiban
yang telah dilakukan. Ada dua macam bentuk periigdn hukum, yaitu
perlindungan hukum yang bersifat preventif dan esipr Preventif artinya

perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya ketag artinya perlindungan

*philipus M. Hadjon,Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indones{8urabaya: Bina Ilimu,
1987), hal. 25.
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hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya setegk sedangkan
sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuanyetesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif dapat berupatypena perundang-
undangan yang mengatur tentang tata cara dan pakeks tugas dan tanggung
jawab dari setiap lembaga yang terkait dalam kegiaherger, akuisisi dan
konsolidasi. Peraturan perundang-undangan tersetibbrapkan dapat
melindungi hak dan kepentingan setiap lembaga ddiagiatan merger,
akuisisi dan konsolidasi, terkhusus dalam haldailah notaris.

Perlindungan hukum bagi notaris sangatlah diperidgar notaris dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapatn@ekti sebagaimana
mestinya. Dengan demikian notaris akan dapat nserah fungsi dan
perannya sebagai profesi yang mendukung dengan hikék merger, akuisisi
dan konsolidasi berjalan dengan baik, tentunyardgian dapat memberikan
manfaat dan kesejahteraan bagi perusahaan secmaskiian masyarakat pada
umumnya.

Teori Perlindungan Hukum di atas dipandang tepdtkumenjawab
permasalahan dalam penelitian ini dengan pertimdrangebagai berikut.
Notaris yang menjalankan jabatan dan profesinyaiasedengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ada, haruslarikdib perlindungan
hukum. Dengan demikian, notaris dapat bekerja dergak dan tanpa rasa

takut dipersalahkan.

bid.
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Adapun bentuk perlindungan hukum bagi notaris ddala
a. Kewajiban Ingkar YerschoningsplichtNotaris
b. Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia NomoraBuim 2014
tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indomsmaor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

Pasal 66 ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikekannya Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndssaeNomor 7 Tahun
2016 yang diundangkan pada tanggal 05 Februari 2@h€ng Majelis
Kehormatan Notaris.

2. Konsepsi

Konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari tPeranan konsep dalam
penelitian adalah untuk menghubungkan dunia tean dbservasi, antara
abstraksi dan realitd5. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan
abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal ydngus®®

Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sedasdt abstrak
menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengperational definition

Pentingnya definisi operasional adalah untuk memdgrkan perbedaan

$Masri Singarimbun dan Sofian Effendiletode Penelitian Surve{Jakarta: LP3ES, 1989),
hal. 34.
%Sumadi Suryabratajetodologi Penelitian(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 3.
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pengertian atau penafsiran menddabig dari suatu istilah yang dipak&i.

Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan yadgpat dalam penelitian

ini, maka haruslah didefinisikan beberapa konsepgadasehingga hasil

penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telamtitean, yaitu:

a. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakaldn satu badan
usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengdarbasaha lain yang
telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva lwedan usaha yang
menggabungkan diri beralin karena hukum kepada rbagsaha yang
menerima penggabungan dan selanjutnya status badaha yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.

b. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukam dle badan usaha
atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara métirsatu badan usaha
baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pdesivdbadan usaha
yang meleburkan diri dan status badan usaha yatgporkan diri berakhir
karena hukum.

c. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dikwkeh Pelaku Usaha
untuk mengambil alih saham badan usaha yang mdragkkin beralihnya
pengendalian atas badan usaha tersebut.

d. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekormeh satu atau lebih

Pelaku Usaha yangmengakibatkan dikuasainya prodiaksatau pemasaran

“Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Diddmbha(Bandung:
Alumni, 2014), hal. 30-31.
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atas barang dan atau jasa tertentu sehingga mekanbpersaingan usaha
tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingarPalatieu Usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasanamdatau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hulatau menghambat
persaingan usaha.

. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usakayabg berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum, yang mekgalasuatu jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengpm@an untuk
memperoleh laba.

. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usahayagbana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangnigara Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atkun hesaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukung, dgwlirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilaggkum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasaralalui perjanjian

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgoekanomi.
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I. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukbuat akta otentik
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dinthki&lam Undang-
Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undanggiteianya**

j. Peran Notaris adalah sebagai pembuat akta otéhiiaris berperan dalam
pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidag $albelum dan sesudah
berlakunya peraturan mengenai merger, akusisi darsdtidasi, dengan
menggunakan KUHPerdata di bidang hukum perjanjraaupun setelah
berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nontahlin 1995 yang
telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 T&atQ0yv.

k. Tanggung Jawab Notaris adalah tanggung jawab ydoegikbn notaris atas
akta yang dibuatnya dan atas pendapat/informasirhukang disampaikan
kepada kliennya. Notaris bertanggung jawab sea@vag (individual).

|. Perlindungan terhadap Notaris adalah perlindungamg ydiberikan oleh
peraturan perundang-undangan terhadap notaris dataemjalankan
jabatannya. Perlindungan ini berupa kewajiban ingi@aris dan Majelis

Kehormatan Notaris.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian ini menjelaskan seluruh rangkakagiatan yang akan

dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalatan untuk membuktikan

“Ipasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesiad¥@ Tahun 2014 tentang Perubahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahur#28@tang Jabatan Notaris.
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asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok rahsghng penelitian dan
membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-figgangan dan penelitidh.
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitan Hukum Normatdng bersifat
deskriptif analitis. Penelitian Hukum Normatif aglalpenelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekumadign) penelitian hukum
kepustakaaf®
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum norfimkarena dalam
penelitian ini akan dilakukan inventarisasi hukuwsigf di Indonesia yang
berkaitan dengan notaris dan kegiatan merger, igkulan konsolidasi para
pelaku usaha perseroan. Melalui peraturan pergadadangan yang berlaku
di Indonesia tersebut, akan diteliti sejauh manampeotaris dan bagaimana
pertanggungjawaban yang diberikan notaris atas-adtta yang dibuatnya
dalam proses merger, akuisisi dan konsolidasi $elpexrusahaan, apabila
dikaitkan dengan hukum persaingan usaha di Indanesi
Deskriptif maksudnya, dari penelitian ini diharapkdiperoleh gambaran
secara rinci dan sistematis tentang alasan-alasarsghaan melakukan aksi
merger, akuisisi dan konsolidasi, sejauh mana p&@aris dalam proses

merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan dawulsepana tanggung jawab

“Nashriana,Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonedidakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), hal. 1.

“*Anonim, Pedoman Penyusunan Proposal dan TeSidisi Akreditasi, (Medan: Program
Magister lImu Hukum Pascasarjana Universitas Muhadiyah Sumatera Utara, 2009), hal. 10.
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notaris atas akta-akta yang dibuatnya dalam prasesgyer, akuisisi dan
konsolidasi sebuah perusahaan serta ditinjau dasepektif hukum persaingan
usaha. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambanarfatita yang diperoleh
akan dilakukan analisis secara cermat untuk mejgeeamasalahal.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitiain adalah
Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitelit@n tentang
keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum denganmhpksitif, maupun hukum
yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam IgEme ini juga
menggunakan pendekatan terhadap sistematika hujaiu,penelitian dengan
menelusuri secara sistematik keterkaitan antaraurhukasar, hukum yang
sifatnya instrumental dan operasional.
3. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data sangat menentukan hasil itanetehingga apa
yang menjadi tujuan penelitian dapat tercapai. kntoendapatkan hasil
penelitian yang obyektif dan dapat dibuktikan kebvannya serta dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam peaelitni digunakan alat
pengumpulan data.
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam peaelihi adalah studi

pustaka. Studi pustaka dilakukan guna memperolé¢h dekunder, dengan

“Sunaryati HartonoPenelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-@andung: Alumni,
1994), hal 101.
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membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi deenganalisa peraturan-
peraturan, teori dan dokumen yang berhubungan depgemasalahan yang
akan diteliti.

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkaa dan bahan yang
berkaitan dengan hukum kenotariatan dan kegiatangane akuisisi dan
konsolidasi perusahaan-perusahaan, melalui buku-ldan majalah-majalah
serta tulisan-tulisan dan peraturan perundang-lgadaryang diunggah di
internet.

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, ndaka yang dikumpulkan
berasal dari data sekunder. Data sekunder yangkdudaantara lain meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bakiam tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempumyaritas

(autoritatif)*> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun42@htang Jabatan
Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tgnRarubahan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988tang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak S&HRat No. 5 Tahun 1999);

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun/2@@tang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta@hRomor 106);

#5zainuddin Ali, Metode Penelitian HukunfJakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 47.
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4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5Ruifa2010 Tentang
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pdatiherb Saham
Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinyatilerédkonopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Ruimal998 tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Panskeobatas;

6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Noniahdn 2009 Tentang
Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Perizimn.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang heratingannya
dengan bahan hukum primer dan yang memberi peajel@ntang bahan
hukum primer serta dapat membantu menganalisisndamahami bahan
hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal, peatlggara ahli dan hasil
penelitian yang berhubungan dengan jabatan naanskegiatan merger,
akuisisi dan konsolidasi.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merkderpetunjuk dan
juga penjelasan terhadap bahan hukum primer daanblabhkum sekunder,
seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabaridternet yang relevan
dengan penelitian ifif

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan deng@nnoenganalisa

data kualitatif. Analisa data kualitatif, yaitu dayang diperoleh dari data

“*Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukuniJakarta: Ul Press, 1986), hal. 25.
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sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tesaeg dipelajari, dipahami
dan diperiksa validasinya.

Selanjutnya karena penelitian ini adalah jenis |sar@ normatif yang
bersifat deskriptif, maka analisis yang dilakukaanya bertujuan untuk
memberikan gambaran terhadap permasalahan pemgigrey ingin ditemukan
jawabannya.

Prosedur yang digunakan untuk menghimpun data dakamelitian ini
adalah dengan metode penelitian kepustakiamarfy researcl), yaitu dengan
cara menghimpun data yang berasal dari kepustakeanpa buku-buku atau
literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peratungerundang-undangan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaity y@erkaitan dengan bidang
kenotariatan, kegiatan merger, akuisisi dan kodaseli persusahaan dan
persaingan usaha.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan analisis mengkatkgoridata untuk
mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apg Pparmakna serta
menyampaikan atau melaporkannya kepada orangaaig lyerminat’

Kegiatan analisa dilakukan secara kualitatif denga@meriksa data yang
terkumpul. Data mengenai hukum kenotariatan, hukyseleburan,

penggabungan dan pengambilalihan perusahaan, hp&tsaingan usaha, dan

A, Pengertian Analisis Data, Tujuan dan Tekniknya
http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-isia-data-tujuan-dan.html diakses 20 April
2016.
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hukum tentang antimonopoli, yang telah terkumpigjsdh-pisahkan menurut
kategori masing-masing (dimasukkan dan diuraikdamdaetiap bab yang akan
dibahas dalam penelitian ini) dan kemudian ditkésiruntuk mencari jawaban
terhadap masalah penelitian, yaitu alasan-alasamg yaelatarbelakangi

perusahaan melakukan merger, akuisisi dan konsaglidajauh mana peran
notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi danokdasi bagi suatuperseroan
terbatas dan bagaimana pertanggungjawaban notagssakta yang dibuatnya
terkait dengan merger, akuisisi dan konsolidasigyditakukan para pelaku

usaha dan kaitannya dengan hukum persaingan ushitodesia.

Kemudian dengan menggunakan metode deduktif, yaéx hal-hal
umum mengenai hukum persaingan usaha, ditarik baly ykhusus yaitu
kesimpulan mengenai bagaimana dan sejauh mana petanis dalam
pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi $agaimana tanggung jawab
notaris dalam pembuatan akta-akta merger, akudasi konsolidasi yang
dibuatnya untuk kepentingan para pelaku usaha n@@ansemenjadi hasil dari

penelitian.

H. Sistematika Penelitian
BAB | - PENDAHULUAN
BAB I . Membahas bagaimana peran notaris dalanakgahaan merger,
akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahditinjau dari

perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.



BAB Il

BAB IV

BAB V
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Membahas bagaimana tanggung jawab notdakm pembuatan
akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakugarusahaan
ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha.

Membahas bagaimana tindakan perusahaag g&anmelakukan
merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari pefgif hukum
persaingan usaha di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN



BAB |1
PERAN NOTARISDALAM MERGER, AKUISIS| DAN KONSOLIDAS
PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN
HUKUM PERSAINGAN USAHA
A. Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudtdchadap sesuatu
apabila seseorang melakukan hak dan kewajibanrsumisdengan kedudukannya,
makaia menjalankan suatu peran (Soeharto, 200ka8ue,1984: 237).

Teori peran Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori,
orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psigi teori peran berawal dari dan
masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antrgpdi8arwono, 2002). Dalam
ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil datari dunia teater. Dalam teater,
seorang aktor harus bermain sebagai seorang taktdntu dan dalam posisinya
sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku adeatentu.

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori per&fenurut Biddle dan
Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empairgan, yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam inteszissal;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;

4. Kaitan antara orang dan perilaku.

34
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Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut pahanenmeridapat bahwa peran
merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan;

. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini megatalibahwa peran
merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan rdasyarakat gublic
supports);

. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunsédaagai instrumen atau
alat untuk mendapatkan masukan berupa informaandaroses pengambilan
keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatukpemibahwa pemerintahan
dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga payadadan preferensi dari
masyarakat tersebut adalah masukan yang bernitai giewujudkan keputusan
yang responsif dan responsibel;

. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, perayadithakan sebagai suatu
cara untuk mengurangi atau meredam konflik mel8luusaha pencapaian
konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asuntgsinyaelandasi persepsi ini
adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meatkagk pengertian dan
toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaakefancuan;

. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peiakuklan sebagai upaya
masalah-masalah  psikologis masyarakat seperti &alnyperasaan
ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasadmvé diri mereka bukan

komponen penting dalam masyarakat (HoroepoetrmBirdan Santosa, 2003),
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Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwond)220membantu
memperluas penggunaan teori peran menggunakankatadeyang dinamakalife-
course” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyaliake tertentu sesuai
dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalareyarakat tersebut. Teori peran
menggambarkan interaksi sosial dalam terminologpradktor yang bermain sesuai
dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sdsungian teori ini, harapan-
harapan peran merupakan pemahaman bersama yangntaorenkita untuk
berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurubriteini, seseorang yang
mempunyai peran tertentu misalnya sebagai doktahasiswa, orang tua, wanita,
dan lain sebagainya, diharapkan agar seseoranpdgutrilaku sesuai dengan peran
tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi kareriasai@m adalah dokter maka ia
harus mengobati pasien yang datang kepadanya déakpeditentukan oleh peran
sosialnya (Sarwono, 2002:89).

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwontasgiich mana seseorang
yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar sexpdadi berperilaku sesuai
dengan peran tersebut, lebih lanjut peneliti ménsebuah kesimpulan bahwa peran
notaris berarti sebagai pejabat umum dan sebadmygre publik dan bertanggung
jawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak darapsgtenghadapnya, baik
perorangan maupun badan usaha ataupun badan h@minedcapainya kebutuhan

pembuatan akta otentik yang dibuat di hadapannya.
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B. Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dasar Bertindak Notaris

Notaris berdasarkan pasalristructie voor De Notarissenin Indonesia memiliki
pengertian "pegawai umum yang harus mengetahuruselperundang-undangan
yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk imgah akta dan kontrak, dengan
maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan danepahgn, menetapkan dan
memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minataghan mengeluarkan
grossenya, demikian juga salinannya yang sah daar'bé

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris meyaparti "orang yang
mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan pemumj(dalam hal ini adalah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk resalgkan dan menyaksikan
berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta,sgaagainyd™.

Pengertian notaris menurut Undang-Undang Nomor &dum 2004 Tentang
Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UU No. 30uhaR004") adalah "pejabat
umum” yang berwenang untuk membuat akta otentik kiwenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undant.ini"

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh notaris atalkewenangan membuat
akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,ketetapan yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yaRkghatidaki oleh yang

berkepentingan untuk menyimpan akta, membergtasse, salinan dan kutipan akta,

“8Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemb&atasaKamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 618

“Ibid., hal. 667.

*Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indemdsbmor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris,Pasal 1 angka 1.
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semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk tjdga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang laingyditetapkan oleh undang-

w51

undang'®* Notaris juga memiliki wewenang untdk:

1.

Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastiggatssurat di bawah

tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftamdouku khusus;

. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangenupa salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkalamd surat yang

bersangkutan;

. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengam asiraya,
. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pearbekta;
. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

. Membuat akta risalah lelang.

UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan notaris adalahbpejamunt>Notaris

didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenaigkumembuat akta otentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UBMN®ahun 2004. UU No.

30 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada naiabagai pejabat umum

membuat akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kdablang-Undang Hukum

*Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indamdsbmor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

*’Republik Indonesia,Undang-Undang Republik Indond$@mor 30 Tahun 2004 Tentang

JabatanNotaris, Pasal 15 ayat (2).

*’Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indemdsbmor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris, Pasal 1.
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Perdatd’ (selanjutnya disingkat "KUHPerdata"), akta otentilarus memenuhi
ketentuan, yaitu bentuk aktanya ditentukan olehddgelUndang dibuat oleh atau di
hadapan pejabat umum di mana tempat akta itu diblagéris sebagai pejabat umum
mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang pakam bukti tertulis
pembuatan hukum para pihak dalam bidang Hukum Rerda

Kewenangan notaris sebelum dan setelah berlakutydNal 30 Tahun 2004
tidak sepenuhnya sama. Hal ini dapat dilihat padeerkuan Peraturan Jabatan
Notaris yang diatur dalam Ordonansi Stbl. 1860 Nioghgang berlaku pada tanggal
1 Juli 1860 sampai dengan berlakunya UU No. 30 m&@04, di mana katesatu-
satunya" yang menerangkan bahwa Notaris sebagai pejabat uyanm berwenang
untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksudlF&68 KUHPerdata sudah
tidak ada lagi. Padahal perkataaati-satunya (uitsluited) dalam pasal 1 Ordonansi
dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa so#atalah satu-satunya
pejabat yang mempunyai wewenang umum sebagaimansadatkan dalam Pasal
1868 KUHPerdata, tidak termasuk para pejabat la@tinfPengertian pejabat lainnya

selain notaris hanya mempunyai wewenang tertenitnyarwewenang mereka tidak

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan teiamalariburgerlijkwetboek Voor
Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdata. BW/KeitdBta sebenarnya merupakan
suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah idliB&landa berdasarkan Staatsblaad Nomor 23
tahun 1847 yang ditujukan bagi kaum golongan wasegara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa
dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkgada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang
Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh petak Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara
Indonesia (asas konkordasi).

**G.H.S. Lumban TobingPeraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 34.
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meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik ya@gara tegas ditegaskan kepada
mereka oleh undang-undarfy.

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notatisddnesia Ordonansi
Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 yang berlaku padgé&hid Juli 1860, berbunyi:

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunyadremg untuk membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian daetgean yang diharuskan oleh
suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentindjgghendaki untuk
dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin Kepasanggalnya, menyimpan
aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutyjgasemuanya sepanjang
pembuatan akta itu oleh sesuatu peraturan umunk fjidga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Kata 'satu-satunya” sering diartikan sebagai perkataan khusus atauatse
mata yang berarti bahwa notaris hanya berwenang<unembuat akta-akta otentik
mengenai hal-hal yang disebut dalam undang-unddagiun, UU No. 30 Tahun
2004 dan Ordonansi Stbl.1860 Nomor 3 menegaskawaalotaris adalah pejabat
umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdataNdlU30 Tahun 2004 dan
Ordonansi Stbl. 1860 Nomor 3 adalah peraturan palek dari Pasal 1868
KUHPerdate’

Produk notaris sebagaimana diuraikan oleh UU Nal'&@tun 2004 berdasarkan

Pasal 1868 KUHPerdata adalah akta otentik. Aktatidtetersebut mempunyai

*% Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Ind@anééomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Pasal 1 angka (1).
" G.H.S. LumbanTobingp.cit., hal. 35.
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kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Kedudakéa yang dibuat notaris

sama dengan undang-undang bagi para pihak, yagtinakan untuk mendapatkan
kepastian hukum sebagai alat pembuktian. Hakim yaegerima akta otentik yang

diajukan kepadanya harus menerima dan menganggapaay tertulis dalam akta

tersebut merupakan peristiwa yang sungguh-sunggjah terjadi dan hakim tidak

perlu memerintahkan penambahan pembukfiafpabila suatu akta tersebut tidak
dibuat oleh notaris, maka akta itu menjadi tidadntik melainkan kekuatannya sama
dengan akta di bawah tangan.

Indonesia dan negara-negara yang menganut sisitéilaw® memberikan
tempat khusus bagi notaris yang diberikan kewenangduk membuat akta yang
memiliki pembuktian yang sempurna. Di negara-negaaganut sistencommon
law,* peran notaris di negara-negara pengaornmon Law menyusut dan kecil
sekali dalam praktek dan teori. Di negara-negarsebait, banyak aspek praktek

hukum yang berhubungan dengan para notaris sudizkukian oleh paraolicitor

*5Reglemen Bumiputera Yang Dibarui (H.l.R), Pasal 165.

*Civil law adalah sistem hukum kodifikasi hukum sipil dengama Code Napoleon atau
disebut jugacode civil/code de commerce , yang dibuat pada masa Napoleon | pada tahun 1804,
berasal dari konsepsi hukum romawi. Mengingat leddn dijajah oleh Belanda, di mana Belanda
termasuk negara Eropa yang mengativil law system maka sistem hukum ini diberlakukan di
Indonesia. Ciricivil law adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada pdesesehingga undang-
undang menjadi sumber hukum yang terutama, daensiperadilan bersifat inkuisitoria. Gharsina R
Nabila, et. al., "Tugas Pengantar Hukum IndonesieCivil Law  System",
www.scribd.com/doc/51708636/Civil-Law-System+indsiag-menganut+civil+law, diakses pada
tanggal 27 Juli 2016.

®9Common law adalah sistem hukum yang dikenal dengase law ataujurisprudensi. Hukum
diciptakan dari putusan-putusan hakim ketika mesgarkara. Dianut di Inggris, negara-negara
jajahannya juga diadopsi dalam sistem hukum AmeriBarikat. "The Common Law",
http://www.lectlaw.com/def/c070.htm+common-+law&cadi=en&ct=clnk&client=safari&source=,
diakses pada tanggal 12 Juli 2016.
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(pengacara, advokat) seperti pembuatan surat wagsagurusan soal budel yang
menyangkut orang yang telah meninggal, jual betiaf, dan pendirian perserodn.

Notaris selaku pejabat publik bukanlah pejabat yaergtatus pegawai negeri.
Pegawai negeri adalah "setiap warga negara Repuhlionesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh bpg¢jayang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atavakiiseigas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangag erlaku*®? Hal yang sama
juga dikatakan Philipus Hadjon yang menerangkanwhaltidak semua pejabat
publik berstatus sebagai pegawai negeri, sepdriyhgpemegang jabatan dari suatu
jabatan negargpolitieke ambtsdrasger) dan sebaliknya tidak semua pegawai negeri
merupakan pemegang jabatan pubfik".

Menurut HogeRaad, pegawai negeri adalah "merekay ydiangkat oleh
penguasa berhak untuk kepentingan/kegunaan d#apsetang atau mereka yang
bekerja pada badan publik, misalnya negara, proptas kotapraja, yang mewakili
badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan mejatekekuasaan yang ada pada

badan itu®*

®IT.F.T. Plucknett dalam bukunya Concise History of The Common Law yang dikutip oleh
Tan Thong Kie,Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2007), hal. 455.

®Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahur®919Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian,Pasal 1 ayat (1).

®philipus M. Hadjon, et alPengantar Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: GadjahMada
University Press, 1993), hal. 213.

®4G.H.S. LumbanTobingp.cit., hal. 36.
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Undang-Undang Kepegawaian dan Yurisprudensi selnaga dalam putusan
HogeRaad menyatakan pegawai negeri adalah yangkdiiroleh pemerintah,
bekerja pada badan publik dan mendapatkan gajiarlotadalah pejabat yang
diangkat oleh pemerintah, tetapi notaris bukanladiis jabatan yang digaji seperti
pegawai negeri. Sesuai dengan definisi dari aldatikt seperti yang dijelaskan dalam
pasal 1868 KUHPerdata, notaris sebagai pejabat uimukanlah pegawai negeri
dalam pengertian pejabat yang merupakan bagiansdatu korps pegawai yang
tersusun dengan hubungan kerja yang hirarki dardapatkan gaji. Seorang notaris
tidak digaji oleh pemerintah tetapi dibayar olelreka yang meminta jasanya.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat a@aatkntik atau
kewenangan lainnya seperti dimaksud dalam undadgagn tanpa gaji dari
pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintapaanendapat uang pensiun dari
pemerintah.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notarib wagngucapkan sumpah
atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri@gpbat yang ditunjuk. Sumpah
atau janji jabatan berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah atau berjdfiji:
"Bahwa saya akan patuh dan setia kepada NegarebRemdonesia, Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonealaum 1945, Undang-

Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturangemg-undangan lainnya.

® Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Ind@anééomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Pasal 4 ayat 2.
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Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya denganahnjajur, seksama,
mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan mangkgap, tingkah laku saya,
dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengale letik profesi,
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya a@dlataris.
Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keteraymag diperoleh dalam
pelaksanaan jabatan saya.
Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatamaik, secara langsung maupun
tidak langsung, dengan nama atau dalih apapunk f@anah dan tidak akan
memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun
Sebagai pejabat umum, seorang notaris harus pamuisetia kepada Negara
Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang D4846 dan UU No0.30 Tahun
2004 dalam menjalankan jabatanfiy&ebagai pejabat umum, peran notaris adalah
melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannygatemenjalankan profesinya
yang selalu berorientasi pada kepentingan masyardl@aris mewakili negara
dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggwadp dan menghayati
keseluruhan martabat jabatannya selaku seorangsprof
Dalam menjalankan profesinya, notaris sebagai péejalmum bertugas
mewakili negara sehingga notaris mendapatkan kapaan baik dari pemerintah
maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimiltiaris selaku seorang pejabat

umum tidak saja diperoleh karena undang-undang tgtapi juga diperoleh melalui

®Republik Indonesia,Undang-Undang Republik Indond$@mor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1).
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ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ategta pada kode etik.
Kepribadian seorang notaris sebagai pejabat umuamdenelaksanakan tugasnya
dijiwai oleh filsafat Pancasila, hukum, UU No. 38hLn2004, sumpah jabatan, serta
kode etik Notaris.

Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat negara&aretaris sebagai seorang
pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan lagnkddaegara Republik
Indonesia, yaitu Burung Garuda dalam menjalankaatjmnya’

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkaiiikiioleh orang yang
berkedudukan di masyaral4tNotaris menjalankan perannya berdasarkan undang-
undang, yaitu membuat akta oterftikSeorang notaris membuat dua macam akta
otentik, yaitu Minuta Akta dan Salinan Akta. Minufkta disimpan oleh notaris
sebagai arsip notaris yang dikenal sebagai Protblatéris dan merupakan arsip
negara, sedangkan Salinan Akta diberikan kepadaingiasasing pihak yang
membuatnya.” Apabila terjadi sengketa di antara pérak maka yang dijadikan alat
bukti adalah Salinan Akta saja karena Salinan Aktamerupakan kesaksian dari
suatu peristiwa bagi mereka yang membuatnya. Kekugembuktiannya dalam

perkara perdata adalah sebagai alat bukti yangusiapUntuk kasus pidana salinan

®’Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah NefBoffahun 1958 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985, dimuat dalam Leambddegara Nomor 17 Tahun 1958,
Tambahan Berita Negara Nomor 1636 Jo. Lembaranndeédgamor 71 Tahun 1985, Tambahan Berita
Negara Nomor 1636, Pejabat Umum yang dimaksud ladaltaris.

®Kamus Besar Bahasa Indonesipcit, hal.667

*Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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akta itu tidak cukup bagi pemeriksaan sebagai hidti, sehingga diperlukan
pembuktian yang lebih mendalam, yaitu dengan pésean Minuta Akta itu™

Notaris selain berperan dalam pembuatan akta, nialek terlepas dari
keahlian Profesi yang dimilikinya, juga diharuskaemberikan penyuluhan hukum
dan kepada masyarakat sehubungan dengan pembutdaansabagaimana diatur di
dalam pasal 15 ayat 2 e, UU Nomor 30 Tahun 200énegnJabatan Notaris.

Notaris bertindak untuk "atas nama negara" mewddépala Negara dalam
menjalankan tugasnya. Mengingat keterbatasan Kepd¢gara memberikan
pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakamudi bidang hukum
perdata, maka peran tersebut didelegasikan Kepegarns kepada notaris. Atas dasar
tersebut, notaris juga disebut sebagai Pejabat UmBemrdasarkan Pasal 104
Peraturan Peralihan Staatblad 1848 Nomor 10, sotmmimasuk pejabat yang
diberikan kekuasaan dari Pemerintah (Gubernur Jahdetuk melakukan pekerjaan
dalam bidang tugas notaris untuk kepentingan wérdanesia yang berada dalam

daerah jabatannya.

C. AktaMerger, Akuisisi dan Konsolidas Perusahaan
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 notaris adalahbpé&jumum yang

diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indamdsbmor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Pasal 66 ayat (1).
"'G.H.S. LumbanTobingyp.cit., hal 35.
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Sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangdh peraturan
perundang-undangan sebagai satu-satunya pejalati@erikan kewenangan dalam
membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi sebega diatur dalam UU No. 40
Tahun 2007 dan PP No.27 Tahun 1998, yang secapésgksiensyaratkan eksistensi
akta merger yang dibuat oleh notdfisTanpa akta yang dibuat oleh notaris maka
merger, akuisisi dan konsolidasi tidak akan petegadi.

Notaris menjadi satu-satu pejabat yang diberikawekangan untuk dapat
melakukan pengurusannya mewakili perseroan dalargypesan pengesahan badan
hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasggrppaian perubahan anggaran
dasar.

Akta merger paling sedikit memuat hal-hal sebagaikint:

1. Syarat dan kondisi merger;

2. Perubahan anggaran dasar perusahaan yang tetap eksi

3. Cara pengalihan saham kepada perusahaan yang eksis;

4. Hal-hal detail lainnya yang diperlukan untuk deakldmerger tersebut.

Akta merger, akuisisi dan konsolidasi adalah p@garyang dibuat oleh pelaku
usaha yang akan melakukan merger. Akta mergersiakulan konsolidasi dalam

merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukars@eran wajib dibuat oleh notaris.

"“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor afum 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatsal P3, 14, 22 dan 31 ayat (2).

pPasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tdl9@8 tentang Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbataserangkan bahwa pihak yang berwenang
membuat akta merger adalah Notaris.
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Perjanjian merger, akuisisi dan konsolidasi dalasrger, akuisisi dan konsolidasi
oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dagmatdsouat secara otentik oleh
notaris.

Notaris senantiasa memegang teguh sumpah jabatdaiga pembuatan akta
merger, akuisisi dan konsolidasi. Sumpah jabateselbeit menekankan notaris untuk
setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasita Wndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undantang Jabatan Notaris
serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris harus memahami peraturan perundang-undanigdéam kaitannya
dengan pembuatan akta merger, akuisisi dan komsolittrmasuk peraturan di
bidang persaingan usaha, dalam hal ini UU No. 5umath999 dan peraturan
pelaksananya PP No. 57 Tahun 2010.

Notaris sebagai pejabat umum harus bertindak sggpmnma seksama, mandiri
dan menjaga kepentingan pihak terkait perbuatarurhuklalam pembuatan akta
merger. Notaris harus mengingatkan pihak-pihak yenigat dalam perjanjian/akta
merger, akuisisi dan konsolidasi untuk mematuhiajpean perundang-undangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang peraaingaha.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur sanksi yang berat petfiku usaha yang
melakukan aksi merger yang melanggar larangan gkakionopoli dan persaingan
usaha tidak sehat dengan sanksi pembatalan akigemakuisisi dan konsolidasi.
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur sanksi berupaaeengan besaran berkisar

antara Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) san®mgmP5.000.000.000 (dua puluh
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lima miliar rupiah¥* serta denda pidana pokok dan pidana tambahardermaerger,
akuisisi dan konsolidasi yang melanggar UU No. Bura1999.

Merujuk pada begitu beratnya sanksi yang dapatitikdakibat merger, akuisisi
dan konsolidasi yang melanggar UU No. 5 Tahun 19@@aris senantiasa wajib
mengingatkan perseroan untuk tunduk mematuhi parajersaingan usaha sebelum
membuatkan akta merger, akuisisi dan konsolidaslbeltm akta merger, akuisisi
dan konsolidasi ditandatangani oleh para pihakarsebaiknya meminta kepada
perseroan untuk melakukan konsultasi tertulis bénl@ahulu kepada KPPU untuk
mendapat pendapatnya terhadap merger yang akanldila

Permintaan konsultasi ini khususnya ditujukan pad@aseroan yang akan
melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi yanghtehemenuhi kewajiban untuk
melakukan pemberitahuan sebagaimana disyaratkamdP No. 57 Tahun 2010.

Ada 3 (tiga) kemungkinan pendapat KPPU terhadajl kassultasi tertulis
yang diajukan pelaku usaha, yaftu:

1. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli éssaipgan usaha tidak
sehat yang diakibatkan merger;
2. Pendapat adanya dugaan praktek monopoli dan pgasasaha tidak sehat

yang diakibatkan merger;

"Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 TahurB198rangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 47 ayat (@) énalan g.

“Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Pgma Usaha Nomor 11 Tahun 2010
tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badamlian Penggambilalihan Saham Perusahaan..
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3. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dasaipgan usaha tidak
sehat yang diakibatkan merger dengan catatan tsamgradan/atau bimbingan
yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha;

Untuk pendapat pada angka 3 di atas, KPPU akankuoigla monitoring
terhadap pelaksanaamerger, akuisisi dan konsolidasi dan akan melakukan esalu
terhadap catatan-catatan yang telah diberikan KPéldkah pelaku usaha
melaksanakannya atau tidak.

Hasil konsultasi tertulis dari KPPU dapat menjagijgngan bagi notaris untuk
membuatkan akta merger yang dimintakan pelaku ugahg menghadap. Jika hasil
konsultasi tertulis KPPU mengeluarkan pendapatktiddanya dugaan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yangbdiiklan merger, akuisisi dan
konsolidasi atau pendapat tidak adanya dugaan gkrakibnopoli dan persaingan
usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, akudsisi konsolidasi dengan catatan
berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipesiehi pelaku usaha, maka
notaris dapat menjalankan kewenangannya untuk matkdou akta merger, akuisisi
dan konsolidasi.

Jika KPPU berpendapat ada dugaan praktek monopalipgrsaingan usaha
tidak sehat yang diakibatkan merger, akuisisi damsklidasi maka notaris memiliki
dasar untuk menolak membuat akta merger, akuiaiskdnsolidasi yang dimintakan
padanya. Penolakan notaris dalam menjalankan Keavajya sebagai pejabat publik
tersebut dapat dibenarkan secara hukum, meskipansiberkewajiban memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkanqgéeasn
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D. Peranan Notaris dalam Pengurusan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi

Notaris memiliki peran yang sangat sentral dalaosgs merger, akuisisi dan
konsolidasi. Selain memiliki peran sebagai satursa pejabat publik yang
membuatkan akta merger, akuisisi dan konsolida$aris juga menjadi satu-satunya
pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk kuddan pengurusan terhadap
proses merger, akuisisi dan konsolidasi.

Peran notaris dalam merger, akuisisi dan konsoldiesulai sejak awal proses
merger, akuisisi dan konsolidasi dilakukan, yaitjak dilakukannya RUPS untuk
mendapatkan persetujuan merger, akuisisi dan kidlasoldi mana notaris selalu
dilibatkan dalam membuatkan akta RUPS.

Berdasarkan hasil RUPS tersebut, apabila mergeisiakdan konsolidasi telah
mendapatkan persetujuan dari para pemegang sabtansrdapat menyiapkan akta
merger, akuisisi dan konsolidasi. Selain menyiapikia RUPS dan akta merger,
akuisisi dan konsolidasi, peran notaris dalam nrem@geuisisi dan konsolidasi adalah
memberikan pelayanan berupa pengurusan keabsahagermeakuisisi dan
konsolidasi, khususnya menyangkut pengesahan gexnlmnggaran dasar perseroan
akibat merger, akuisisi dan konsolidasi kepadaamstyang berwenang (Menteri
Hukum dan HAM).

Apabila merger berupa suatu penggabungan membaivat dlukum berupa
perubahan pemegang saham Direksi dan Dewan Kosjisagka anggaran dasar
perubahan tersebut didaftarkan dalam Daftar Paseyang ada di Kementerian

Hukum dan HAM, dengan ketentuan efektifnya pembktan tersebut baru berlaku
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sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pdtabhaan perubahan anggaran
dasar oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila mergerngakibatkan perubahan
Anggaran Dasar seperti perubahan modal dasar dampatubahan yang memerlukan
persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka perubakasebut harus mendapatkan
persetujuan perubahan anggaran dasar, denganuatdmhwa efektifnya terhitung
sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hokaan HAM mengenai
persetujuan perubahan anggaran d&sar.

Notaris menjadi satu-satunya pejabat yang diberikawenangan oleh
peraturan perundang-undangan untuk memproses mexggsisi dan konsolidasi
untuk mendapatkan pengesahan kepada Menteri HugardlAM.””

Pengisian permohonan perubahan anggaran dasat ak#pger, akuisisi dan
konsolidasi dilakukan melalui Sistem Administrasaddn Hukum (SABH). Sistem
tersebut merupakan pelayanan yang dilakukan setek#&ronik dan notaris adalah
satu-satu pejabat umum yang secara khusus ditusgblagai pejabat yang bisa

mengurus permohonan tersebBut.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 TaHi072Pasal 21 ayat (1) dan (2).

""Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HARdpublik Indonesia Nomor :
M.HH-02.AH.01.01/2009 tentang Tata Cara PengajuanmBhonan Pengesahan Badan Hukum
Perseroan, Persetujuan Perubahan, Anggaran DamayarRpaian Pembuatan perubahan Anggaran
Dasar dan Perubahan data Perubahan data Perdeasah? ayat (1).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HReylublik Indonesia Nomor: M.HH-
02.AH.01.01/2009, Pasal 2 ayat (2).



BAB |1
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARISDALAM MERGER, AKUISIS
DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN

HUKUM PERSAINGAN USAHA

A.Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggjawab adalah
kewajiban menanggung segala sesuatunya bila tegadiapa boleh dituntut,
dipersalahkan dan diperkarakan.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suaturksdra bagi seseorang
untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadaMenurut hukum,
tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekkebsbasan seorang tentang
perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau noaim melakukan suatu
perbuataf? Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungipan harus
mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan tingaulak hukum bagi seorang
untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yaetahirkan kewajiban hukum
orang lain untuk memberi pertanggungjawabarifiya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawabangidibeenjadi dua
macam, Yyaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikdikenal dengan
pertanggungjawaban atas dasar kesalgftiahility without based on faultdan

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dik@adility without fault) yang

"Kamus Bahasa Indonesiap.cit,hal.667

8%Andi HamzahKamus Hukum(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal.

8l5pekidjoNotoatmojoEtika dan Hukum Kesehatafakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.

8Titik Triwulan dan ShintaFebrianPerlindungan Hukum bagi Pasi¢dakarta: Prestasi
Pustaka, 2010), hal 48.
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dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggawgb mutlak(strictliability).®®
Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalamengandung arti bahwa
seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakkesalahan karena
merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tangguagab resiko adalah bahwa
konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkapdusen tergugat langsung
bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawadlach perbuatan
melanggar hukurttort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaffu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukung giilakukan dengan
sengaja(intentional tort liability) tergugat harus sudah melakukan perbuatan
sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat asmgetahui bahwa apa
yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukung yilakukan karena
kelalaian(negligence tort liability) didasarkan pada konsep kesalaftamcept
of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudatain@ur baur
(intermingled.

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggakurhu tanpa
mempersoalkan kesalahéstrict liability), didasarkan pada perbuatannya baik
secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipkan kesalahannya

tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timlbbohaperbuatannya.

®)bid. hal. 49.
8Abdulkadir Muhammadop.cit, hal.503.
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B. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari baBatanda disebut dengan
istilah (onrechtmatigedagd atau dalam bahasa Inggris disehatt. Kata (tort)
berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kemalpbrdata yang bukan dari
wanprestasi kontrak. Katdoft) berasal dari bahasa lat{torquerg atau (tortus)
dalam bahasa Perancis, seperti Kateong) berasal dari bahasa Peran@igong)
yang berarti kesalahan atau kerudiajury).

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukumgykemudian dikenal
dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalak dapat tercapai seperti apa
yang disebut oleh peribahasa latin, yafiurispraeceptasunthaechonestevivere,
alterum non leadere, suumcuiquetribuesgjinya semboyan hukum adalah hidup
secara jujur, tidak merugikan orang lain dan merkbarorang lain haknya.

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan meldwdum adalah
perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Nasejak tahun 1919 berdasarkan
Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara rCamslawan Lindenbaum,
maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adaldugitan yang melanggar
hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak ukst kewajiban hukum serta
kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyafaka

Perbuatan melawan hukurfonrechtmatigedagd diatur dalam Buku |l
KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdppda Pasal 1365

KUHPerdata, yaitu:

%bid., hal. 511.
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“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa i@mnugepada seorang
lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya roigkeen kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud depgdmuatan melawan
hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yangudtden oleh seorang yang
karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagigotain. Dalam ilmu hukum
dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukyaity sebagai berikiif

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan maupun
kelalaian).

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdata Indonet@atang perbuatan
melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan kdidfa di negara sistem
Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukdaiah sebagai berikd :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan kelalaian),
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususngar ukelalaian,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalamyarig sangat terbatas

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata

8Munir Fuady Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemp¢Bamdung: Citra Aditya
Bakti, 2010), hal. 3.
#lbid.
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C. Tanggung Jawab Hukum Notaris Sebagai Pelaksanaan Profesi
Sungguh benar bahwa tidak semua pekerjaan dalamp mddapat dikatakan
sebagai profesi dan benar juga bahwa tidak senafasprada di dunia merupakan
profesi luhur atau terhormat ataupun profesi mulficium nobilg. Hanya
pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang merupakafespr Menurut Abdulkadir
Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut gwatesi ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi, antara 1&fh:
1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi;
Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil, menjelaskandikai-kaidah pokok yang
berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:
1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka Haglierja tanpa pamrih,
terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacuwunpaidailai luhur;
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarasataskeseluruhan;
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi harusladt.seh
Sedangkan menurut E. Y. Kanter menyatakan bahwaabketrofesi terdiri dari
kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahkhusus dan dengan keahlian

itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat aergbih baik dibandingkan

88abdulkadir MuhammadEtika Profesi Hukum(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.
58.
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dengan warga masyarakat lain pada umumnya ataundadagertian yang lain,
sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dim@mg gang menyandangnya
memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya mietedining atau pengalaman
orang lain dalam bidangnya send#i.

Sejalan dengan pendapat di atas, Daryl Koehn ntefibarang profesional
sebagai orang yang mengucapkan janji di hadapalikpiddngan suatu komitmen
moral, mengemukakan kriteria seorang profesiortzdgai berikuf®

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukaatu tindakan
tertentu;

2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang ssam@a mempunyai hak
suara yang menyebarluaskan standar dan/atau @itpesilaku dan yang saling
mendisiplinkan karena melanggar standar itu;

3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanydatikédan dipahami oleh
orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki odgtggota-anggota masyarakat
lain;

4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya g@akerjaannya itu
tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang letais;lu

5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (stmhpetuk memberi
bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwaridanerupakan profesi
yang cukup unik, karena notaris dalam melaksanafadiiuntut serba profesional,

ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notadaktiboleh menguntungkan salah

8E. Y. Kanter, Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio — iRgligJakarta:
StoriaGrafika, 2001), hal. 63.

“Daryl Koehn,Landasan Etika Profes{Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 75, dalam E. Y.
Kanter,op.cit. hal. 63.
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satu pihak, selain itu notaris berbeda dengan girafédvokat, notaris harus bersifat
netral, karena notaris mewakili 2 (dua) belah pilalam melakukan perjanjian. Hal
ini berbeda dengan advokat hanya mewakili salalu g@hak dalam suatu
permasalahan hukum. Dengan perkataan lain, Ndtarnss menunjukkan sifatnya
yang netral bagi para pihak meski ia dimintai bantbukum oleh salah satu pihak.

Menurut penelusuran peneliti, tanggung jawab Nstagbagai profesi dapat
dijelaskan oleh seorang Notaris/PPAT yang berkekidudi Kabupaten Deli
Serdang, bernama Tony, S.H., M.Kn. Berikut hasivelacaranya.

Pertanyaan :

1. Apakah notaris dapat bertanggung jawab secaragirafau sebagai pejabat
umum?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris atés ydng dibuat di
hadapannya?

3. Apakah dalam pengurusan merger, akuisisi dan kinlasblnotaris yang lalai
dapat dituntut dari segi perdata ataupun pidanaateinistratif?

4. Sampai sejauh mana notaris dapat dimintakan peytaggawabannya bila ybs
telah melaksanakan tugas dan profesinya denganr,beesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban:

1. Profesi adalah suatu kegiatan usaha yang dilakskaara rutin berdasarkan
keahlian dan pengalaman, sedangkan pejabat umuiahadaatu jabatan
kepercayaan yang bermartabat yang diangkat dan kiewagara dalam
melaksanakan fungsinya dalam pelayanan masyanskgdris dalam konteks

ini adalah dibebankan dalam kedudukannya sebagabaie publik yang
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menkonstatir kehendak dan perbuatan hukum parak pyeag hadir di
hadapannya dalam bentuk akta otentik (Pasal 11ayat No.2 Tahun 2014).
2. Akta yang dibuat oleh notaris di hadapan para pinakupakan akta otentik
yang menjamin kejujuran, seksama, mandiri, tidekpinak, bertindak amanah
dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalatmuaéan hukum. (Pasal 16
ayat 1 huruf a UU No.2 Tahun 2014).
3. Notaris sebagai subjek hukum dalam melaksanakarastyg tetap
mempunyai tanggung jawab hukum secara perdataidangp
4. Apabila notaris telah melaksanakan tugasnya semrmgan UU yang berlaku,
maka akta otentik yang diperbuatnya dengan semdinjadi alat bukti formal
yang sah sampai dapat dibuktikan sebalikagaa( publica probant sese ipsa
Ditambahkan oleh seorang Notaris/PPAT berkedudukaKabupaten Deli
Serdang bernama, Sutrisno Arsjad bahwa notarignselbagai pejabat umum,
bertindak untuk kepentingan para penghadap, jugagpatdadimintakan
pertanggungjawabannya bila salah, baik karena sertf dalam perbuatan tindak
pidana yang disengajddlug maupun karena kelalaiannyaulpa).

Juga dapat dituntut secara perdata, karena kettlahgnnya atas undang-
undang, sehingga akta-akta yang dibuat di hadapanmnjadi terdegradasi yang
seharusnya akta otentik menjadi akta di bawah targgn pihak-pihak yang merasa
dirugikan dapat menuntut ganti kerugfan.

Selain hal tersebut di atas, dalam melaksanakaas tjadpatannya, seseorang
Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabdtdaris. Kode etik profesi

merupakan produk etika terapan, karena dihasilkaddsarkan penerapan pemikiran

“Hasil wawancara dengan Tony dan Sutrisno Arsjadafitodi Kabupaten Deli Serdang, pada
tanggal 4 Agustus 2016.
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etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dembatti seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehiagggota kelompok tidak
ketinggalan zaman. Oleh karena merupakan hasil gperam diri profesi yang
bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai maatyhakiki yang tidak bisa
dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektitbd@adijiwai oleh cita-cita dan
nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi igendiri, sehingga merupakan
suatu rumusan norma moral manusia yang mengembafegiptersebut dan menjadi
tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi sewaupakan upaya pencegahan
berbuat yang tidak etis bagi anggotafari penjabaran di atas dapat ditegaskan
bahwa suatu profesi dikatakan sebagai profesi Epabeémuat suatu pengaturan
yang bersifat internal, yaitu kode etik. Dalam mmalNotaris mempunyai kode etik
sehingga dalam melaksanakan tugasnya Notaris dedam koridor-koridor hukum
yang berlaku. Selain itu, untuk dapat dikatakanagab notaris, maka seseorang
harus mencapai usia 27 tahun, menyelesaikan p&adidiotariat, magang dan lulus
tes notariat serta menunggu izin dari Menteri Hukdam HAM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorantarldomerupakan
suatu profesi yang dalam melaksanakan tugasny kigdlasarkan pada pengaturan

dalam undang-undang maupun kode etik yang mengadjgiuran internalnya.

D. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Yang Membuat Akta Notaris
Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur)g y&eterangan-
keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercay@ yanda tangannya serta

segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagabakti yang kuat. Seorang

92Abdulkadir Muhammadop.cit, hal. 72.
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ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yampkt ada cacatnya
(onkreukbaar/unimpeachableyang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian
yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Halberbeda dengan peran dari
seorang advokat, di mana profesi advokat lebih kemean pada pembelaan hak-
hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sddangprofesi notaris harus
berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitamg ygrjadi di masa akan
datang’

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 20@dngdabatan Notaris
(UUJIN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai sadslah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenadgimmya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang AiNotaris adalah pejabat umum yang satu-
satunya berwenang untuk membuat akta otentik memgenatu perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh geméduran umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalaatusakta otentik, menjamin
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan mekaerjrosse, salinan dan
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan aktaleélu smatu peraturan umum
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadabagjatau orang laitt. Notaris
wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang diymtan kepadanya dan tidak
boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akfzad@ orang-orang yang tidak

berkepentingaf® Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatuosdtdik

%Tan Thong KieBuku | Studi Notariat — Beberapa Mata Pelajaran dgerba Serbi Praktek
Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal..102

%“Republik Indonesia, Undang-UndangNomor 30 Tahurd2@@tangJabatan Notaris, Pasal 1
Angka 1.

%G.H.S. Lumban Tobingp.cit, hal. 31.

%R. Soegondo Notodisoerjdiukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasadakarta:
Rajawali, 1982), hal. 23.
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ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yangikan undang-undang oleh atau
di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itendpat akta itu dibuat. Maka
jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tangguad jdataris adalah membuat akta
otentik, baik yang ditentukan peraturan perundamtgngan maupun oleh keinginan
orang tertentu dan badan hukum yang memerlukatinya.

Menurut Mary Douglas terkait dengan intensitasdridrdan ikatan sosial, maka

profesi hukum dibagi menjadi 4 (empat) kelas.

High Grid & Low Group High Grid & High Group

Ahli hukum di perusahaanin( house| Polisi, Jaksa, Hakim Karir

lawyen

Low Grid & Low Group Low Grid & High Group

_______ Advokat& Notaris

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatataris adalah jabatan
publik namun lingkup kerja mereka berada dalam kahksi hukum privat. Sama
seperti advokat, notaris adalah penyedia jasa huylang bekerja untuk kepentingan
klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidakendukung pekerjaan-pekerjaan

mereka. Profesi ini memang diatur dalam peratur@murmang-undangan, namun

’Supriadi, Etika& Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesidakarta: Sinar Grafika,
2006), hal. 37.

%Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka HBeérp (Jakarta:
RefikaAditama, 2006), hal. 127.
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aturan hukum positif ini juga merupakan profedbtia, dalam arti setiap orang bisa
bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiaf®

Meskipun bukan profesi yanigigh grid, profesi notaris adalah jenis profesi
yang high group Kecenderungan tersebut tampak lebih jelas dabefealaan
peraturan perundang-undang yang makin memberi ppeala asosiasi-asosiasi
profesi. Peran Notaris tidak sekedar pada pembiaaggota profesi, melainkan juga
sampai pada penetapan standar kualifikasi profasipgmberian rekomendasi izin
atau larangan praktek.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatpublik yang
mempunyai karakteristik®

1. Sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasbidang pengaturan
jabatan Notaris, sehingga UUJN merupakan satu-gataturan hukum dalam
bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Nataliglonesia.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinyaagetvewenang yang
diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebaafaisbn agar jabatan dapat
berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengamewang jabatan lainnya.
Wewenang tersebut mencakup dalam pasal 15 ayatUQJN yang
menyebutkan antara lain membuat akta bukan menduwrat, seperti Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau matngwrat lain,
seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artingtaris dalam melakukan

tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menterikudu dan HAM.

Ipid., hal. 127.
1%abib Adjie, Sanksi Perdata& Administratif Terhadap Notaris SgdiaPejabat Publik,
(Bandung: RefikaAditama, 2008), hal. 32-36.
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Walaupun notaris secara administratif diangkat diberhentikan oleh
pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subortfingbawahan) dari
pemerintah. Akan tetapi, notaris dalam menjalankagasnya harus bersifat
mandiri @utonomouy tidak memihak siapapurin{partial), tidak tergantung
kepada siapapuin@ependent

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengatingia

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.
Dalam membuat akta, notaris membuat dengan bagigia yang telah

ditentukan dalam UUJN, antara lain:

1. Awal akta atau kepala akta memuat :

a. judul akta;

b. nomor akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

2. Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewargaaaga pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadagatdu orang yang
mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan g@é#rak yang
berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta jazeler jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap spksigenal.

3. Akhir atau penutup akta memuat:
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a. uraian tentang pembacaan akta;

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penagadaden atau

penerjemahan akta apabila ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjadatan, kedudukan, dan

tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang ted@dim pembuatan akta

atau uraian tentang adanya perubahan yang dapapabgrenambahan,
pencoretan, atau penggantian.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa adqtgd) unsur esensial
agar terpenuhinya syarat formal suatu akta oteysiiy***

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum

3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat uryamg berwenang untuk
itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Terkait dengan hal di atas, akta otentik yang ditmlah Notaris memiliki
kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyaarn@er penting dalam setiap
hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melaktia otentik yang
menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjkmpastian hukum, dan
sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjaalisgngketd’? Dengan perkataan
lain, akta otentik yang dibuat oleh notaris mempuirkekuatan pembuktian yang
kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya olepas@un, kecuali bantahan

terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebalikbydam artian bahwa akta yang

% rawanSoerodjokepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indong§Burabaya: Arkola, 2003),
hal. 148.
1925ypriadi,op.cit, hal. 29.
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dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohong@u &acat, sehingga akta
tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebgai aktg gacat secara hukum begitu
pentingnya keterangan yang termuat dalam akta bierseehingga penulisannya
harus jelas dan tegas. Hal ini sesuai ketentuaand&asal 42 UUJN dinyatakan
bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalammuhgan satu sama lain yang
tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singka®eh karena itu, ruang dan
sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebakian ditandatangani, kecuali
untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir beaillkan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, semua bilangan untukemteken banyaknya atau
jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, sqpemigebutan tanggal, bulan, dan
tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahelgan angka.

Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 4NUWJatas, akta Notaris
sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baiketar, apabila dalam hal
penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakammdalkta, Notaris wajib
menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalahada yang dimengerti oleh
penghadap. Apabila notaris tidak dapat menerjemalaitau menjelaskannya, akta
tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seog@merjemah resmi. Namun
demikian, akta dapat dibuat dalam bahasa lain gipahami oleh notaris dan saksi
apabila pihak yang berkepentingan menghendaki gap®nundang-undang
menentukan lain. Demikian juga, dalam hal akta alibbukan dalam bahasa
Indonesia, maka notaris wajib menerjemahkannyaakeand bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 43 UUJamkhgli setelah notaris
selesai membacakan isi akta yang dibuatnya, matkatailsebut ditandatangani oleh

setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali lapatba penghadap yang tidak dapat
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membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan ayasalasan tersebut harus
dinyatakan secara tegas dalam akta.Kemudian aki@gagnana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) UUJN ditandatangani oleh penghadtaris, saksi dan
penerjemah resmi. Dengan demikian, maka pembacpaangrjemahan atau
penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan segasapgada akhir akta. Sementara
itu, dalam Pasal 45 UUJN dinyatakan bahwa dalampleaighadap mempunyai
kepentingan hanya pada bagian tertentu dari a&tajehbagian akta tertentu tersebut
yang dibacakan atau dijelaskan, penghadap membahutanda paraf dan tanda
tangan pada bagian tersebut.

Notaris dalam membuat akta otentik berusaha semaksnungkin untuk
membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalddamun demikian, sebagai
manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam aldaliet. Menurut Supriadi apabila
notaris melakukan kesalahan ini merupakan hal yaagusiawi. Selain itu, kalau
terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akebtt, maka akan mengalami
masalah. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 UUJN thkga bahwa isi akta tidak
boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisathht penyisipan, pencoretan,
atau penghapusan dan menggantinya dengan orandP&ubahan atas akta berupa
penambahan, penggantian, atau pencoretan dalanhakya sah apabila perubahan
tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahamleimpenghadap, saksi, dan notaris.

Dalam kaitannya, maka dalam Pasal 49 UUJN dinyatakahwa setiap
perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas.Apaduiatu perubahan dibuat pada akhir
akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagiag diubah atau dengan
menyisipkan lembar tambahan. Oleh karena itu, @dva yang dilakukan tanpa

menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubtnaabut menjadi batal.
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Dalam kaitannya dengan pencoretan terhadap aktarisloiersebut, maka
dalam Pasal 50 UUJN diatur bahwa apabila dalam ddtiai dilakukan pencoretan
kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukanikiam rupa sehingga tetap dapat
dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dadahukata, huruf, atau angka
yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Pencordiayatakan sah setelah diparaf
atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghad#pi, slan Notaris. Oleh karena
itu, apabila terjadi perubahan lain terhadap pdrabamaka perubahan itu dilakukan
pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam BP@ddlUIJN. Dengan demikian,
pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubah@encoretan, dan
penambahan. Di samping itu, dalam Pasal 51 UUJNidiaengenai kewenangan
Notaris membetulkan kesalahan tulis pada suatu Aki@oun bunyi ketentuan dalam
Pasal 51 UUJN dinyatakan bahwa notaris berwenathgunembetulkan kesalahan
tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat padauts! Aktd®® yang telah
ditandatangani. Oleh karena itu, pembetulan dafstukan dengan membuat berita
acara dan memberikan catatan tentang hal terselga Blinuta Akta asli dengan
menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acard¢teian.

Setidaknya dalam melaksanakan tugasnya Notaris likeasas dasar yang
dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas peadaly atau lebih dikenal dengan
namapresumptioiustaecausartinya akta yang dibuat oleh Notaris harus diapg
berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatak&n tersebut tidak
sah!®Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak medikélkebenaran surat-

surat yang diajukan oleh pihak yang membuat aktl. ifl dimaksudkan bahwa

1%3\linuta Akta adalah asli Akta Notaris, sebagaimaiatéud dalam Pasal 1 angka 8 UUJN.
%adjie, op. cit, hal. 80
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Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertiddagan cepat dan tepat, serta
yang menyatakan sahatau tidaknya suatu surat apsbijbdi pemalsuan bukan
kewenangan Notaris, sehingga notaris hanya menaek&engkapan adminsitratif

untuk membuat suatu akta.

E. Kedudukan Kode Etik dalam Menjalankan Profesi Notaris
Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah pentlmgkan hanya karena
Notaris merupakan suatu profesi sehingga perluudidengan suatu kode etik,
melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pelegrj notaris yang sangat
berorientasi pada legalisasi sehingga dapat mefyadamen hukum utama tentang
status harta benda, hak dan kewajiban seorangydieg menggunakan jasa Notaris
tersebut®
Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilabagai akibat dari pemberian
status harta benda, hak dan kewajiban yang tidsikaselengan kaidah dan prinsip-
prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaketertiban umum dan juga
mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pekearilan, maka bagi dunia
Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etikg®miofang baik dan modern.
Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikpa gang disebut sebagai
perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebdssikut%°
1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri ¢gejan intelektual);

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;

%Munir Fuady, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat,aKsf Kurator dan
Pengurus: Profesi Mulig(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133.
1% smail Saleh, dalam Liliani Tedjasaputom.cit, hal. 86.
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4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa 4 (empakpk yang harus
diperhatikan para Notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaisis mempunyai
integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segadatimbangan moral
harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Yalaakan memperoleh
imbalan jasa yang tinggi, hamun sesuatu yang kartgan dengan moral
yang baik harus dihindarkan.

2. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kianjuga pada dirinya
sendiri. la harus mengetahui akan batas-batas kpoamya, tidak memberi
janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennyauatgar klien tetap mau
memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatamkersendiri tentang
kejujuran intelektualitas seorang Notaris.

3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batesnkegannya. la harus
menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlakangnseberapa jauh ia
dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa ydak iboleh dilakukan.
Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar ana&kta yang
bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.

4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkeagaehpaya yang lugas
untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakms frofesinya ia
tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan u8egrang Notaris yang
berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keagidng hakiki, tidak

terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-h@atga menciptakan alat
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bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapngabaikan rasa
keadilan.

Dari pendapat di atas, benar apa yang dikatakdnRdel F. Camenisch bahwa
profesi adalah suatmoral communitymasyarakat moral) yang memiliki cita-cita
dan nilai bersam&’ Kode etik ini akan membentuk suatu kepercayaaanual
masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat,nkasetiap klien mempunyai
kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin dkak tkan dipermainkan oleh
profesi tersebut. Kode etik juga penting sebagearea kontrol sosial. Kode etik
memberikan kriteria bagi para calon anggota keldmpoofesi dan membantu
mempertahankan pandangan para anggota lama terpaidap profesional yang
telah digariskan. Selain itu, kode etik profesitpenuntuk mencegah pengawasan
ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah alieh masyarakat. Lebih
lanjut kode etik juga memegang peranan yang sgregatng dalam pengembangan
patokan kehendak yang lebih tinggi untuk sedapatngkin mencegah
kesalahpahaman dan konflik.

Materi etika profesi hukum ini memang selayaknybedkan kepada calon
penyandang profesi hukum sedini mungkin, sepetiyagmg dinyatakan oleh Franz
Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakBpabila ada 3 (tiga) ciri
moralitas yang utam&®

1. Berani berbuat dengan bertekad sesuai dengandarufesi;
2. Sadar akan kewajibannya;

3. Memiliki idealisme yang tinggi.

%Paul F. CamenischGrounding Professional Ethics in a Pluralistic Setgj (New York:
Haven Publication, 1983), hal. 48, dalam E. Y. keardp.cit, hal. 67.

1%ranz Magnis Susené&tika Sosial: Buku Panduan MahasiswWaakarta: APTIK-Gramedia,
1991), hal. 75.
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Menurut E. Holloway, kode etk itu memberi petunjuiktuk hal-hal sebagai
berikut%°
1. Hubungan antara klien dan penyandang profesi;

2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalafesi;

w

. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;

4. Konsultasi dan praktik pribadi;

(62}

. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
6. Administrasi personalia;
7. Standar-standar untuk pelatihan.
Lebih lanjut Holloway menambahkan bahwa kode et#ngandung beberapa
tujuan sekaligus, antara lain:
1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada, Kembaga, dan
masyarakat pada umumnya,
2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apg karus mereka
perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilemalatéan pekerjaannya;
3. Membiarkan profesi menjaga reputasi dan fungsigsioflalam masyarakat
melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertdenti profesi itu;
4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas nmakgg
5. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan intesgetau kejujuran dari
penyandang profesi itu sendiri.
Dari uraian di atas, maka pengaturan terhadap Notiawasi untuk

mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaegara diam-diam. Oleh karena

1093 J.SpilianeEtika Bisnis dan Etika Berbisnidalam Budi Susanto, et &lilai-Nilai Etis dan
Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonéd@dern (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 43.



74

itu, pengaturan dalam UUJN disebutkan bahwa yambalkieuntuk membuat kode
etik Notaris dalam hal ini adalah organisasi Netamitu Ikatan Notaris Indonesia
(INI), karena INI satu-satunya wadah yang disehbutkialam Undang-Undang
Jabatan Notaris (UUJN). Kode etik telah diterapkabhagaimana mestinya, karena
kasus-kasus pelanggaran kode etik hampir dapatafiika jarang atau bahkan
hampir tidak ada karena sesama Notaris terbangiamdsatu wadah persaudaraan
yaitu INI, sehingga pengawasan horizontal lebihyb&rdilakukan oleh masyarakat
apabila masyarakat merasa dirugikan. Sanksi ydregidan mulai dari teguran lisan,

tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidakdt.

F. Jenis- Jenis Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggunglasegsuatunya
apabila terjadi sesuatu makayang bersangkutan ddipamntut, dipersalahkan,
diperkarakan, dan sebagairy®Notaris adalah profesional yang bertanggung jawab
kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bggtang jawab kepada diri
sendiri artinya notaris bekerja karena integritazral) intelektual dan profesional
sebagai bagian dari kehidupannya. Sebagai profasiomotaris selalu
mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengetutan kewajiban hati
nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya sgoramaris bersedia
memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai denmgéesmya tanpa membedakan
pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma sertghastikan layanan yang

bermutu yang berdampak bermotif mencari keuntungeatainkan juga pengabdian

1% amus Bahasa Indonesia.cit, hal.667
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kepada sesama manusia. Bertanggung jawab jugdil®remi menanggung resiko
yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalamelaksanakan profesi
menimbulkan dampak yang membahayakan atau merudikasendiri, orang lain,

dan berdosa kepada Tuhiah.

Tanggung jawab notaris sebagai profesional hukufipoig**?

1. Kesediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saj@ termaksud lingkup
profesinya;

2. Bertindak secara proporsional tanpa membedakarafedayaran dan perkara
cuma-cuma (prodeo); Kesediaan memberikan laporatar@gungjawaban
atau pelaksanaan kewajibannya.

Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan p&andgung jawab dalam
melakukan tugasnya. Notaris sebagai wakil neganarggung jawab penuh kepada
pemerintah dan bertanggung jawab pada profesiry@gaénotaris. Tanggung jawab
notaris meliputi:

1. Tanggung jawab Moral

Seorang Notaris harus patuh setia kepada negamabRepndonesia dan

Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pempes@resar hakim

pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, meng@lajgdbatannya dengan

jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati denigditi semua peraturan
bagijabatan Notaris yang sedang berlaku atau y&am @da, merahasiakan
serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketergeeaturan-peraturan, untuk

mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak laggdangan nama atau

MBahan perkuliahan tahun akademik 2009-20Mata Kuliah Kode Etik, Program
Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesiegr®a, hal 22.
12abdulkadir Muhammadop.cit, hal. 67.
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kilahakal apapun juga tidak pernah memberikan atanjanjikan sesuatu kepada
siapapun juga. Dalam konteks tanggung jawab mooddris bertanggung jawab
terhadap masyarakdt
2. Tanggung jawab terhadap Kode Etik

Seorang Notaris yang melakukan profesinya harugebiéaku profesional,
berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martak@hormatan notaris dan
berkewajiban menghormati rekan dan saling menjagardembela kehormatan
nama baik korps atau organis&$iSebagai profesi, notaris bertanggung jawab
terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal atiketik profesi. Notaris dapat
dikenai sanksi berupa:

a. teguran;

b. peringatan;

c. skorsing dari keanggotaan perkumpulan;

d. pemecatan dari keanggotaan perkumpulan;

e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggqgtagkumpulan karena
pelanggaran atas Kode Etik yang merupakan tanggamgb moral
bersumber pada sumpah jabatan notaris, tanggunabjatis bersumber
pada kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kmlatan organisasi
profesional*

3. Tanggung jawab Hukum

13G.H.S. Lumban Tobingp.cit. hal. 237-238.

114 |gnatius Ridwan Widyadharm&jukum Profesi tentang Profesi HukuiiSemarang: CV.
Ananta, 1994), hal. 133-134.

"% asal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
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Tanggung jawab hukum ini melipufi®
a. Tanggung Jawab Pidana

Bagian terbesar tanggung jawab pidana oleh pegaiair dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku leTXXVIII pasal
413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku I8l ™Il pasal 552-559
mengenai pelanggaran jabatan.

Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaramn aturan jabatan,
melainkan merupakan beberapa perbuatan pidanatgesaiput dalam KUHP.

Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dakamgka menjalankan
tugas jabatan notaris, artinya dalam pembuatan@tsedur pembuatan akta
harus berdasarkan kepada aturan hukum yang merigattarsebut, dalam hal
ini UUJN. Jika semua tata cara pembuatan akta stitetnpuh suatu hal yang
tidak mungkin bila notaris secara sengaja melakuketu tindak pidana yang
berkaitan dengan akta tersebut. Suatu tindakarutbdiri’ jika seorang notaris
secara sengaja bersama-sama atau membantu pengkadepsadar membuat
akta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pengertian sengajadlug yang dilakukan oleh notaris, merupakan suatu
tindakan yang disadari atau direncanakan dan difnsgegala akibat
hukumnya, Sanksi pidana terhadap notaris tundulatep ketentuan pidana
umum yaitu KUHP. UUJN tidak mengatur mengenai tingédana khusus
untuk notaris, Aspek-aspek formal akta notaris tlapg dijadikan dasar untuk

memidanakan notaris, sepanjang aspek-aspek foersdbut terbukti secara

"Diktat Perkuliahan Kode Etik pada Program Magiskenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, hal. 24.
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sengaja bahwa akta yang dibuat di hadapan dannaitgnis untuk djadikan

suatu alat melakukan suatu tindak pidana. Di sagnipin) notaris secara sadar,
sengaja untuk secara bersama-sama dengan para yahgkbersangkutan
(penghadap) melakukan atau membantu untuk melakskatu tindakan

hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang rggkamhukum.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasdardehal pelanggaran
oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artiyakah perbuatan yang
dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertédalam UUJN, karena ada
kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersaagktelah sesuai
dengan UUJN, tetapi menurut penyidik perbuataneters merupakan suatu
tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukayigi&an lebih lanjut,
lebih baik meminta pendapat mereka yang mengetdbaogan pasti hal
tersebut, yaitu dari Organisasi Jabatan Notaris.

Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dagat dilakukan
dengan batasan, jika:

1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek dbakta yang sengaja
penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncana&iawa akta yang dibuat
di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-ssepaKat) untuk dijadikan
dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat dkteadapan atau oleh
notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidaluaedengan UUJN.

3) Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurutmsstyang berwenang

untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Medtengawas Notaris.
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Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapaku#thtn sepanjang
batasan-batasan sebagaimana tersebut di atasgditaraytinya di samping
memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut daladgNWan Kode Etik
Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yasepigt dalam KUHP.

Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tirgdé&na, tapi jika
ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian Majelis Pengawas
Notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris pemgangkutan tidak dapat
dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk merskbuah akta harus
didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Terjadinya pemidanaan terhadap notaris berdasaakém yang dibuat
oleh atau di hadapan notaris sebagai keluaranpataksanaan tugas jabatan
notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yangaliark dengan tata cara
pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP sajaunmuékan telah
terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran terhieldpdukan notaris dan
akta sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

b. Tanggung jawab Perdata

Tanggung jawab perdata, yaitu tanggung jawab a&tdakan notaris yang
mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. PasaU84No. 30 Tahun 2004
menerangkan bahwa apabila notaris dalam melakukgastmya melanggar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurakal 16 ayat (1) huruf k,
pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal€s0 pa atau Pasal 52 UU No. 30
Tahun 2004 yang mengakibatkan suatu akta hanya omemap kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau sdd#tumenjadi batal demi

hukum, maka hal tersebut dapat menjadi alasan pi#igikk yang menderita
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kerugian untuk menuntut penggantian biaya, gagii dan bunga kepada notaris.
Notaris dapat juga dituntut untuk membayar gantrugmn sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1366 KUH Perdata karena kahala

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuligien yang disebabkan
karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugiag gisebabkan karena kelalaian
atau kurang hati-hatinya.

Tanggung jawab perdata oleh Notaris adalah bergragantian biaya,
ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akeamimha notaris atas tuntutan
para penghadap jika akta yang bersangkutan hanympuomgai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau adtgadi batal demi hukum.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapantdituterhadap notaris
harus didasarkan pada suatu hubungan hukum arggasasndengan para pihak
yang menghadap notaris. Jika ada pihak yang meliasgikan sebagai akibat
langsung dari suatu akta notaris, yang bersangkdtgmat menuntut secara
perdata terhadap notaris.

Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, gamgi dan bunga
terhadap notaris tidak berdasarkan atas kedudulan slat bukti yang berubah
karena melanggar ketentuan tertentu menurut Pds&ll8N, tapi hanya dapat
didasarkan pada hubungan hukum yang terjadi antataris dengan para
penghadap.

c. Tanggung Jawab Administratif
Tanggung jawab administratif adalah tanggung japedawai yang tidak

memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditekapatdi bawah disiplin
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jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mehgtdan hukuman jabatan,
bahkan pemberhentian dari jabatan.

Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang raekeharusan, larangan
dan sanksi apabila keharusan tidak dituruti ateantgan dilanggar.

Apabila notaris melalaikan tanggung jawabnya dataemjalankan tugas
jabatan, ia harus dapat mempertanggungjawabkamasewaral, etis dan hukum
kepada masyarakat. Tanggung jawab notaris dalanbymtan akta perusahaan
hanya sebatas tanggung jawab terhadap akta-aktp diboatnya tersebut dan
bukan merupakan tanggung jawab materiil notarig ysrsangkutan.

Dan yang paling penting, di dalam menjalankan tudms wewenangnya,
seorang Notaris harus pro aktif, tegas dan mengkkiguasaan ilmu di bidangnya
untuk dapat menjelaskan secara terinci, denganap@ath dan wawasan yang
luas untuk kebaikan masyarakat, berdasarkan kedren&marena itu, seorang
Notaris wajib memiliki sikap ketidakberpihakan damandirian.

Menurut Herlien Budiono, dalam Seminar Pembekalam [Penyegaran
Pengetahuan Konferwil Ikatan Notaris Indonesia Jaiwaur Di Surabaya tanggal
12 Juni 2009, ada anggapan dalam praktek bahwapé#ak dalam akta yang
dibuat atas permintaan (para) pihak. Ini benareh@motaris tidak dapat semau
sendiri atas inisiatif sendiri tanpa permintaanpa@un membuat suatu akta.
Namun hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris bebari tanggung jawab
terhadap isi akta atau dengan dalih; “itu kemausna pihak untuk dicantumkan
di dalam akta”.

Sanksi terhadap notaris karena melanggar ketete@miuan sebagaimana

tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan sankshaiteyaitu sanksi terhadap
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notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidakakukan serangkaian
tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kergrisotang harus dilakukan untuk
kepentingan notaris sendiri. Sanksi-sanksi tersbbuakunya secara berjenjang
mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhertdak hormat, karena
notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersklam Pasal 85 UUJN, yaitu
notaris™*’
1) Melanggar ketentuan Pasal 7, notaris dalam jangkdun380 hari sejak tanggal
pengambilan sumpah jabatan tidak:
a) Menjalankan jabatannya secara nyata.
b) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatarrisdtaepada:
i. Menteri,
ii. Organisasi Notaris.
iii. Majelis Pengawas Daerah.
c) Menyampaikan alamat kantor,contoh tanda tanganpdaaf, serta teraan
cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada:
i. Menteri,
ii. Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang Paintam,
iii. Organisasi Notaris,
iv. Ketua Pengadilan Negeri,
v. Majelis Pengawas Daerah,
vi. Bupati atau Walikota tempat notaris diangkat.

2) Melanggar kewajiban notaris sebagaimana terselamndeetentuan:

“Habib Adjie,op.cit, hal 109-113
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a) Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabgtanotaris bertindak
tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihd&n tidak menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imuku

b) Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jaipgt notaris tidak
membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan tidak yimepannya sebagai
bagian dari protokol notaris.

c) Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jaipg& notaris tidak
mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kaotipkta berdasarkan
Minuta Akta.

d) Pasal 16 ayat (1) huruf d dalam menjalankan jabgennotaris tidak
memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan deddang-undang ini,
kecuali ada alasan untuk menolaknya.

e) Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabgta notaris tidak
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yangtrdibudan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan aktaisbsagan sumpabh/janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

f) Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabmeta notaris tidak
menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjagku yang memuat
tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta kidiapat dimuat dalam satu
buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebihidatu buku dan mencatat
jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatanngdapsampul setiap

buku.
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g) Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan jaipge notaris tidak
membuat daftar dari akta protes terhadap tidak ydibaatau tidak
diterimanya surat berharga.

h) Pasal 16 ayat (1) huruf h dalam menjalankan jalbgmmotaris tidak
membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiatirtenrutan waktu
pembuatan setiap bulan.

i) Pasal 16 ayat (1) huruf i, dalam menjalankan jaimgta notaris tidak
mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalamf h atau daftar
nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutakinwpembuatan akta
setiap bulan.

j) Pasal 16 ayat (1) huruf j, dalam menjalankan jalvgta notaris tidak
mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman dav&siat pada setiap
akhir bulan.

k) Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jaivgta notaris tidak
mempunyai cap/stempel yang memuat lambang NeggrabiRle Indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan ngadagatan, dan tempat
kedudukan yang bersangkutan.

3) Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal

a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya,

b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hamj& berturut-turut tanpa
alasan yang sah,

c) Merangkap sebagai pegawai negeri,

d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara,

e) Merangkap jabatan sebagai advokat,
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f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawaanbadaha milik
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaktas

g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktahTdinbuar wilayah
jabatan notaris,

h) Menjadi notaris pengganti,

i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengaman agama,
kesusilaan, kepatutan yang dapat mempengaruhi ikelt@mn dan martabat
jabatan notaris.

4) Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20y yitam membentuk
perserikatan perdata atau perserikatan notaris belgindak tidak mandiri dan
ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya @atam menjalankan
kantor bersama tersebut.

5) Melanggar ketentuan Pasal 27, yaitu dalam mengajylermohonan cuti,
tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dBksal 27, bahwa cuti
harus diajukan secara tertulis disertai dengan rpakkan notaris pengganti,
dan permohonan diajukan kepada:

a) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu tiddik lebih dari 6
bulan,

b) Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu thih dari 6 bulan
sampai dengan 1 tahun dengan tembusan kepadadvRggigawas Pusat,

c) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu @ldihl dari 1 tahun

dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
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6) Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu notaris yangjatenkan cuti tidak
menyerahkan protokol notaris kepada notaris periggan notaris pengganti
menyerahkan kembali protokol kepada notaris sewiéiberakhir.

7) Melanggar ketentuan Pasal 37, notaris dalam mekaltatugas jabatannya
tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariat@gara cuma-cuma
kepada orang yang tidak mampu.

8) Melanggar ketentuan Pasal 54, notaris telah mekderimemperlihatkan
kutipan akta kepada orang yang tidak berkepentitgagsung pada akta, ahli
waris, atau orang yang memperoleh hak, kecualntitan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

9) Melanggar ketentuan Pasal 58, notaris:

a) Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawalgda yang disahkan,
daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, ddtardaurat lain yang
diwajibkan oleh undang-undang.

b) Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibdehtadau di hadapannya,
baik dalam bentuk minuta akta maupun originaliptasela-sela kosong,
masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan-garis tinta, dengan
mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggit akta, dan mana
semua orang yang bertindak baik untuk dirinya semdaupun sebagai
kuasa orang lain.

c) Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali ydibgiat dalam rangkap
2 atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalatar digingan satu nomor.

d) Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangangy ydisahkan, dengan

cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpasséa kosong, masing-



87

masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-géris, dengan
mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat akta,danans@mua orang yang
bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun seb&gaisa orang lain.

10) Melanggar ketentuan pasal 59, notaris tidak membda#tar klap peruntuk
daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yasghkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menunjaidadan dikerjakan
setiap bulan.

11) Melanggar ketentuan Pasal 62, yaitu bilamana rsotari
a) Meninggal dunia,

b) Telah berakhir masa jabatannya,

¢) Minta sendiri.

d) Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untukksenakan tugas
jabatan sebagai notaris secara terus-menerusdehiB3 tahun,

e) Diangkat menjadi pejabat negara,

f) Pindah wilayah jabatan,

g) Diberhentikan sementara,

h) Diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu apabidaki menyerahkan
protokolnya paling lama 30 hari dengan pembuatamitabeacara
penyerahan protokol notaris yang ditandatangarii géng menyerahkan
dan yang menerima protokol notaris.

Menegakkan sanksi administratif terhadap notarisgyaenjadi instrument

pengawas, yaitu Majelis Pengawas yang mengambdké&nrlangkah preventif.
Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakuys@meriksaan secara berkala

satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu y@mggdap perlu untuk memeriksa
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ketaatan notaris dalam menjalankan tugas jabatayenyg dilihat dari pemeriksaan
protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MP').

Kemudian MPD memberitahukan kepada Majelis Pengawédtayah
(MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menenmukalanya unsur pidana,
kemudian dapat juga menyelenggarakan sidang unteriksa adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran tdabaotaris. Jika hasil
pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MRIR tidpat menjatuhkan
sanksi yang represif kepada notaris melainkan hata@at melaporkan kepada
MPW.1°

MPW dapat melakukan langkah preventif dengan menggjarakan sidang
untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas Ilaparasyarakat yang
disampaikan melalui MPW dan memanggil notaris sabtaglapor untuk dilakukan
pemeriksaan. MPW juga memeriksa dan memutus hasiepksaan MPD.

MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu mehjen sanksi berupa
teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini berdifel, dan mengusulkan pemberian
sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawad BMPP) berupa pemberhentian
sementara 3 bulan sampai 6 bulan atau pemberhd¢iakrhormat.

MPP tidak melakukan tindakan preventif, tapi meeggbarakan sidang
untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam dindkanding terhadap
penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tapi tindalepmesif berupa menjatuhkan
sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkarbep@am sanksi berupa

pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

118 | katan Notaris Indonesia Pusaati Diri Notaris, (Jakarta: PT.Gramedia, 2008).
bid.
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Selain sanksi perdata dan administrasi, juga ad&ssdainnya terhadap
notaris, yaitu sanksi etika. Sanksi etika dapattdijkan terhadap notaris karena
notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Ebktda Notaris. Sanksi tersebut
dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, bahweaksi tertinggi dari Majelis

Kehormatan Notaris ini berupa pemberhentian sdaak hormat.

G. Tanggung Jawab Notarisdalam Merger, Akuisis dan Konsolidasi

Sebagai pejabat umum, seorang notaris tunduk padgah jabatan notaris
yakni patuh dan setia kepada Negara Republik Inslan®ancasila, dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta UU No. 30 Tahun 2004 daienjalankan jabatanny&’

Notaris sebagai pejabat umum berperan melayaninkiegan masyarakat
dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yselglu berorientasi pada
kepentingan masyarakat. Notaris mewakili negarardahelaksanakan jabatannya
dengan penuh tanggung jawab dan menghayati kebalurmartabat jabatannya
selaku seorang profesi.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankanegirofa bertugas
mewakili negara sehingga notaris mendapatkan kepean baik dari pemerintah
maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimildtaris selaku seorang pejabat
umum diperoleh karena undang-undang dan juga melk&iekunan dan
konsistensinya dalam menjalankan ketaatan padadtdde

Tanggung jawab notaris dalam merger, akuisisi dars@lidasi yang dilakukan

pelaku usaha berbentuk perseroan secara eksmlah tiatur dalam peraturan

120Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahu¥2@ntang Jabatan Notaris, Pasal
4 ayat (2).
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perundang-undangan yang menyatakan bahwa notadiahagrofesi yang memiliki
fungsi sentral dalam merger, akuisisi dan konsselidéidak pernah ada merger tanpa
akta merger yang dibuat oleh notdfis.

Notaris menjadi satu-satunya profesi yang diberigp@ran oleh Negara sebagai
pejabat satu-satunya yang dapat mewakili pelakbbausatuk melakukan pengurusan
terhadap pengesahan proses merger kepada Ment&nmHaan HAM untuk
mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasam @enyampaian
pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada rMehteumdan HAM!??
Besarnya peran notaris dalam merger menimbulkaggtarg jawab besar bagi
notaris dalam proses pelaksanaan merger. Tanggwabj notaris dalam proses
merger, khususnya dalam pembuat akta merger dajupesan terhadap pengesahan
akta merger, memang hanya bersifat administraBhggung jawab administratif
tersebut wajib dilaksanakan oleh notaris. Jika netalai melaksanakannya, maka
dapat merugikan pelaku usaha dan akibatnya ndéassbut dapat dituntut di muka
pengadilan oleh pelaku usaha sebagaimana dimakalaindPasal 1366 KUH
Perdata.

Besarnya peran notaris dalam pembuatan akta mgaggoengurusan merger
harus diikuti tanggung jawab atas segala peran gimegangnya. Sebagai pejabat

umum yang diberikan kewenangan yang diberikan updewlang, notaris harus siap

12Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahu@72fentang Perseroan Terbatas,
Pasal 128 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah Nomdrahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan
dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, PasanlBida

12Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HRbmor: M.HH-02.AH.01.01/2009
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahdan BHukumPerseroan, Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian PembuatabhaRen Anggaran Dasar dan Perubahan
Data Perseroan, Pasal 2 ayat (1).
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menanggung segala sesuatunya. Apabila terjadi tsesoataris dapat dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagaifiya.

Notaris adalah profesional yang bertanggung jaweyba#ta dirinya sendiri
dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepadasadidiri, artinya notaris
bekerja karena integritas moral, intelektual danfgmional sebagai bagian dari
kehidupannya.

Notaris harus memberikan pelayanan sebaik mungikinbgrtanggung jawab
dalam pembuatan akta merger dan pengurusan mé&edanggung jawab berarti
berani menanggung resiko yang timbul akibat pelagartu. Kelalaian dalam
melaksanakan profesi menimbulkan "dampak yang meayakan atau merugikan
diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada TuhZn"

Notaris wajib menginformasikan kepada pihak-pihalany datang
menghadapnya untuk membuatkan akta merger, akudsisi konsolidasi yang
berpotensi untuk melanggar UU Nomor 5 Tahun 199@Jkumelakukan konsultasi
terlebih dahulu kepada KPPU apakah merger yang akimatnya tidak akan
melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini untuk negyah pelanggaran terhadap
UU Nomor 5 Tahun 1999 karena merger yang melanggaNomor 5 Tahun 1999
terancam sanksi pembatalan merger dan sanksi demgabesaran berkisar antara
Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai derigjp.25.000.000.000 (dua puluh

lima miliar)*?%serta dapat juga dijatuhkan denda pidana pokolpiima tambahan.

123¢amus Bahasa Indonesia.cit, hal 667

12Bahan Perkuliahan Tahun Akademik 2009-20Mata Kuliah Kode Etik, Program
Pascasarjana Kenotariatan Universitas IndonesiamBa, hal 22

12Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun9l®ntang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 47
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Merujuk pada begitu beratnya sanksi yang dapatitadpelaku usaha yang
melakukan merger apabila melanggar UU No. 5 Tal8891sebelum membuatkan
akta merger, akuisisi dan konsolidasi maka seorawtgris harus mengingatkan
pelaku usaha untuk tunduk dan mematuhi peraturandpeg-undangan tentang
larangan praktek monopoli dan persaingan usah& sdhat. Sebelum akta merger,
akuisisi dan konsolidasi ditandatangani, notarmsanya meminta kepada perseroan
untuk melakukan konsultasi tertulis terlebih dahkdéypada KPPU untuk mendapat
pendapatnya terhadap merger, akuisisi dan konsolydag akan dilakukan.

Permintaan konsultasi ini ditujukan terutama keppdeseroan yang akan
melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi yanghtehemenuhi kewajiban untuk
melakukan pemberitahuan sebagaimana disyaratkeamd®leraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2010.

Hasil konsultasi ini dapat menjadi pegangan notamisik membuatkan akta
merger, akuisisi dan konsolidasi yang dimintakalalpe usaha yang menghadap.
Jika KPPU mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaaktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan mexguisisi dan konsolidasi atau
pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli @éasamgan usaha tidak sehat
yang diakibatkan merger, akuisisi dan konsolidasingan catatan berupa saran
dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelasaha, maka notaris dapat
menjalankan kewenangannya untuk membuatkan aktagemerakuisisi dan
konsolidasi. Apabila KPPU berpendapat adanya dugaaktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan mexeisisi dan konsolidasi maka
hal tersebut dapat menjadi dasar notaris menolakbuat akta merger, akuisisi dan

konsolidasi yang dimintakan padanya. Penolakan risotdalam menjalankan
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kewajibannya sebagai pejabat publik tersebut dajia¢narkan secara hukum,
meskipun notaris berkewajiban memberikan pelayakegpada masyarakat yang
membutuhkan jasa notaris. Jika notaris tidak mdéagmasikan kepada pihak-pihak
yang hadir padanya mengenai ketentuan sebagaimaha dalam peraturan di
bidang persaingan usaha, maka notaris yang bensamgklapat saja dianggap lalai
sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannyaissbakum.

Notaris tidak boleh terlambat menginformasikan psospenyelesaian
administrasi merger, akuisisi dan konsolidasi kepgdra pihak yang memiliki
kewajiban untuk memberitahukan merger, akuisisi Kansolidasi kepada KPPU
sejak 30 hari efektif yuridis. Apabila notaris lat@enjalankan kewajibannya tersebut
dan akibat kelalaiannya tersebut perseroan yangsabgkutan terlambat
menyampaikan laporan dan dikenakan denda ketertambazlen KPPU. Notaris
dapat dimintakan pertanggungjawabannya bukan saga etika, diadukan kepada
lembaga pengawas notaris (majelis pengawas) teiaga dapat dimintakan
pertanggungjawaban secara hukum yang berupa digsgedra perdata atas
kelalaiannya menjalankan tugasnya secara amarjah,gaksama, mandiri dan tidak
berpihak, yang mengakibatkan kerugian diderita olgimak-pihak tersebut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdata.



BAB IV
MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN

DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A.Merger

Tindakan perusahaan dalam melakukan merger dilsefegai salah satu dari
aksi korporasi yang berupa "penggabungan perusah@ajemahan bebas dari
business combinatioataubusiness amalgamatidf® Istilah merger sendiri berasal
dari kata"merget' (Latin) yang artinya bergabung bersama, menyatukombinasi
menyebabkan hilangnya identitas karena terseraptatzlan sesuafli’

UU No. 40 Tahun 2007 mengartikan merger sebagajgayungan perusahaan
sebagai salah satu aksi korporasi dari beberapa kakporasi lainnya seperti
peleburan dan pengambilalihan. Istlah  penggabunggpeleburan dan
pengambilalihan dalam UU No. 40 Tahun 2007 merupagidah yang diambil dari
kata merger, konsolidasi dan akuisfSi.

Kata "merger" telah dipergunakan dalam peraturannong-undangan, yakni
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangb@ban atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (s disebut "UU No. 10

Tahun 1998"), di mana kata merger dalam UU No. Hhuh 1998 memiliki

2\uhyar YaraOp.Cit., hal. 59.

12Anebster's New World College Dictionary®Edition. New York Mc Milan, dikutip dari
Abdul Moin, Merger, Akuisisi & Investas{Yogyakarta: Ekonisia, 2010), hal.5.

1285yamsul MaarifOp.Cit, hal. 8.

94
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pengertian, yaitu penggabungan dari 2 (dua) baak &bih, dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan niwarkan bank-bank lainnya
tanpa melikuidasi terlebih dahutt?

Berdasarkan perspektif akuntansi, merger diangghpgai metode penyatuan
usaha yang berupa penyatuan kepentingan atau panyk¢pemilikan (merger), di
mana peleburan dianggap merger dalam bentuk khtféusiisisi berbeda dengan
merger, karena akuisisi tidak menyebabkan pihakg ydiakuisisi menjadi bubar
sebagai badan hukuf:

Penyatuan kepentingan ini dalam Pernyataan Stakiddaansi (PSAK) Nomor
22 didefinisikan sebagai beriktit

"Penyatuan kepentingan adalah suatu penggabungaha udi mana para
pemegang saham perusahaan yang bergabung bersamansmyatukan kendali
atau seluruh, atau secara efektif seluruh aktiveo rian operasi perusahaan yang
bergabung tersebut dan selanjutnya memikul bersmgala resiko dan manfaat
yang melekat pada entitas gabungan sehingga tidiak pghak yang dapat

diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi.”

12Bandingkan pengertian istilamerger dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 10 Tahun 1998
dengan pengertian penggabungan yang dimaksud d2daal 1 angka 9 UU No. 40 Tahun 2007, di
mana pengertiamergerdalam PP No. 28 Tahun 1999 dengan pengertian pbaggan dalam UU
No. 40 Tahun 2007 memiliki makna yang sama.

130Abdul Moin, Op.Cit, hal. 10.

13IAbdul Moin, Ibid, hal. 8.

13Republik Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansidécd2 tentang Penggabungan Usaha
disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indsia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah
disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntansi kslarpada tanggal 7 September 1994, hal. 22.
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1. Motivas yang Melatar belakangi Mer ger

Pelaku usaha yang melakukan merger mempunyai tufttam motivasi
tertentu yang hendak dicapai. Terdapat beberapayl@og menjelaskan motivasi
yang melatarbelakangi merger, yaitd:

a. Teori Efisiensi

Menurut teori ini, merger dapat meningkatkan efisie karena akan
melahirkan "sinergi”, yang secara sederhana dartikebagai '2+2=5', yaitu
konsep dalam ilmu ekonomi yang mengatakan gaburfgktor-faktor yang
komplementer akan melahirkan keuntungan yang la¢rjanda.

Sinergi dapat digambarkan sebagai berikut. Bilad®puan perusahaan A
diwakilkan dengan angka 2 dan kemampuan perusdhdamakilkan juga dengan
angka 2 maka jika perusahaan B digabungkan ke dakmmsahaan A, maka
kemampuan perusahaan A tersebut tidak menjadi pag@melainkan menjadi 5
(lima) atau mungkin lebih.

b. Teori Diversifikasi
Penganekaragaman bidang usaha atau diversifikgsat daga menjadi
motivasi yang melatarbelakangi terjadinya suatugererSuatu perusahaan dapat
menjaga stabilitas pendapatannya dengan memiliklang usaha yang
beranekaragam. Misalnya, pada tahun tertentu dik@nputer mengalami

penurunan tingkat penjualan, namun pada tahun ysamga divisi farmasi

133Weston, J. Fred, Kwang S. Chung dan Susan E. Héeger, Restructuring and Corporate
Control, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc, 199®al. 190-217, yang dikutip dari Muhyar
Yara,Op.Cit, hal. 35-41.
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mengalami  peningkatan  penjualan, sehingga  secaraselukahan
pendapataiicome perusahaan tetap dijaga sesuai dengan target yang
direncanakan.

c. Teori Kekuatan Pasar

Keinginan untuk meningkatkan penguasaan pangsa famsaket share)
juga dapat menjadi salah satu motivasi terjadinymtus aksi korporasi.
Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang selyelusaling bersaingan
menjual produk yang sama, secara teoritis akanngkaikan penguasaan pangsa
secara berlipat ganda.

Contohnya, Perusahaan A dan Perusahaan B yang ah@nfuluk sejenis,
dan masing-masing menguasai 20% (dua puluh pedsenpangsa pasar. Setelah
Perusahaan A dan Perusahaan B melakukan merg@sgaasar yang dikuasai
oleh perusahaan yang melakukan merger tersebutnbuotemnjadi 40% (empat
puluh persen) tetapi 50% (lima puluh persen), 6@¥afn puluh persen) atau
bahkan lebih. Hal ini terjadi karena merger terselbelah menghasilkan
peningkatan daya saing, karena dana yang sebeludipgregunakan untuk biaya
promosi (bersaing) dapat dialihkan untuk kegiatamimgkatan mutu produksi.

d. Teori Keuntungan Pajak

Keuntungan di bidang perpajakan melalui pengurandaawajiban
pembayaran pajak dapat menjadi motivasi yang mbklkangi suatu merger.
Misalnya, perusahaan A adalah perusahaan yang tss@nmemperoleh

keuntungan yang besar sehingga kewajiban pembaypsgak pun besar.
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Perusahaan B baru mulai meraih keuntungan yand &etlah bertahun-tahun
mengalami kerugian, sehingga perusahaan B masihlikigasilitas pembebasan
pajak akibat akumulasi kerugiannya itu. Karena ganaan A dan B melakukan
merger, fasilitas pembebasan pajak yang semulalikiiperusahaan B dapat
dinikmati juga oleh perusahaan A untuk menguraagknya.
e. TeoriUndervaluation

Penilaian harga yang lebih rendah dari harga sebgmapada suatu
perusahaan akan mendorong perusahaan lain untuggalamgkan perusahaan
yang pertama ke dalam perusahaannya. Jika halbtersdilakukan, maka
perusahaan yang menerima merger tersebut akan maetp&euntungan dari
selisih harga harta milik perusahaannya tersebut.
f. Teori Prestise

Meskipun agak sulit untuk diterima secara logik&rger sering dilakukan
bukan karena motivasi ekonomi, melainkan karenaivasit ingin meningkat
prestise. Melalui merger, sebuah perusahaan akajadiesemakin besar dan hal
ini akan mengingkat prestise. Studi di Inggris paalaun 1970 membuktikan
bahwa banyak sekali perusahaan yang melakukan meigadasi motivasi
prestise dari direksi perusahaan.

2. Tahapan Proses Merger
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Ada 3 (tiga) tahapan kegiatan merger, yakni tahapabelum merger,
tahapan saat merger, dan tahapan setelah ntétger.
a. Tahapan sebelum Merger (pre-merger)

1) Penunjukan Profesional

Tahap awal pelaksanaan merger memerlukan bantoésmnal yang
memiliki keahlian spesifik yang diperlukan untuk mi@ntu merger sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Pihak-pihakepional yang terlibat
meliputi: akuntan, konsultan hukum, perusahaanlgiemotaris, konsultan
pajak dan penasihat keuangan.

Penunjukkan notaris dalam proses merger diatumdal&J No. 40
Tahun 2007, yang secara eksplisit mensyaratkan yete eksistensi akta
merger oleh notari§€> UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa merger
tidak akan pernah terjadi tanpa akta terséut.

Mengenai kewenangan notaris tersebut, G.H.S. Lumibahing
menerangkan bahwa notaris yang berwenang membutd glng
mempunyai kekuatan otentik adalah notaris yanghtetemenuhi syarat

peraturan perundang-undangan untuk menjadi noteiis, antara lain, telah

13%Cornelius Simanjuntaklukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Prak{Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 39.

1¥pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indond&ianor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

1%%pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republilonesia Nomor 27 Tahun 1998
menerangkan bahwa pihak yang berwenang membuatnaktger adalah notaris.
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mengangkat sumpah serta melakukan tugasnya di akilayempat
kedudukanny&®’

Dalam proses merger, perusahaan-perusahaan yaalukesh merger
pertama kali harus mencapai kesepakatan tentamads pitofesional (pihak
yang memiliki keahlian atau pengalaman spesifiket#u) yang akan
ditunjuk dan dilibatkan serta memberikan jasanylrdarangka transaksi
merger tersebut. Pemilihan para professional (hm@korangan maupun
badan usaha) yang akan terlibat dalam penangawaesomerger haruslah
senantiasa mengacu pada kualitas keahb&il @nd expertice dan tidak
semata-mata digantungkan pada besar honorarium peséessional
tersebut.

Menurut Prasetya, keputusan penunjukan pihak posfakyang tidak
“qualified’ oleh direksi suatu perseroan sangat potensiaikudikategorikan
sebagai tindakan pengurusan perseroan yang tidalerapkan prinsip
“fiduciary duties” dan “duty of care”. Selanjutnya Prasetya menjelaskan,
bahwa prinsipFiduciary dutiesdapat diartikan penyerahan kepercayaan
pemegang saham kepada direksi untuk mengurus pansean karenanya
menjadi kewajiban direksi untuk menjalankan penganuperseroan sebaik-
baiknya @luty to car¢.

Merger terhadap perusahaanyang sudah berstatbsik#rdilakukan

oleh para profesional yang telah terdaftar di BapepK (sekarang OJK)®

137G, H. S. Lumban Tobingp.cit, hal. 31.
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2) Pemeriksaan Hukuntegal due diligence)

Dalam melakukan aksi korporasi, merger paling tidadibatkan 2
(dua) perseroan atau lebih. Merger tersebut tidikdn aberhasil tanpa
pemeriksaan hukum terhadap perusahaan yang mewgey, diambil alih
atau yang akan melakukan peleburan.

Untuk perusahaan berstatus perseroan "terbukalrldkan adanya
suatu pendapat hukdii dari konsultan hukum independen yang terdaftar di
Bapepam LK, yang dikenal dengan Konsultan HukumaPddodal.
Terminologi yang dipakai untuk pemeriksaan hukunfama lingkungan
Pasar Modal adaldegal audit'*°

Mengingat pentingnya pemeriksaan dari aspek hukumperaturan
pasar modal di antaranya Pasal 4.b.12 dari Pematitdamor IX.G.1
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Mdolalor Kep-
52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggah Usaha atau
Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, yaratisan adanya
suatu pendapat hukum dari konsultan hukum indepeyaleg terdaftar pada

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengenai &spekn dari

penggabungan usaha.

13%Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indcmé&gmor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, Pasal 64.

13Republik Indonesia, Peraturan IX.G.| Lampiran Kean Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal Kep-52/PM/1997 tertanggal 26 Desember 19%@Tatey Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, Angka 4 tunoimor 2.

1“Republik Indonesia, Peraturan 1X.B.| dari KeputuSsapepam LKNomor Kep-04/PM/1995
tanggal 20Maret 1995 tentang Pedoman Mengenai Belsn Isi Pernyataan Pendapat dalam Rangka
Penawaran Umum.
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Sebagai profesi penunjang pasar modal, KonsultakuiuPasar
Modal telah memiliki standar dalam pemberian peatdapkum (SPKHPM)
dalam memberikan pendapat hukum independen. Kamshikum wajib
memenuhi prinsip keterbukaan dan prinsip mateamlidalam pembuatan
SPKHPM!*

Prinsip Keterbukaan yang harus dipenuhi dalam patabuSPKHPM
ditujukan agar kepentingan publik di pasar modalingungi. Dalam
konteks ini, konsultan hukum harus mengungkapkaanyal pelanggaran,
kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazinamlatokumen korporasi,
informasi atau fakta lain yang secara material tiapaimbulkan risiko bagi
Perusahaa’?

Prinsip Materialitas berarti pemberian pendapat sktian hukum
harus memperhatikan prinsip materialitas, yaitwnmfasi atau fakta yang
dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan peimGdatoh salah satu
fakta material yang harus diungkapkan adalah symtusahaan yang
bergerak di bidang penyiaran radio memiliki sebgléamah dan atas tanah

terdapat suatu sengketa. Tanah tersebut bila dildei pembukuan

“Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang rier Profesi Konsultan
Hukum Pasar Modal ("SPKHPM") yang berisikan hal-fiahg perlu diperhatikan dalam membuat
Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum dalam ramgeerbitan efek-efek di pasar modal (IPO,
Bond Issuance, Rights Issue) dan transaksi-trandake&sar modalNlerger, Acquisition, Conflict of
Interest transactions SPKHPM, yang disahkan pada tanggal 18 Febru@b2mulai berlaku pada
tanggal 18 Agustus 2005, menggantikan Standar lhprdasarkan Keputusan HKHPM Nomor
KEP.01/HKH/1995 yang telah berlaku sejak tanggaM20et 1995.

1“Republik Indonesia, Keputusan HKHPM Nomor KEP.01H#MV/2005 tentang Standar
Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Angka 10.
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keuangan, nilainya tidak terlalu besar dan tampd&kt "material” bila

dibandingkan dengan nilai dari aset-aset lain ydingliki oleh perusahaan

tersebut. Tanah tersebut merupakan aset yang alabt&xgi perusahaan
karena di atas bidang tanah tersebut terletak bepemancar radio yang
merupakan aset utama bagi perusahaan untuk mekgalakegiatan
usahanya. Jika perusahaan kalah dalam penyelesaigketa atas tanah
yang dihadapi, maka kekalahan tersebut akan merapdmngecara material
kegiatan usaha dan pada akhirnya keadaan keuargasahaanh®

Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melakukan persaaik
memperhatikan dan menyesuaikan pemeriksaan dengaanttransaksi
yangakan dilakukan dalam melakukan pemeriksaan kumgemberian
pendapat hukum. Aspek-aspek pemeriksaan berkaimgat merger
meliputi:***

a) Hambatan dan/atau batasan (yang ada atau yang mutigkoul)
terhadap rencana penggabungan atau peleburan dhhat dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggkasar, perijinan,
perjanjian, dan perkara yang dihadapi.

b) Akibat hukum penggabungan atau peleburan usahadaphpihak-pihak

yang bertransaksi.

143Republik Indonesia, Keputusan HKHPM Nomor KEP.O1HH#KM/2005 tentang Standar
Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Angka 12.

144Republik Indonesia, Keputusan HKHPM Nomor KEP.O1HH#MM/2005 tentang Standar
Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Angka 18.
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c) Dasar penentuan konversi saham bagi pemegang saham.
d) Struktur permodalan dan pemegang saham sebelum séandah
penggabungan atau peleburan usaha pada perusahagnmenerima
penggabungan, atau perusahaan hasil peleburan usaha
e) Aktiva dan pasiva hasil penggabungan atau peletusaha.
f) Perubahan anggaran dasar (bila ada, dalam hal apemggan usaha) dan
akta pendirian dari perusahaan baru hasil pelelusaha.
g) Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yhApgriukan untuk
melaksanakan transaksi tersebut.
3) Penyusunan Usulan Rencana Merger

Setelah penunjukkan profesional dan pemeriksaanurhuktindakan
pelaksanaan merger selanjutnya adalah menyusuanusethcana merger dan
rancangan merger. Pembuatan rancangan mergermancakup tugas pokok
masing-masing direksi perusahaan yang akan melakyd@nggabungan
tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari dewamiskris masing-
masing'*®
’146

Bagi perseroan yang berstatus Badan Usaha MilikaNe@BUMN)

pelaksanaan merger tetap merujuk pada ketentuandiatur dalam peraturan

1“*Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indemeds$omor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Pasal 123 ayat (1) dan (3).

14Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indemd$omor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negay®asal 1 angka 2, menerangkan yang dimaksud demgs@rpan berstatus
BUMN adalah perseroan yang seluruh atau sedikit fif¥@ puluh satu persen) sahamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berasaPasal 93 maka sejak 2 tahun berlakunya UU
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di bidang perseroan terbatd&Sebelum merger, perseroan berstatus BUMN
harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuanpdesiden setelah menerima
usulan dari menteri teknis. Selanjutnya, presideengeluarkan peraturan
pemerintah yang mengatur perseroan BUMN yang alemen tersebul*®
Usulan dalam rancangan merger harus mendapatkartpgean dewan
komisaris yang sekurang-kurangnya ment(iat:
a) Nama dan kedudukan perseroan yang akan melakukaggeungan;
b) Alasan serta penjelasan masing-masing direksi peElseyang akan
melakukan aksi korporasi dan persyaratan;
c) Tata cara konversi saham dari masing-masing pensey@ang akan
melakukan penggabungan saham perseroan hasil emygm;
d) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroapdragiabungan;
e) Necara, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tabuku terakhir dari
semua perseroan yang akan melakukan penggabungan;
f) Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemengang sahaasimg-masing
perseroan, yang meliputi: neraca performa hasilggabungan yang

sesuai dengan standar akutansi; cara penyelesaiag menyangkut

No. 2003 yakni pada tanggal 19 Juni 2005 semua Blysityy berbentuk perusahaan jawatan (Perjan),
harus telah diubah bentuknya menjadi Perum ataseRer

1“’Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Repubiitomesia Nomor 43 Tahun 2005
tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan P@éaubahan Bentuk Badan Usaha Milik
Negara, Pasal 11 ayat (1).

14|Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Repubiifohesia Nomor 43 Tahun 2005
tentang Penggabungan, Peleburan, PengambilalihanPdaubahan Bentuk Badan Hukum Badan
Usaha Milik Negara, Pasal 4.

1“Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indemd$omor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas, Pasal 123 ayat (2).
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status karyawan; cara penyelesaian dengan pihakgaketcara
penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setgunan gaji dan
tunjungan lain bagi direksi dan komisaris perseroasil penggabungan;
perkiraan jangka waktu pelaksanaan; kegiatan utperseroan dan
perubahan selama tahun buku yang berjalan; rimo@salah yang timbul,
nama anggota direksi dan komisaris dan gaji dajamgan lain bagi
anggota direksi dan komisaris.
Peseroan berstatus terbuka secara bersama-santa mvajiyusun
Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usahtelah disetujui
dewan komisaris yang sekurang-kurangnya wajib mérhabhal sebagai
berikut*°
a) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan ukatak
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

b) alasan serta penjelasan dari masing-masing Pemnseyaag akan
melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

c) tata cara konversi saham dari masing-masing Peamseyang akan
melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Ushlaaldp saham

Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Pelebsaha;U

1%0Republik Indonesia, Peraturan Nomor IX.G.1 tentRegggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, Angka 6 huruf
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d) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan Heamjlgabungan
Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirianef®ars baru hasil
Peleburan Usaha;

e) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntamg yeerdaftar di
Bapepam LK dari masing-masing Perseroan yang akatakokan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yangitinglpiga) tahun
buku terakhir;

f) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Uatha Peleburan
Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) harildporan keuangan
tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebuis hdilengkapi
dengan laporan keuangan interim yang telah diaseitingga jangka
waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggmyu Usaha atau
Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangannintetak melampaui
180 (seratus delapan puluh) hari;

g) laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabudsaha atau
Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan puaksiptansi yang
berlaku umum;

h) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil PenggablWsaha atau
Peleburan Usaha;

i) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajarkn saham dan

kekayaan Perseroan;
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j) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertdatu Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);

k) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam LK nmeaigeetode dan
tata cara konversi saham sebagaimana termuat d&ancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

[) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yerdgpftar di
Bapepam LK mengenai aspek hukum dari PenggabungamdJatau
Peleburan Usaha;

m)cara penyelesaian status karyawan Perseroan yaag wdelakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

n) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan gkany melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadékeptiga;

0) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham mingatastidak setuju
terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

p) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Réonggan Usaha atau
Peleburan Usaha;

g) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengarfaafidan kerugian
serta masa depan Perseroan yang diperoleh darg&mngan Usaha
atau Peleburan Usaha; dan

r) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan UsahRedduran Usaha.

4) Penyusunan Usulan Rencana Merger, Rancangan MdegeKonsep Akta

Merger



109

Setelah pemilihan dan penunjukan para professigaaly kemudian
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan jasa mereka ngasasing, maka hal
penting selanjutnya untuk dilakukan adalah menyahgksulan rencana
penggabungan yang dalam ketentuan Pasal 7 ay&efhfuran Pemerintah
Nomor 27 Tahunl1998 cukup disusun oleh Direksi ntasiasing perseroan
yang menerima penggabungan dan yang menggabunigkan d

Usulan rencana penggabungan yang dibuat oleh Direksebut
selanjutnya harus diputuskan terlebih dahulu dakuatu Rapat Direksi
mengingat usulan rencana penggabungan ini merupakais dari suatu
rancangan penggabungan dan akta merger.

5) Penyampaian Rancangan Merger

Apabila perseroan yang akan melakukan merger merieditor, maka
dalam rangka merger Kreditor merupakan pihak yamgotong penting dan
dapat juga dianggap sebagai hak yang turut menemtdilam keberhasilan
merger. Demikian pentingnya peran Kreditor sebpiek luar tersebut terlihat
dalam pengaturannya pada Bab Il Peraturan Pemeidenor 27 Tahun 1998,
khususnya Pasal 5 yang mengatur bahwa merger (gleaggan) harus
memperhatikan kepentingan Kreditor, bersama-sanmakpinternal dalam
perusahaan seperti karyawan dan pemegang sahamtasno

Pentingnya memperhatikan Kreditor dalam proses enelgpih lanjut
diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Peraturan PemeriNtahor 27 Tahun 1998

yang mensyaratkan agar perseroan-perseroan yamy rakkukan merger
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untuk menyelesaikan keberatan para Kreditornya silama penyelesaian
tersebut belum diperoleh, maka merger tidak daipetshnakan.

Demikian pentingnya persetujuan Kreditor terhadalaksanaan merger
mengharuskan Direksi masing-masing perseroan ykaug melakukan merger
untuk menyampaikan rancangan penggabungan kepdulahs&reditornya
dengan surat tercatat dalam waktu paling lamba(ig@ puluh) hari sebelum
dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang SahamnSieapada itu, maka,
pengumuman rancangan merger wajib diumumkan rirgkaa paling sedikit
dalam 1 (satu) surat kabar dan secara tertulisdeeparyawan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelunmpeggilan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUP'S) Kreditur dapat mengajukan keberatan 14 (empat
belas) hari sejak pengumuman di surat kabar. Apatdlam jangka waktu
tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan, mé&keditur dianggap
menyetujui. Sebaliknya, apabila kreditur keberatdaberatan tersebut
disampaikan dalam RUPS untuk diselesaikarPenyelesaian tersebut tidak
semata-mata berupa pelunasan hutang seketika, fetzgp dalam bentuk
kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditur

Bagi perseroan yang berstatus perusahaan terbsgak &eterbukaan

informasi yang akan melakukan aksi korporasi tersdiarus memenuhi

*IRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahu@72tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 127 ayat (2).

1%Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahu@72tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 127 ayat (4), (5) dan (6).
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ketentuan dalam peraturan Bapepam LK, yaitu selamg@a7 (tujuh) hari

sebelum rencana RUPS diumumkan agenda RUPS haammmhikan kepada
Bapepam LK secara rinci, selambatnya 2 (dua) henjaksetelah RUPS dan
hasil RUPS harus disampaikan kepada Bapeparfi’ldan diumumkan di 1
(satu) surat kabdr?

6) Pelaksanaan RUPS Untuk Persetujuan Merger

Pelaksanaan RUPS sangat penting dalam pelaksanaagermkarena
tidak ada merger tanpa persetujuan RUPS. RUPShadedan perseroan yang
mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepad&kBi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU #Mb.Tahun 2007 dan
anggaran dasar perserdan.

Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten, perseroan tedaly berstatus
sebagai perseroan terbuka wajib membuat perny&sgsada Bapepam LK dan
RUPS bahwa Merger dilakukan dengan memperhatikpaerikengan Perseroan,
masyarakat dan persaingan sehat serta ada janetagntérpenuhinya hak-hak
pemegang saham publik dan karyawan. Rapat Umum dq@emgeSaham di
mana dalam waktu minimal 28 (dua puluh delapan) Babelum RUPS:

pengumuman Rancangan Merger/Konsolidasi; penyamp&arat Edaran

1>Republik Indonesia, Peraturan Bapepam LK No. IXt€ntang Penggabungan Usaha Atau
Peleburan

134 Republik Indonesia, Peraturan Bapepam LK IX.htémg Rencana & Pelaksanaan RUPS

1*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahu@i72tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 1 angka 4.
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disediakan untuk pemegang saham. Rancanganyahkgligttujui RUPS dapat
diajukan 12 bulan kemudian.

Persetujuan RUPS mengenai persetujuan merger bgat derlangsung
jika paling sedikit 75 % (tiga perempat) bagianidamlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS kdgnutusan adalah sah
jika disetujui paling sedikit 75 % (tiga per empaggian dari jumlah suara
yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentdéarum kehadiran
dan/atau ketentuan tentang persyaratan keputus@?SRebih besar® Jika
kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka tdditekukan RUPS kedua.
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan,pakag sedikit 2/3
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak sumata atau diwakili dalam
RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui otdimg sedikit 75 % (tiga
perempat) bagian dari jumlah yang dikeluarkan, &kcanggaran dasar
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuanarigntpersyaratan
pengambilan keputusan RUPS yang lebih b&atika kuorum kedua tidak
tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketuaaditmg Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan persera@s permohoan
Perseroan untuk menetapkan kuorum untuk RUPS ketigmana pemanggilan

RUPS ketiga harus menyebut bahwa RUPS kedua telahgsungkan dan

1*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahufi72fentang Perseroan Terbatas
Pasal 1 angka 4.

1*"Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahu@72tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 89 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah RepiNdikor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatsal ®ayat (1).



113

tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilamgjsan dengan kuorum
yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Persyaratan kehadiran (kuorum) pemegang saham dRAPS dan
pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan metggaskan kembali dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitalP&sayat (2) yang
berbunyi “penggabungan, peleburan dan pengamiatalihdilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahagndifzediri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¥ (tigeempat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang satdidatujui oleh paling
sedikit ¥ (tiga per empat) bagian dari jumlah suersebut”.

Syarat-syarat merger harus memperhatikan hal-balse berikut:>®

a) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritakatgawan serta
kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dagdakukan usaha;

b) Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas umhgnjual
sahamnya dengan harga yang wajar. "

Perlindungan bagi pemegang saham publik dalam peaas terbuka
mendapatkan perhatian khusus. Apabila aksi korpoeasebut ada benturan

kepentingan, maka kuorum dawoting RUPS hanya memperhitungkan

1%%2epublik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republdm® 27 Tahun 1998 Tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PansEesbatas, Pasal 4.
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kehadiran/suara pemegang saham indepefid&enyelenggaraan RUPS wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikt:

a) Selambat-lambatnya 28  (duapuluh  delapan) hari  sebel
penyelenggaraan RUPS, perseroan wajib mengumumkaiRSRatau
Peleburan Usaha melalui 1 (satu) surat kabar haednahasa Indonesia
satu di antaranya berperedaran nasional yang seklrtaangnya
memuat ringkasan dari informasi sebagaimana dikabutalam angka 4
huruf b peraturan ini;

b) Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebglelaksanaan
RUPS, surat edaran yang sekurang-kurangnya menmiarmasi
sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b panatui wajib
disediakan perseroan untuk para pemegang sahamcamfEendan
pelaksanaan RUPS Publik atau Emiten dalam rangkeygdbungan
Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketergelbagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.I tentang Reacadan
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terf@aptran
Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atabuPet Usaha,

maka rencana dan pelaksanaan RUPS wajib memenubntkan

1*Republik Indonesia, Peraturan Bapepam LK No.IX.ehtang Benturan Kepentingan
(Quorum dan Voting dalam RUPS hanya memperhitungkahadiran/suara Pemegang Saham
Independen).

1%Republik Indonesia, Peraturan Bapepam LK No.IX@dtang Penggabungan Usaha atau
Peleburan UsahaPerusahaan Publik atau Emiten.
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sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IXdhtarig Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu; Dalam hal RUPSktidaenyetujui

Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan bed@aRancangan
tersebut baru dapat diajukan kembali kepada Bapegad? (dua belas)

bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang $atisaivut.

b. Tahapan Pada Saat Mergat ihergej dan Setelah Mergepdst merger
Pada umumnya, merger mengakibatkan terjadinya pbarb Anggaran
dasar terhadap perseroan yang masih h{dupsiving company)Oleh karena
itu, merger membawa akibat hukum bagi perserodmiyserubahan anggaran
dasar yang memerlukan pengesahan dari Menteri HaeimiHAM.
Berikut ini akan diuraikan langkah-langkah yangusadilakukan setelah
penandatanganan akta merger.
1) Permohonan Persetujuan Menteri
Apabila suatu merger membawa pengubahan anggasan gerseroan
hasil merger (hasil penggabungan) yang mensyaraikesetujuan Menteri
Kehakiman (sekarang berubah menjadi Menteri Hukwan #lak Asasi
Manusia), maka efektifitas keberlakuan transaksrgeretersebut sangat

bergantung dari diperolehnya persetujuan Mentekuru dan Hak Asasi
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Manusia terhadap perubahan anggaran dasar persdrasih merger
tersebut:®*

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU. No0.40 Tahun 2@0ifang
perseroan terbatas, perubahan anggaran dasarutersebputi perubahan
nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, jawgkéu tertentu,
besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempat&andisetor dan
status perseroan tertutup menjadi perseroan terdiakiasebaliknya.

2) Pelaporan Kepada Menteri

Suatu merger dapat juga berlaku efektif tanpa méuhlkan suatu
persetujuan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dark lAaasi Manusia),
yaitu dalam hal merger tersebut hanya mengakibatkgadinya perubahan
anggaran dasar yang tidak mensyaratkan suatu peetMenteri Hukum
dan Hak Asasi Manusi4? Perubahan anggaran dasar tanpa persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut meapaperubahan
anggaran dasar yang tidak termasuk dalam ketegyarandi atur pada Pasal
21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Persefeabatas.

Merger tanpa perubahan anggaran dasar yang metksyara
persetujuan Menteri Hukum dan HAM ini sangat mungkerjadi pada

merger horizontal, yaitu merger yang terjadi diaaatperseroan yang

81Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republém® 27 Tahun 1998 Tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Pansteobatas, Pasal 14 ayat (1).

%Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republdm®d 27 Tahun 1998 Tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Pansteobatas, Pasal 14 ayat (2).
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memiliki bidang usaha serupa. Merger dengan pergubanggaran dasar
jenis ini diawali dengan pengajuan laporan aktageredan akta pengubahan
anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM yanilp wéakukan oleh
Direksi Perseroan yang menerima merger dalam waking lambat 14 hari
setelah keputusan RUPS dan setelah laporan terdibntma oleh Menteri
Hukum dan HAM, Direksi perseroan tersebut wajib dedtarkannya dalam
Daftar Perusahaan pada Departemen PerindustriarPdatagangan serta
diakhiri dengan pengumuman dalam Tambahan Berigafde( lihat Pasal
15 ayat (2) dari PP. No. 27 Tahun 1998).

Merger dengan perubahan anggaran dasar yang matksyaftaporan
kepada Menteri Hukum dan HAM ini berlaku efektiffdt dijalankan) pada
saat dilakukannya pendaftaran akta merger dan @dtabahan anggaran
dasar dalam daftar perusahaan.Saat pendaftaranemipakan momentum
yang krusial karena pada saat itu perseroan yangggabungkan diri
“bubar” tanpa didahului dengan likuidasi.

Sebagaimana halnya merger bank yang mensyaratkesetyjean
Menteri Kehakiman atas pengubahan anggaran dasamaya merger bank
yang perubahan anggaran dasarnya tidak memerlukasetpjuan Menteri
Hukum dan HAM, tetap memerlukan izin Bank Indonedaa apabila izin
tersebut tidak diperoleh, Menteri Hukum dan HAM alid akan

mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan gtasataakta merger dan
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akta perubahan anggaran dasar Bank Hasil Mergeal(RQ ayat (2) PP No.
28 Tahun 1999).
3) Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan Pengumdaiam Berita

Negara

Direksi perseroan yang menerima penggabungan (mergajib

mendaftarkan perubahan anggaran dasar persero&mbeager yang telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM, atau bersasaaia dengan akta
merger telah diterima laporannya oleh Menteri Hukiem HAM ke dalam
Daftar Perusahaan. Dalam kaitannya dengan penaaftami, suatu
pendaftaran dalam daftar perusahaan menjadi permartaku efektifnya
suatu merger yang membawa akibat perubahan anggiasar yang
mensyaratkan laporan kepada Menteri Hukum dan HB&felah dilakukan
pendaftaran dalam daftar perusahaan, maka tahaglanjuénya adalah
pengumuman perubahan anggaran dasar perseroamieagér yang telah
disetujui Menteri Hukum dan HAM atau yang bersam@as dengan akta
merger telah diterima laporannya oleh Menteri Hukwman HAM,
pengumuman tersebut dilakukan dalam suatu Tamt2éxdta Negara®
4) Pengumuman dalam Surat Kabar

a) Merger harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kataar labih paling

lambat 30 hari sejak terbitnya persetujuan merdéaiu terjadinya

%Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republdm® 27 Tahun 1998 Tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PansEeobatas, Pasal 15.
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pemberitahuan setelah keseluruhan proses mergé&sdilakan sampai
dengan adanya persetujuan Menteri terhadap penmubahggaran
dasar, apabila merger tersebut mengakibatkan pemabanggaran
dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dat/y2No.
40Tahun 2007, maupun perubahan anggaran dasat alébger yang
cukup diberitahukan saja kepada menteri karenabpban tersebut
diluar perubahan yang dimaksud Pasal 21 ayat (1)X2jaUU No.40
Tahun 2007.
b) Pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak ketigag y
berkepentingan mengetahui bahwa merger telah diaidi*
Keberlakuan (efektifitas) merger atau kekuatan rkatgsuatu merger
setelah penandatanganan akta merger didasarkan guedaatau tidaknya
perubahan anggaran dasar dari perseroan. Artinyagbila merger
mengakibatkan perubahan anggaran dasar yang méaeripersetujuan
menteri maka merger berlaku setelah tanggal pgusetumenteri keluar.
Apabila merger mengakibatkan perubahan anggararar dgang tidak
memerlukan persetujuan menteri, maka merger berls&telah tanggal

pendaftaran akta merger dan akta perubahan angdasam. Apabila merger

%Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahu@72tentang Perseroan Terbatas,
Pasal 133.
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tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, makger berlaku sejak

tanggal penandatanganan akta met@er.

B. Akuisisi

Akuisisi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istd&qusition atau ‘take
over” yang berarti sebuah perusahaan mengambil alirddomiodal (saham) atas
perusahaan lain ofie company taking over controlling interest in teo

company.*®®

Kata aqcusitionberasal daracquireyang berarti mendapatkan sesuatu
atau keuntungan atas usaha sendioi get or gain by ore Akuisisi dalam
Encyclopedia of banking and Finandidefinisikan sebagaa generic term for the
taking over of one company by anotlfestiah umum pengambilalihan perusahaan
lain), Black’s Law Dictionarymengartikan akuisisi sebaghie act of becoming the
owner of certain property; the act by which one w@aiges or purchases the property
in anything (tindakan untuk menjadi pemilik properti tertentuindakan
pengambialihan atau pembelian properti dalam hapap)'®’ Dalam dunia hukum
dan bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalébpseerbuatan hukum untuk

mengambil alih seluruh atau sebagian besar satemaaét dari perusahaan I8if.

1. Akuisisi Menurut Para Ahli

1®*Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republdm® 27 Tahun 1998 Tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Pansteobatas, Pasal
%9swi Hariyani dkk,0Op.Cit, hal 22.
i:;Ahmad Yani danGunawan Widjaj@p.Cit, hal 44.
1bid.
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persei@batas sesuai
Pasal 1 angka 11 menyebutkan akuisisi adalah pariukum yang dilakukan
oleh badan hukum atau orang perorangan untuk medsalim saham perseroan
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian sahas @grseroaan tersebut.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 201@rignPenggabungan atau
Peleburan dan Pengambilalihan Badan Usaha yang damayebabkan Praktik
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Pasal 1 angkaeByebutkan akuisisi
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh peledaha untuk mengambil
alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralipgrygendalian saham atas
badan usaha. Beberapa rumusan pengertian akuisigirat para ahli antara lain
sebagai berikut:

Menurut P.S Sudarsanan, akuisisi dapat didefinmisils®bagai sebuah
perjanjian, sebuah perusahaan membeli aset atammgadérusahaan lain, dan para
pemegang dari perusahaan lain menjadi sasaransakagshenti menjadi pemilik
perusahaan. Sedangkan Michael A. Hitt, dkk menyatdkahwa akuisisi, yaitu
memperoleh atau membeli perusahaan lain dengannoamzbeli sebagian besar
saham dari perusahaan sasafaMarcell Go dalam Christina dalam bukunya
yang berjudul manajemen Grup Bisnis menyatakan bahkwisisi sering juga
disebut sebagai investasi peranan modal. Akuiglaiah penguasaan sebagian

saham dari perusahaaunbsidiary melalui pembelian saham hak suara perusahaan

5Dwi Ermayanti, “Penggabungan Badan Usaha dan Aditiisi
http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15/pebgggan-badan-usaha akuisisi/, diakses 14 Juli
2016.
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subsidiary, dalam jumlah material (lebih dari 50%8erdasarkan pernyataan
standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 22 para@Batahun 1999 akuisisi
(acquisitior) adalah suatu penggabungan usaha di mana salalpesatsahaan,
yaitu pengakuisisigcquireg memperoleh kendali atas aktiva netto dan operasi
perusahan yang diakuisisiaqquire§, dengan memberikan aktiva tertentu,
mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saffabari berbagai pengertian
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makat ditpaik kesimpulan bahwa
tindakan akuisisi tidak meleburkan diri/membubarkan tetapi dua-duanya tetap
ada walaupun perusahaan yang satu menguasai pamuseamg lain. Pada
perkembangannya ternyata akuisisi beraneka ragapat dipilah-pilah mengikuti
kriteria lain yang dipakai, klasifikasi-klasifikas@rsebut sebagai berikut:
a. Klasifikasi akuisisi dilihat dari jenis usaha
Klasifikasi akuisisi dilihat dari jenis usaha peabaan yang terlibat dalam
transaksi akuisisi, dapat dikategorikan sebagaktgf
1) Akuisisi Horizontal
Akuisisi horizontal adalah akuisisi yang dilakukaleh suatu perusahaan
atas perusahaan target yang memiliki bidang usahg gama, sehingga
merupakan pesaing usaha, baik pesaing yang menksiqowduk yang
sama maupun daerah pemasaran yang sama. Tujuasisiakui yaitu

untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuhgpesain

"Indar Ratmanto, “Akuisisi”’, http://indarratmanto.mpress.com/tag/akuisisi/, diakses
tanggal 17 Mei 2016.
Munir Fuady,0p.Cit, hal 87.
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2) Akuisisi Vertikal
Akuisisi vertikal adalah akusisi dilakukan antavatsi perusahaan dengan
perusahaan yang masih dalam satu mata rantai mipdgdkni suatu
perusahaan yang bergerak dalam produksi dari halthikr. Tujuan
akuisisi ini, yaitu untuk memperoleh kepastian agdampasokan dan
penjualan barang.
3) Akuisisi konglomerat
Akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahan y#ak terkait dengan
perusahaan-perusahaan lain baik secara horizontlpun secara
vertikal. Tujuan Akuisisi ini, yaitu agar perusahaang diakuisisi dapat
menunjang perusahaan yang mengakuisisi secarukédsn serta untuk
memantapkan kondisi portepel grup perusahaan.
b. Klasifikasi akuisisi dilihat dari lokalisasi
Klasifikasi akuisisi dilihat dari lokal perusahagengakuisisi dengan
perusahaan target, dikategorikan sebagai befikut:
1) Akuisisi eksternal
Akusisi eksternal merupakan akuisisi yang terjadiaga 2 (dua) atau
lebih perusahaan masing-masing dalam grup yangeteybatau tidak
dalam grup yang sama.

2) Akuisisi internal

"bid, hal 88-89
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Akuisisi internal merupakan akuisisi perusahaamugenaan yang
melakukan akuisisi masih dalam 1 (satu) grup usahldonesia, model
akuisisi internal ini sangat sering dilakukan, ébih jika menyangkut
dengan perusahaan terbuka, dengan dana akuisgsidyambil dari hasil
right issue
c. Klasifikasi akuisisi dilihat dari objek akuisisi
Klasifikasi akuisisi dilihat dari segi objek traksaakuisisi, dikategorikan
sebgai berikut:
1) Akuisisi saham
Akuisisi saham adalah pengambilalihan saham peaasalarget oleh
perusahaan, yang mengakibatkan penguasaan mayaeti#gs saham
perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisy gengakibatkan
penguasaan mayoritas atas saham perusahaan fatgpenusahaan yang
melakukan akuisisi, dan akan membawa ke arah psagnananejemen
dan jalannya perseroaff Pada akuisisi ini, yang diakuisisi/dibeli yaitu
sahamnya perusahaan target. Baik dibayar dengam tuaai, maupun
dibayar dengan sahamnya perusahaan pengakuisisik dapat disebut
transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersdiaruslah paling
sedikit 51% (lima puluh satu persen), atau palidgkt akuisisi tersebut,

pihak pemegang akuisisi memegang saham minimal 8itA& puluh

"Felix Untung Seobagyo, “Akuisisi Perusahaan Ind@nedujuan, Pelaksanaan dan
Permasalahannya,” (Makalah llmu Hukum KeperdataztaHakultas Hukum Universitas Indonesia,
Depok, 12 November 2008), hal 87-88.
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satu persen). Sebab jika kurang dari persentasebid; perusahaan
target tidak bisa dikontrol, karenanya yang terfahya jual beli saham
biasa saja:’*
2) Akuisisi aset
Akuisisi aset adalah pengambilalihan seluruh aghagian aktiva dan
pasiva perusahaan target oleh perusahaan pengakdésigan atau tanpa
mengambil seluruh kewajiban perusahaan target daphgihak ketiga.
Akuisisi ini biasanya dilakukan apabila perusahpamgakuisisi kesulitan
dalam menghitung beberapa jumlah utang dan piytengsahaan target
yang harus ditanggungnya, atau jika perusahaanagaigjsi menghindar
dari kewajiban membayar utang, atau jika utang apigit perusahaan
target sangat tidak jelas tercantum dalam  pembukuan
perusahaah’ Akuisisi aset ada untungnya terutama jika bandingk
dengan akuisisi saham, adapun untungnya sebagaithet
a) Mengakuisisi yang benar-benar diakusisi
Dengan mengakuisisi aset, maka tidak semua asetgiezan target
beralih kepada pihak pembeli/pengakuisisi. Sebabkppengakuisisi,
dapat memilih aset mana yang berguna baginya whékkisisi. Jadi,

tidak perlu mengambil aset seluruh perusahaan.

YMunir Fuady,0p.Cit, hal 90.

™Miranda Anwar, Pencatatan Saham Lewat Pintu Belakang Dengan Casdaldkan
Akuisisi (Study Kasus PT. Fatrapolindo Nusa Indubtik. Oleh Titan International Corp. Sdn. Bhd)
(Depok: Universitas Indonesia, 2008), hal 31.

YMunir Fuady,0p.Cit, hal 91-93.
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b) Mengelak dari tanggung jawab perusahaan target
Mengelak dari tanggung jawab perusahan target makarp
keuntungan perusahaan pengakuisisi karena pihafakeisisi tidak
perlu mengakuisisi semua tanggung jawab perusatamgat kecuali
hanya tanggung jawab yang melekat pada aset yakgisiisi.

c) Menghindari gangguan dari pemegang saham
Menghindari ganguan dari pemegang saham minontiserja, dan
menajemen. Dalam akuisisi aset apabila pengakuisianya
mengakuisisi saham saja maka akuisisi yang dilakukaak
bertanggung jawab terhadap pemegang saham minoptdeerja,
manajemen.

3) Akuisisi kombinasi

Akuisisi kombinasi adalah akusisisi yang dilakukalengan cara

membeli saham dan aset milik perusahaan targettoGpoPerusahaan A

mengakuisisi perusahaan B dengan cara membeli spbamsahaan B.

Pembayaran terhadap aset milik B tersebut dapaktukan dengan cara

tunai atau dengan penukaran saham milik perusahaam B atau saham

milik perusahaan laifh’’

4) Akuisisi bertahap

Pada akuisisi bertahap ini, akuisisi tidak dilalkdan sekaligus.

Contohnya perusahaan target menerbitkanvertible bondssementara

Y"Iswi Hariany dkk,0Op.Cit hal 26.
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pengakuisisi menjadi pembelinya. Dalam hal ini, afahpertama
perusahaan pengakuisisi mémp dana keperusahaan target lewat
pembelian bonds. Tahap selanjutnya bonds terseltukad dengan
equity, jika kinerja perusahaan target semakin baik. @andemikian,
hak opsi ada pada pemiligonvertible bondsyang dalam hal ini
merupakan perusahaan pengakuisfsi.

5) Akuisisi kegiatan usaha
Akuisisi kegiatan usaha adalah pengambilalihandtagi usaha tertentu
dari perusahaan target. Dalam akuisisi kegiatarmauseang diakuisisi
(dibeli) adalah hanya kegiatan usaha termasuk ganinbisnis, alat
produksi, hak milik intelektual, dan lain-latf’

d. Klasifikasi akuisisi dilihat dari motivasi akigs

Akuisisi dilihat dari motivasi akuisisi, dapat didakan menjadi:

1) Akuisisi strategis
Akuisisi strategis dilatarbelakangi oleh motif ingimeningkatkan
produktivitas perusahaan. Sebab, dengan akuisisarajpkan dapat
meningkatkan sinergi usaha mengurangi resiko (lardnersifikasi),

memperluas pangsa pasar, meningkatkan efesigasisebagainya.

Y Munir Fuady,0p.Cit, hal 92.
Ibid, hal 93.
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Motif mendapat keuntungan dari akuisisi ini betsifaendasar dan
berjangka panjant®
2) Akuisisi finansial
Akuisisi finansial dilatarbelakangi oleh motif memckeuntungan finasial
dalam jangka pendek bersifat spekulatif, yakni panaan pengakuisisi
membeli saham perusahaan target dengan harga rkaraia berharap
mendapat keuntungan dari penghasilan perusahaget tatau dari
penjualan saham tersebut kepada perusahaatfiain.
lewat pembelian saham/aset yang murah, tetapi derigaome
perusahaan yang ting§j?
e. Klasifikasi akuisisi dilihat dari divestitur
Akuisisi dilihat dari segi divestitur, yakni melihperalihan aset/saham/
menajemen dari perusahaan target kepada pengakKsisna itu, klasifikasi
akuisisi dilihat dari divestitur dapat diklasifikkan kepadatake over
freezeoutssqueezeouidlanagement Buyoutdanleveraged buyouts.
1) Take ovelatau pencaplokan perusahaan
Take Overberarti to assume control or menejement of not neccessarily

involving the transfer of absolute titieintuk mengambil kendali atau

8% swi Hariany, dkkOp.Cit, hal 28.

¥Munir Fuady,Op.Cit, hal 93. adalah akuisisi yang dilakukan untuk negad keuntungan
finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-simyk.

83swi Hariany, dkk.Loc Cit, hal 28.
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manajemen belum tentu melibatkan pengalihan halkdke over

dibedakan menjadi:

a) Take ovebersahabat
Take overadalah akuisisi yang dilakukan secara bersahabaglui
proses negosiasi yang melibatkan menajemen dangaemesaham
dari perusahaan target dan pengakdf§igiake overini dilakukan
dengan baik-baik secara negosigsi.

b) Hostile take over
Hostile take overadalah akuisisi yang dilakukan dengan tidak
bersahabat melalui strategis bisnis, bahkan salhg&cara paksa.
Dalam bahasa sehari-hahigstile take ovemi sering dijuluki dengan
“Pencaplokan Perusahaali®.

2) FreezeoutslanSqueezeoufserusahaan

a) Freezeouts
Freezeoutsmerupakan suatu usaha dari pemegang saham mayorita
untuk memaksakan pemegang saham minoritas kelugretasahaan,
yakni kehilangan statusnya sebagai pemegang saliaonitass. Dalam
hubungannya dengan akuisiBgezeoutslilakukan setelah pemegang
saham mayoritas di perusahaan target diakusisiidibmaka

selanjutnya pemaksaan terhadap pemegang sahamitagnantuk

83Miranda Anwar,Op.Cit, hal 15
¥4Munir Fuady,0p.Cit, hal 94.
'#3bid., hal 95.
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keluar dari perusahaan target tersebitteezeoutsdapat dipakai
sebagai metode bagi perusahaan terbuka yang iegiiarkdari bursa
saham alias ingin kembali menjadi perusahaan tgrta@itau lazim
disebutgoing private'®®

b) Squeezeouts

Jika didalam freezeouts pemegang saham dipaksa keluar dari

pemegang saham dengan cara-cara tertentu maka dglaezouts

pemegang saham minoritas dibuat sedemikian rupa @E@aegang
saham minoritas pergi dari pemegang saham. Misalmyauat
keadaan tidak menyenangkan atau tidak menguntangecara
finansial’®’

3) Management buyou{$1BO)

MBO (Management Buyoytsnerupakan terminologi yang ditujukan
kepada sekelompok manajer dari suatu perusahatmtteryang membeli
saham (seluruh atau bagian substansial) dari querusahaan. Misalnya,
kelompok manajer dari suatu anak perusahaan mersdlgdim suatu anak
perusahaan dalam kelompok tersebut, yang dijudl pkmilik kelompok

konglomerat yang bersangkut&f.

4) Leveraged buyoutd BO)

89swi Hariani,Op.Cit, hal 29.
8"Munir Fuady,0Op.Cit, hal 96.
¥4bid, hal 97.
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Akuisisi leveraged buyoutgLBO) adalah pembelian seluruh atau
sebagian besar saham dari suatu perusahaan tl#ggan dana yang
dipinjam dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga inadanya berasal dari
investor institusional, seperti dana pensiun, daswransi, dan sebagainya.
Dari pihak ketiga ini biasanya dikoordinasi olgtvestment banking firm
yang khusus bergerak di bidang LBO. Dana terseiasthya dibayar secara
cicilan oleh perusahaan target LBO, biasanya dengamggunakatonds-
bonds dengan bunga yang tinggi sering tanpa jaminaninggh sangat
spekulatif. Bonds seperti ini popular dengan istilalunk bonds(obligasi
sampah). Jika yang diakuisisi secara LBO perusayaag memiliki gedung
misalnya, maka pembayaran cicilan terhadap dana dBgat dilakukan
mengambilnya dari uang pembayaran gedung ters€mgan demikian,
akuisisi pola LBO menyebabkan pihak pembeli peraaahidak
mengeluarkan uang sendiri untuk harga pembeliaoydte sejumlah kecil
dana untuk kelancaran proses LBO yang bersangtitan

f. Klasifikasi akuisisi dilihat dari model pembayaran
Akuisisi jika dilihat dari segi model pembayarannyakuisisi dibagi
menjadi*®

1) Akuisisi dibayar tunaidqash based acquisitipn

89bid., hal 98-99
¥%bid., hal 97-103.
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Akuisisi dengan pembayaran tunai adalah akuisisigayaran terhadap
saham dilakukan dengan uang tunai.

2) Akuisisi dibayar sahansfock based acquisitipn
Akuisisi dibayar dengan saham yaitu pengakuisisiyaemhkan sejumlah
sahamnya/atau saham perusahaannya kepada pihakalo yang
diakuisisi/kepada pemegang saham sebesar harga satsabut.

3) Akuisisi dibayar dengan asetsset based acquisitipn
Model akuisisi pembayaran dengan aset adalah pamyer
(pembaliknamaan) sejumlah aset dari pihak pengakugau pihak
ketiga kepada pemegang saham perusahaan target sarggnnya
diakuisisi.

4) Akuisisi dengan sistem pembayaran kombinasbmbination based
acqusitior)
Akuisisi dengam model pembayaran kombinasi yaitngde pembayaran
tunai, pembayaran dengan saham, pembayaran dengein dan
pembayaran dengan bonds kepada perusahaan target.

5) Akuisisi dengan tahapam(lti stage acqusition
Akuisisi dengan model tahapan ini pembayaran tiddkksanakan
sekaligus, akan tetapi pembayaran dilakukan sebargahap sesuai
dengan perkembangan perusahaan target setelahistiakivlisalnya
perusahaan target menerbitl@mnvertible bondperusahaan pengakuisisi

mendrop dana kepada perusahaan target lewat pembediads Tahap
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selanjutnya dibayar harga saham dengan jalan mergkals tersebut

dengarequity, jika kinerja perusahaan target semakin baik.
g. Klasifikasi akuisisi dilihat dari inbreng saham

Akuisisi inbreng saham merupakan akuisisi dengatodeepenyetoran
saham kepada perusahaan oleh pemegang saham, dmwrgamemberikan
saham perusahaan lain. Dengan demikian, setelabniglsaham terjadi maka
perusahaan yang menerima penyetoran saham tersgmjadi pemegang
saham pada perusahaan f&h.
h. Klasifikasi akuisisi dengan cashare swap

Akuisisi dengan carashare swapatau “saling tukar menukar adalah
pertukaran saham antara satu perusahaan dengasalpesn lainnya, saham
mana semula berasal dari portepel atau saham laag Khusus dikeluarkan
untuk tujuanshare swagersebut. Setelah transalks$iare swagersebut maka
masing-masing perusahaan saling memegang sahamsaa@ lain. Dalam
sejarah hukum perseroan, yang pertama sekali melakshare swapyang
melibatkan perusahadisting dipasar modal adalabhare swapdalam satu
grup, yaitu grup panin dalam tahun 1992. Dalamimadiilakukanshare swap
antara saham dari PT Bank dengan PT Pan Unionadmsey dan PT Panin

Bank dengan PT Asuransi Jiwa Panin B&fik.

9%4swi Hariany dkk,Op.Cit, hal 31.
¥3\unir Fuady,0p.Cit, hal 106.
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2. Dasar Hukum Akuisisi

Akusisi bank mempunyai dasar hukum berupa:

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahur @80 Peraturan

Pelaksananya.

b. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yaah thubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

c. Perundang-undangan di bidang perbankan selain gadadang
perbankan, terutama Peraturan Pemerintah Nomora®8nl 1999 tentang

Merger, Konsilidasi dan Akuisisi Bank, dan

d. Ketentuan-ketentuan lainnya.
Akuisisi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatasbditkan pada Pasal
125 yang menyatakan antara lain sebagai betiRut:

a. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengamlalalisaham yang
telah dikeluarkan oleh perseroaan melalui direkau dangsung dari
pemegang saham.

b. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukurau abrang
perorangan.

c. Pengambilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (laplatad
pengambilalihan saham mengakibatkan beralihnyagetadian terhadap

perseroan tersebut.

1%Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.40 Tahun72@Mtang Perseroan Terbatas,
Pasal 125.
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d. Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh bauaakum berbentuk
perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatannmydengambilalihan
harus berdasarkan RUPS yang memenuhi kuorum kehadian
ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan kepusebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 89.

e. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui direlghak yang akan
mengambil alih  menyampaikan maksudnya untuk mekmkuk
pengambilalihan kepada direksi perseroan yang diaatit.

f. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Pesseryang akan
mengambil alih dengan persetujuan dewan komisa®dsing-masing
menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat raseku
kurangnya:

1) Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang raksagambil
alih dan perseroan yang diambil alih;

2) Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang mleagambil alih
dan direksi perseroaan yang diambil alih;

3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pagsyad (2)
huruf (a) untuk tahun buku berakhir dari perserg@mg akan
mengambil alih dan perseroan yang akan diambij alih

4) Tata cara penilaian dan konversi saham yang akamhili alih
terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pédajédran

dilakukan dengan saham;
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5) Jumlah saham yang akan diambil alih;

6) Kesiapan pendanaan;

7) Neraca konsolidasi performa perseroan yang akargameil alih
setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengansip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

8) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak sethadap
pengambilalihan;

9) Cara penyelesaian status hak pemegang saham, hakedajiban
anggota direksi, dewan komisars, dan karyawanpseroan yang
akan diambil alih;

10) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalitarmasuk
pemberian karyaawan dari perseroan yang diambil ali

11) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil
pengambilalihan apabila ada.

. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsdag pemegang

saham, ketentuan sebagaiman yang dimaksud padd%ydan Ayat (6)

tidak berlaku.

. Pengambilalihan saham sebagaimana yang dimaksadAyed (7) wajib

memperhatikan ~ ketentuan  anggaran  dasar ermpars yang

diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dajangian yang

dibuat oleh perseroan pihak lain.
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3. Tata Cara Akuisis
Adapun tata cara akuisisi adalah sebagai berikut.

a. Pihak yang akan mengakuisisi PT menyampaikan makisund tujuannya
kepada direksi PT yang akan diakuisisi. Pihak pkuigadapat berbentuk
PT, koperasi, yayasan, CV, Firma atau Perorangan.

b. Direksi PT yang akan diakuisisi dan pihak pengaguimasing-masing
menyusun usulan rencana akuisisi. Usulan rencamaisikwajib mendapat
persetujuan komisaris PT yang akan diakuisisi #mubaga serupa dari
pihak pengakuisisi.

c. Usulan rencana akuisisi digunakan sebagai bahagupenan rancangan
akuisisi yang disusun secara bersama-sama antaksidPT yang akan
diakuisisi dengan pihak pengakuisisi. Ringkasarcaagan akuisisi wajib
diumumkan direksi PT pengakuisisi dalam dua suediak harian serta
diberitahukan secara tertulis kepada karyawan Pi§adaiisisi paling lambat
14 hari sebelum pemanggilan RUPS.

d. Rancangan akuisisi wajib disetujui RUPS dari PT gyakan diakuisisi.
Rancangan akuisisi juga harus disetujui oleh penggakuasaan dari pihak
pengakuisisi. Apabila pihak pengakuisisi berberfdk rancangan akuisisi
harus disetujui RUPS. Pada pihak pengakuisisi Io¢énke koperasi,
rancangan akuisisi harus disetujui rapat anggotpetesi. Jika pihak
pengakuisisi berbentuk yayasan maka rancangan isikbigrus disetujui

rapat dewan Pembina yayasan.Untuk pihak pengakbisibentuk CV dan
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Firma, rancangan akuisisi harus disetujui oleh gaiatu atau pemilik CV
dan Firma.

e. Rancangan akuisisi yang telah disetujui selanjuthy@angkan dalam akta
akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dan ditdiam Bahasa Indonesia.
Akta akuisisi yang sudah disahkan notaris selagguttidaftarkan kepada
Menteri Hukum dan HAM.

f. Apabila akuisisi PT diikuti perubahan AD yang meitihkan persetujuan
Menteri Hukum dan HAM, akuisisi dianggap mulai b&rd sejak tanggal
persetujuan AD oleh Menteri Hukum dan HAM. Apalakuisisi PT disertai
perubahan AD yang tidak memerlukan persetujuan &temiukum dan
HAM, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggendaftaran akta
akuisisi dalam daftar perusahaan. Di sisi lain,bdpaakuisisi PT tidak
mengakibatkan perubahan AD, akuisisi dianggap mublailaku sejak

tanggal penandatanganan akta akuisisi di hadaganso

C.Konsolidasi

Konsolidasi dapat juga dikatakan menyatukan selwwhber daya, peluang
dan kekuatan untuk memenangkan persaingan jangk@gangg memenangkan
persaingan berarti menjadi yang terbaik dalam naglalkebutuhan konsumen/klien
saat ini dan dimasa datang.

Konsolidasidilakukan dengan mengevaluasi kondisi usaha saatiieruskal
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dengan pengembangan strategi usaha jangka pasjaatggi tersebut dibuat lel
terperinci dalam bentuk perencanaan dengan sabargerak ke jangka menen:
dan panjang yang meliputi pengembangan sistem nrapaj@gar perencanaan
implementasi bisa sejalan, memberikan perioritagslapgpengembangan ye
dilakukan secara terus menerus, pengembangan pédsiukan sistimatis d:
efisiensi menjadi acuan prestasi.

Sebagai contoh konsolidasi adalah pembentukan Béakdiri yang berasal
dari peleburan empat Bank BUMN yang sedang sek&rbat dampak krisis moneter
1997/1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumi Daya, Bank ks Impor, dan Bank
Bapindo. Kebijakan peleburan empat Bank BUMN temseliambil pemerintah guna
menyelamatkan bank dari risiko kebangkrutan kameda saat itu modal keempat

Bank BUMN tersebut sudah negatif.

1. Tujuan Konsolidasi

Secara alamiah usaha yang dimulai dengan skalal kemirangan

mengalami fase-fase perkembangan mulai daart upbertahan hidup dan
tumbuh. Pada saat perusahaan mencapai periode huméka perlu dilakukan
konsolidasi dengan serius, jika konsolidasi dilatuksetengah hati maka
perusahaan akan mengalami stagnasi atau malah mundu

Fase perkembangan usaha ditandai mulai tahap pearsayang baru
MULAI USAHA di mana perusahaan masih rugi, selamyat akan beranjak

memasuki PERIODE BERTAHAN HIDUP. Periode ini adallmjutan masa
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belajar bagi perusahaan, kekurangan pengalamaradagan bisnis yang belum
tumbuh membuat manajemen sering membuat kesalBbande ini ditandai oleh
penjualan belum stabil, naik turun dengan cepaampaelum kuatsaleskecil,
belum terarah jelas, motivasi mulai labil, seriraikurang kreatif dan inovatif
(produk/pasar), biasanya pengusaha cenderunguigrisirategi pemasaran lemah
atau bahkan tidak ada dan belum ada manajemen (i&ddlamerasa perlu) serta
sumber modal yang terbatas mulai menipis.

Setelah perusahaan cukup mengenal lingkungan bysjigaringan mulai
terbentuk, kesalahan operasional mulai berkurangkamperusahaan akan
memasuki PERIODE TUMBUH, dengan ciri-ciri penjualameningkat tajam
dengan cepat, sering menolak permintaan, pasak tid@mpu dipenuhi
seluruhnya, kapasitas tidak memadai, umummyer* confidence(investasi tidak
tepat), hanya sedikit yang peningkatan penjualanmysebabkan strategi
pemasaran yang baik, manajemen produksi tidak nkemdu(produk gagaiject
meningkat), manajemen usaha belum teratur, modgh kielak pernah cukup,
muncul pesaing baru (biasanya harga lebih rendah).

Sampai pada satu titik tertentu perusahaan hardakok@n konsolidasi
karena kondisi usahanya mulai mengalami kesulitarempertahankan
pertumbuhan penjualan, tingkat pertumbuhan paséai sambat, persaingan yang
makin ketat harga, kualitas, pesaing terus bertamimarjin laba statis. Kondisi
ini akan dialami jika strategi pengembangan usatak iada, sasaran masih jangka

pendek, umumnya hanya administrasi keuangan yaikg frengembangan pasar
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dan produk dilakukan sporadis tidak sistematisjyzan tidak naik cenderung
statis, produksi dibawah kapasitas bahkan akanecend surut jika konsolidasi
tidak dilakukan sama sekali, penjualan menuruntidraglak mampu lagi bersaing
dipasar, likuiditas makin sulit, kapasitas produkdsan terus menurun. Kondisi ini
sering terjadi pada usaha kecil yang beranjak ndepgrusahaan menengabh.
Permasalahan yang harus dipecahkan pada tahapkemsdlidasi adalah
tujuan dan sasaran bisnis yang ingin anda capasdirdatang atau posisi seperti
apa bisnis anda lima atau sepuluh tahun mendatang.
Permasalahan dalam menetapkan sasaran bisnis:adalah
a. Menarik garis antara sasaran yang ingin dicapaiagamdatang dengan
kondisi usaha dan lingkungan usaha saat ini, garsebut adalah sasaran
antara atau tahap-tahap pengerjaannya.
b. Memperkirakan kondisi lingkungan atau peluang damangan di masa

datang sehingga sasaran yang ingin anda capairksdiktis.

2. Kelebihan Konsolidasi
Adapun kelebihan konsolidasi adalah sebagai berikut
a. Perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasnagmiliki kekuatan
yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaag jain karena
biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dizga perusahaan yang

melebur menjadi satu.
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b. Dengan melakukan konsolidasi perusahaan yang namgkésulitan modal
tidak harus dilikuidasi, akan tetapi masih tetagaldbertahan meski dengan

perusahaan yang baru.

3. Kekurangan Konsolidasi
Adapun kekurangan pada konsolidasi adalah sebaghuh
a. Dengan melakukan konsolidasi perusahaan yang l&aa lilang karena
melebur menjadi satu; dan
b. untuk mengenalkan perusahaan yang baru (hasil kdasp kepada

masyarakat butuh waktu yang relatif lama.

4. Alasan Melakukan Konsolidasi

Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaarbld&ianlah perkara
yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena slasan yang sangat kuat.
Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usalsmtiggm perusahaan tentu
mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainvamiRen pula jenis
penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dendrbagai macam
pertimbangan. Terdapat beberapa alasan suatu bamls@atu perusahaan untuk
melakukan penggabungan secara konsolidasi. Alasag yiasa dipakai yaitu
antara lain:

a. Masalah Kesehatan
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Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Badknesia setelah
melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sefaailbank tersebut
melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentengan bank yang
sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama daladisktidak sehat maka
sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi @apat pula diakuisisi
oleh bank lain yang sehat.

b. Masalah Permodalan

Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehinggjauntuk melakukan
perluasan usaha, maka bank dapat bergabung deatyaatau beberapa bank
sehingga modal dimiliki menjadi besar. Sebagai @onBank Mas hanya
memiliki modal 5 milyar dengan 12 buah cabang Wsugg dengan Bank
Perak yang memiliki modal 10 milyar dan memiliki 2&@bang. Gabungan
kedua bank tersebut sekarang memiliki modal 15 amilggan 32 cabang.
Dengan adanya penggabungan atau usaha pelebunasatistdebih mudah
untuk mengembangkan usahanya. Yang jelas setel@kukan penggabungan
modal dan cabang dari beberapa bank yang ikut bengaakan bertambah
besar.

c. Masalah Manajemen

Manajemen bank yang tidak baik atau kurang profedisehingga,
perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembdegis bank inipun
sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau pmlebsaha dengan bank

yang lebih profesional yang terkenal dengan kualtanajemennya.
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d. Teknologi dan Administrasi

Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradk$iosangat
menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemidepat diperlukan
teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknol@gig canggih diperlukan
modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipidalah melakukan
penggabungan dengan bank yang sudah memiliki tegnglang canggih.
Demikian pula bagi bank yang kurang teratur danitmiiadisional dalam hal
administrasinya, sebaiknya bank melakukan pengggvuratau peleburan
sehingga diharapkan administrasinya menjadi lehik. b
e. Ingin Menguasai Pasar

Tujuan ingin menguasai pasar tidak diumumkan sges kepada pihak
luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yemglak ikut bergabung.
Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, jorakeh cabang dan
jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan juga dilakukan untuk

menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

. Tata CaraKonsolidasi

Adapun tata cara konsolidasi adalah sebagai berikut

a. Direksi PT yang akan meleburkan diri menyusun usul@ncana
Konsolidasi. Usulan rencana konsolidasi wajib digetkomisaris masing-

masing PT.



145

b. Usulan rencana konsolidasi dijadikan bahan menyusancangan

konsolidasi yang disusun bersama oleh direksi PAgyakan melakukan
peleburan.

. Ringkasan atas rancangan konsolidasi wajib diumuanakeeksi dalam dua
surat kabar harian dan diumumkan secara tertupade karyawan PT yang
akan melakukan peleburan paling lambat 14 hari Isebg@emanggilan
RUPS.

. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidagb wlisetujui RUPS
masing-masing. Konsep akta konsolidasi yang telagetgui RUPS
dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat dlapan notaris dalam
bahasa Indonesia. Akta konsolidasi yang sudah kisahotaris selanjutnya
dapat digunakan sebagai dasar pembuatan akta ip@n@ir hasil peleburan.
. Direksi PT yang meleburkan diri wajib mengajukan rnpghonan
pengesahan akta pendirian PT hasil peleburan kedadéeri Hukum dan
HAM paling lambat 14 hari sejak tanggal keputus&aiPiS.

. Menteri Hukum dan HAM memberikan pengesahan palamga 60 hari
setelah permohonan diterima. PT yang meleburkan ditinggap bubar
terhitung sejak tanggal akta pendirian PT hasielp@lan disahkan oleh
Menteri Hukum dan HAM.

. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan kktd,pendirian PT
hasil peleburan wajib dimasukkan dalam daftar draan serta diumumkan

dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
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D. Merger di Bidang Usaha Perbankan
Bidang usaha perbankan memiliki ketentuan khusag yaengatur mengenai
merger, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tah889 ltentang Merger,
Konsolidasi dan Akusisi Bank yang merupakan peaatyrelaksana dari UU No. 10
Tahun 1998 (Selanjutnya disebut "PP No. 28 Tahu@®9')9 PP No.28 Tahun 1999
menerangkan bahwa merger bank membawa konsekudasntsebagai berikdt?
1. Pemegang saham bank yang melakukan merger demimhukienjadi
pemegang saham bank hasil merger.
2. Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger bekadrena hukum kepada
bank hasil merger.
Inisiatif untuk melakukan merger dalam dunia pekaandapat berasal dari
beberapa pihak sebagai berikin:
1. Atas inisiatif bank yang melakukan merger;
2. Atas inisiatif Bank Indonesia;
3. Atas insiatif badan khusus yang bersifat semerdatam rangka penyehatan
perbankan/ badan khusus ini adalah badan khususyaetana dimaksud
dalam Pasal 37 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 168tang Perbankan

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 aRa98.

1%Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2fhufi 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 2.

1“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2fhufi 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 3.
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Dalam proses merger, bank yang akan menggabungkiamaksing-masing
menyusun rencana merger yang harus mendapatkaretipessn dari Dewan
Komisaris, yang sekurang-kurangnya mentdat:

1. Nama dan tempat kedudukan bank yang akan melaknkeger;

2. Alasan serta penjelasan Direksi bank yang akan kuleden merger dan
persyaratan merger;

3. Tata cara konvensi saham dari masing-masing bank ykan melakukan
merger terhadap saham bank hasil merger;

4. Rancangan perubahan anggaran dasar;

5. Neraca, perhitungan laba rugi meliputi 3 (tiga)utatouku terakhir dari semua
bank yang akan melakukan merger;

6. Hal-hal yang perlu diketahui oleh masing-masing kbarantara lain
:menyangkut performa bank hasil merger sesuai desgadar akutansi, cara
penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap karygang akan melakukan
merger, dengan pihak ketiga dan dengan hak pemegahgm minoritas,
susunan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewamikaris bank hasil
merger, laporan jalannya bank hasil merger, peahiangka waktu merger,
laporan kegiatan utama dan jalannya bank sertaysagj telah dicapai, rincian

masalah yang timbul selama tahun buku berjalan ya@gpergaruhi kegiatan

19%Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2fhufi 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 11.
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bank, nama angora Direksi dan Dewan Komisaris @gindgn tunjangan lain
bagi Direksi dan DewanKomisaris.
Syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh izinrgee adalah sebagai
berikut®’
1. Persetujuan merger dari RUPS dari masing-masingsphaan yang akan
merger;
2. Pada saat terjadinya merger, maka jumlah aktivek beasil merger tidak
melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank didndsia;
3. Bank hasil merger harus memenuhi rasio kecukupadamgang ditetapkan
oleh Bank Indonesia;
4. Direksi dan Dewan Komisaris dari bank hasil merggak boleh masuk ke
dalam daftar orang yang tercela dan harus lilasd proper test®®
Untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BIl), rgee yang telah
mendapatkan persetujuan dari RUPS dengan melampaikia perubahan anggaran
dasar dan akta merger mengajukan permohonan geesekepada pimpinan Bl dan

Menteri Hukum dan HAM, apabila perubahan anggarasad bank hasil merger

memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HARI.Proses persetujuan atas

19Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2fhufi 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 8 ayat (1).

1%%Republik Indonesia, Peraturan Bl No.5/25/PBI/20@8tang Penilaian Kemampuan dan
Kepatuhan (Kriteria Pemegang Saham, Pengurus BamPdjabat Eksekutif Bank yang tidak lulus Fit
and Proper Test).

1“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2fhufi 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank,Pasal 16.
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anggaran dasar bank hasil merger dari Menteri Huldan HAM baru dapat
dilakukan setelah izin dari Bl telah diproses.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan kepaateivVHukum dan HAM
diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belasi)hhari setelah BI
mengeluarkan izin merger. Direksi bank hasil mergaijib mendaftarkan akta
perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaarmdagumumkan dalam
tambahan berita negeri Republik Indonesia dalamkmwaktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasarpereieh persetujuan dari
Menteri Hukum dan HAM.

Untuk perubahan anggaran dasar yang tidak memerlypleasetujuan dari
Menteri Hukum dan HAM, surat tanda penerimaan lapgrerubahan anggaran dasar
bank hasil merger dari Menteri Hukum dan HAM hadgpat dikeluarkan setelah Bl
mengeluarkan izin merger. Direksi bank hasierger wajib mendaftarkan akta
perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaarmdagumumkan dalam
tambahan berita negara Republik Indonesia dalagkgawaktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasarpereieh persetujuan dari

Menteri Hukum dan HAM®

“®Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2thul 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank,Pasal 19.
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E. Merger, Akuisisi dan Konsolidas Menurut UU No. 5 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan pengaturag yelas tentang merger
dan kewajiban pemberitahuan atas merger karenauigaya merger yang berakibat
negatif yang dapat melahirkan terjadinya prakteknopmli dan persaingan usaha
tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 mewajibkan ad&eyaajiban pelaku usaha yang
akan melakukan aksi korporasi merger untuk melaporka kepada KPPU.

Pasal 28 dan pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 mengawajlban pelaporan
tersebut. Pengaturan lebih lanjut tentang kewajpelaporan merger terdapat dalam
PP No.57 Tahun 2010. UU No. 5 Tahun 1999 dan PPBRbahun 2010 tidak hanya
mengatur kewajiban pelaporan terhadap aksi kopenasger, tetapi juga berlaku
terhadap aksi korporasi lainnya seperti konsolidasi akuisisi.

Sebagai peraturan pelaksana UU No. 5 Tahun 199N®F7 Tahun 2010
mengatur 3 (tiga) hal, yakAi*

1. Tata cara penyampaian pemberitahuan merger;
2.Penilaian KPPU terhadap merger yang melanggalNolb Tahun1999;
3. Konsultasi terhadap pelaksanaan merger.

KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangark unalaksanakan UU

No. 5 Tahun 1999 telah membuat pendoman dan psblikarkaitan dengan

pelaksanaan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Talghdeh PP No. 57 Tahun 1999.

PBagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomidr T&hun 2010 tentang
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pedladjherb Saham Perusahaan yang Dapat
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Pergan Usaha Tidak Sehat.
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KPPU telah mengeluarkan berbagai peraturan untulksenakan tugasnya
dalam melakukan pengawasan merger, konsolidaskklasisi, yaitu:

1. Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2010 tentang Formubmlikeritahuan
Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan PengémhilalSaham
Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010);

2. Peraturan KPPU No. 11 Tahun 2010 tentang KonsulRemggabungan,
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Sahamahaan (Perkom No.
11 Tahun 2010);

3. Peraturan KPPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedomagevean AKusisi

(Perkom No. 13 Tahun 2010).

F. Kewajiban Pemberitahuan Merger

UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengaturan adanysvajkean
pemberitahuan bagi perseroan yang akan melakuksinkakporasi merger. Sistem
pelaporan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengamsiém pengawasan
kemudian (post merger notification)Pelaku usaha tidak perlu mendapatkan izin
terlebih dahulu dari KPPU untuk melakukan aksi koagi merger. Meskipun UU
No. 5 Tahun 1999 menganut sistpwst merger notificatiorPP No. 57 Tahun 2010
memberikan ruang kepada peseroan yang akan meftaka&eger untuk melakukan
konsultasi.

UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan kewajiban pendierédn terhadap aksi

korporasi merger 30 hari sejak tanggal merger. Kibam pelaporan tersebut
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ditujukan apabila merger yang dilakukan perseraamakibat nilai aset dan atau nilai
penjualannya melebihi jumlah tertentu.

Penghitungan keterlambatan merger dimulai jika Budalewati 30 (tigapuluh)
hari sejak tanggal efektif merger. Tanggal efektiérger disesuaikan perubahan
perseroan akibat merger. Apabila merger mengaldbagerubahan anggaran dasar
perseroan yang memerlukan persetujuan menteri, refeidif merger dihitung 30
hari sejak tanggal diterbitkannya surat persetujymmubahan anggaran dasar
dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM.

Apabila merger mengakibat perubahan anggaran g¢esaeroan yang tidak
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, meilektif merger dihitung 30
hari dihitung sejak diterbitkannya surat penerimgaemberitahuan perubahan
anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM. Apalmiéger tidak mengakibatkan
perubahan anggaran dasar, maka efektif mergeruddhi30 hari sejak tanggal
penandatanganan akta merger.

Sanksi terhadap perseroan yang lalai atas kewapaanntuk memberitahukan
merger yang wajib dilaporkan, perseroan dapat dikan sanksi denda administratif
sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) usttiap hari keterlambatan, dengan
maksimal denda sebesar Rp.25.000.000.000 (dua prdammiliar rupiah)?®

Pelaksanaan kewajiban pelaporan merger sendirulsdj@ sudah berjalan.

Berdasarkan data yang dimiliki KPPU, ada 14 (enijgdds) perusahaan yang telah

“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor &Fuf 2010 tentang Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha dan PengambilalihanmSBleausahaan yang Dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan UsaltaKiSehat, Pasal 6.
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melakukan pelaporan terhadap merJémrosedur pemberitahuan merger tersebut
adalah sebagai berikft*

1. Perseroan yang memenuhi syarat pemberitahuan migahiodian secara
tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tigalpuhari kerja;

2. Pemberitahuan tersebut dilakukan pelaku usaha asdeaulis oleh pelaku
usaha yang melakukan merger dengan cara mengisiulior Formulir Ml
untuk aksi korporasi penggabungan badan usaha,ufioridl untuk aksi
korporasi peleburan badan usaha dan formulir Alukurdéksi korporasi
pengambilalihan saham perusahaan;

3. Formulir pemberitahuan wajib disertai dengan dokuwiiekumen yang telah
dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggdp ptgh KPPU,;

4. KPPU menerbitkan tanda terima pemberitahuan danpekajari kelengkapan
formulir serta dokumen yang dipersyaratkan;

5. KPPU berhak untuk meminta dokumen tambahan dasepean dalam hal
dipandang perlu untuk melakukan penilaian.

KPPU belum pernah menjatuhkan sanksi terhadap lketeatan atas
kewajiban pelaporan sampai saat ini. Berdasarkawedssi yang berlaku di KPPU,
Komisioner KPPU memberikan tenggang waktu 1 (datimyn sejak diberlakukannya

PP No. 57 Tahun 2010, yaitu sampai dengan 20 0dl 2untuk tidak menjatuhkan

3K PPU, “Publikasi Pemberitahuan”,http://www.kppugjmerger/daftar-notifikasi/publikasi-
pemberitahuan/, diakses 12 Juli 2016.

““Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Pey@a Usaha Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Merger dan Akuisisi.
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sanksi atas keterlambatan pemberitahuan. Tujuasrikiim waktu satu tahun dalam
rangka sosialisasi atas kewajiban merger diatamd&PNo.57 Tahun 2016
Ada 2 (dua) kemungkinan pendapat dari KPPU atafigem merger yang
dilaporkan perseroaf?®
1. Pendapat tidak ada dugaan praktek monopoli ataaipgan usaha tidak sehat
yang diakibatkan merger;
2. Pendapat adanya dugaan praktek monpoli atau pgasainsaha tidak sehat

yang diakibatkan merger.

G. Penilaian Terhadap Merger

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa melitzgang apabila
mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan ustiiak sehat. Untuk
menentukan apakah merger mengakibatkan praktek ppbrdan persaingan usaha
tidak sehat, ada 5 (lima) tolak ukur yang diperdramauntuk melakukan penilaian
terhadap merger. Kelima penilaian tersebut adabhgai berikut®’

1. Konsentrasi pasar

SVawancara dengan Kepala Bagian Notifikasi KPPU D@ Juliani pada tanggal 1 April
2011, dimana Kepala Bagian Notifikasi KPPU menekangbahwa komisier KPPU telah mengambil
keputusan untuk tidak mengajukan sanksi atasl&etbatan pemberitahuan berdasarkan PP No 57
Tahun 2011 selama setahun sejak diberlakukannyéoP3¥ Tahun 2010.

2%Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Peyma Usaha Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Merger dan Akuisisi, Bab V, Bagiamgka 2 Lampiran.

“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor &Fum 2010 tentang Penggabungan

atau Peleburan Badan Usaha dan PengambilaliharmSBleausahaan yang dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan UsabakiSehat, Pasal 3 ayat (2).
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Penilaian merger melalui konsentrasi pasar merupakalikator awal
apakah merger telah melanggar U No. 5 Tahun 193thbi#a pelaku usaha
melakukan merger ternyata indikator konsentrasampgs rendah, maka yang
dilakukan tersebut tidak berpotensi melanggar UU Bldrahun 1999. Apabila
merger dilakukan pelaku usaha menyebabkan indikltorsentrasi pasarnya
tinggi, maka merger tersebut berpotensi melanggaNd. 5 Tahun 1999.

Pengukuran indikator pasar ini secara umum daphitudg dengan
menggunakan metod€oncetration Ratio(Crn) atau menggunakaHerfindal
Hirschman Inde¥%HHI)?°°di mana pengukuran konsentrasinya didasarkan pada
penghitungan dari gabungan beberapa pelaku usahg geenguasai pasar
bersangkutaf'®
2. Hambatan masuk pasar

Tolak ukur kedua untuk menilai apakah merger didugénggar UU No. 5
Tahun 1999 adalah adanya hambatan masuk pasar3Atilga) penilaian yang
dipergunakan apakah merger dapat menghambat petata baru masuk pasar,

yaitu:?**

2%H| adalah indeks untuk mengukur tingkat persaindamtara pelaku usaha dalam suatu
industri. Jhon E. Kwoka Jr, “Ther Herfindahl Indexn Theory and Practice”,
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collectionsjoals&handle-
hein.journals/antibull30&div=40&id=&page

*9bid.

“Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Peyma Usaha Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Raesdaersaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Pe¢leburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mdragk&n Terjadinya Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, abdlampiran.

“Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Pey@ma Usaha Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Raesdg@ersaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010
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a. Hambatan absolute berupa regulasi pemerintah, tsépensi dan Hak Atas
Kekayan intelektual;

b. Hambatan sturuktural berupa kondisi penawaran @amiptaan dalam hal
ini misalnyaincumbentmenguasasupplyyang diperlukan untuk melakukan
produksi, perusahaan yang ada menguasai aksesldaprbeknologi tinggi,
network effectyang luas, skala ekononsunk costyang besar dan biaya
yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih kelpkdain yang tinggi;

c. Hambatan berupa keutungan strategis yang dinikrokgh incumbent
misalnyafirst mover advantagegerilakuincumbentyang agresif terhadap
pendatang baru, differensial produk yang banyal pexjanjian distrubusi
yang bersifat eksklusif.

Indikasi hambatan masuk pasar yang tinggi dap#uaditiari riwayat jumlah
pelaku usaha dalam pasar bersangkutan dari tahtahla, jumlah pelaku usaha
potensial yang masuk dalam pasar bersangkutananiriyan antara biaya yang
diperlukan masuk ke pasar dengan pendapat yangkuogl@n dari pasar serta
yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersebuti@arain.

3. Potensi perilaku anti persaingan

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Pe¢leburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mdragké&n Terjadinya Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, aBdlampiran.
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Merger memiliki potensi perilaku anti persaingaajty menciptakan satu
pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penab pasaf*®> Merger seperti
itu dapat menimbulkan kekuatan dominan yang mamgaghmalangi pelaku usaha
baru masuk ke pasgentry barrierg padahal seharusnya merger menciptakan para
pelaku pasar untuk mengatur perilaku pasar sehinggeagurangi terjadi
persaingan usaha yang sehat.

4. Efisiensi

Dalam konteks efisiensi, pelaku usaha yang melaku&ksi korporasi
tersebut harus dapat membuktikan bahwa mergeruldégnj untuk penghematan
biaya dengan melakukan penghematan terhadgamble costatau marginal
cost?® Sebaliknya, penghematan terhadfiged costpada umumnya tidak
menurunkan harga dalam jangka pendek sehinggarisdalam hal ini tidak
dinikmati oleh konsumen secara langsung. Persaisgaat sesungguhnya baik
langsung maupun tidak langsung akan dengan seyalimelahirkan pelaku usaha

yang lebih efisien di pasar.

21Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Peyma Usaha Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Raesdg@ersaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Pé¢leburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mdragk&n Terjadinya Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, aBgka

“Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Pey@a Usaha Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Raesdaersaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Pe¢leburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mdragk&n Terjadinya Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, aAdleanpiran.
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5. Kepailitan

Dalam konteks kepailitan, diperlukan suatu penidi@sar untuk merger.
Adapun faktor yang dipergunakan untuk menilai toldkur kepailitan adalah
sebagai berikut**

a. Keuangan pelaku usaha dalam keadaan yang tidaltotegtlagi, sehingga
apabila tidak dilakukan merger maka menyebabkamsabiaan tersebut
keluar dari pasar;

b. Pelaku usaha tidak memungkinkan melakukan reorgsiniperusahaan
untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya;

c. Tidak ada alternatif lain yang tidak anti persaimgalain melakukan merger
dalam upaya menyelamatkan dari kepailitan.

Penilaian terhadap merger dilakukan untuk membaktikpakah pelaku
usaha dalam melakukan merger melakukan:

a. Perjanjian yang dilarang;

b. Kegiatan yang dilarang;

c. Penyalahgunaan posisi dominan.

2Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Peyma Usaha Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Raesdg@ersaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Pe¢leburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mdragké&n Terjadinya Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, aBdlampiran.

“Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Pey@a Usaha Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Pe¢leburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mdragk&n Terjadinya Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, Liampi
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H. Konsultas Terhadap Pelaksanaan Mer ger

Meskipun Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 menganut rsispengawasan
kemudian terhadap mergdpost merger notification PP No. 57 Tahun 2010
memberikan ruang kepada pelaku usaha yang akankukala merger untuk
melakukan konsultasi sebelum melaksanakan métQ&monsultasi ini memberikan
kesempatan kepada perseroan yang akan melakukagermentuk mendapatkan
pendapat dari KPPU apakah merger yang akan dilakukehperseroan tidak
melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Konsultasi sebelum merger memberikan kesempataemman untuk terhindar
dari kerugian yang mendalam akibat sanksi KPPU ipdb kemudian hari merger
yang dilakukannya dianggap melanggar UU No.5 Tda89.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, merger yang mebaidan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapenakian administrasi berupa
pembatalan merger oleh KPPU dan pidana. Sankshaigang dapat dijatuhkan
meliputi denda pidana pokok dan pidana tambahdradap merger yang melanggar
UU No. 5 Tahun 1998'°

PP No. 5 Tahun 2010 memberikan pengaturan bahweatsyaelakukan

konsultasi sama dengan pelaku usaha yang wajibporelgakni pelaku usaha yang

“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor &Fuf 2010 tentang Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha dan PengambilaliharmSBleausahaan yang dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan UsakdakiEehat,Pasal 10.

“I'Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahur@li9®rangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat,Pasal 47 ayat (2f) dnalan g dan Pasal 48 ayat (1).

“!Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahur@li9®rangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat,Pasal 48 UU ayas(ilpdsal 49.
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memiliki nilai aset hasimergermelebihi Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima
ratus milyar rupiah); atau nilai penjualan (omzeylan usaha hasitergermelebihi
Rp.5.000.000.000.00Qima triliun rupiah). Kewajiban melapor juga dikenakan jika
nilai asset perseroan hasil merger dalam bidanghausgerbankan melebihi
Rp.20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiahatddan nilai yang berlaku dalam
merger yang dilakukan antarperseorangan bank dasbawok adalah batasan nilai di
bidang perbankaft®

Prosedur untuk melakukan konsultasi dapat dilakuseielah pelaku usaha
yang akan melakukan merger telah menandatangajasinpan tertulis antarpelaku
usaha yang akan melakukan merger, misalnya dalamukbenemorandom of
understanding, letter of intersau perjanjian dalam bentuk lainrfya.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untulakoiedn penilaian
terhadap merger, KPPU berkomitmen tidak akan mé&kakupenilaian kembali
terhadap merger yang telah dikonsultasikan sepgrjdak ada data material yang
telah dilaporkan pelaku usaha terhadap kondisirga%aeskipun demikian, pelaku
usaha yang telah melakukan konsultasi tetap bejkEma untuk melakukan

pelaporan sebagaimana telah diwajibkan dalam R8ddU No. 5 Tahun 1999.

“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor &Fuf 2010 tentang Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha dan PengambilaliharmSBleausahaan yang dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan UsakdakiSehat, Pasal 10 dan Pasal 5 ayat (2) dan (3).

“Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Pey@a Usaha Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Merger dan Akuisisi, Bab V BagiadnGka 1 Lampiran.

“?IRepublik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Pey@a Usaha Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Merger dan Akuisisi, Bab IV Ba@dmampiran.
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I. Hasl Dari Penilaian Konsultasi
Ada 3 (tiga) kemungkinan pendapat komisi atas kibasiu tertulis yang
dilakukan perseroan atas rencana merger yang alghmldan, yakn???

1. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli éssaipgan usaha tidak
sehat yang diakibatkan merger;

2. Pendapat adanya dugaan praktek monopoli dan pgasasaha tidak sehat
yang diakibatkan merger;

3. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dasaipgan usaha tidak
sehat yang diakibatkan merger dengan catatan beewpa dan/atau bimbingan
yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Untuk pendapat pada angka 3 di atas, KPPU akankuoi&la monitoring
terhadap pelaksanaan merger dan akan melakukamasv#rhadap catatan-catatan

yang telah diberikan KPPU apakah pelaku usaha setalkannya atau tidak.

J. KasusYang Ditangani KPPU
Sepanjang berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, tereatat?2 (dua) perkara yang
menyangkut Pasal 28 yang telah diperiksa dan diptBPU?*> Namun karena

peraturan pelaksana yang diamanat Pasal 28 UU TNthtn 1999 belum ada ketika

“Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Pey@a Usaha Nomor 11 Tahun 2010
tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badamldtan Penggambilalihan Saham Perusahaan.

222 KPPU Bidik Carrefour dengan Pasar Merger dan
Akusisi" http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2316 1 sgmdik-carrefour-lewat-pasal-
merger-dan-akuisisTanggal 16 September 2009. Diakses pada tangghiri 2016.
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perkara ini diperiksa oleh KPPU, maka kedua perk@sebut tidak dapat

disangkakan melanggar Pasal 28. Kedua Perkarebteragalah pertama, perkara
akuisisi PT. Carrefour Indonesia (Carrefour) terhadap PR Aketailindo (Persero)

Tbk (Alfa) (selanjutnya disebut "Kasus Alfa* dan kedua, perkara kepemilikan
silang Temasek Holdings (Temasek) atas PT. Telekdwsi Seluler (Telkomsel)

dan PT. Indosat (Indosat) (selanjutnya disebut tiKa@emasek'§*°

Kasus Alfa merupakan perkara pertama sejak dibgtlknya UU No. 5
Tahun 1999, di mana KPPU menggunakan Pasal 28 UlbN@hun 1999. Dalam
proses pemeriksaan selanjutnya, KPPU tidak lagi peegunakan Pasal 28 UU No. 5
Tahun 1999 karena Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999rbetia sehingga Pasal 28 UU
No. 5 Tahun 1999 tidak dapat dikenakan dalam pésean Kasus Alfa*

Dalam Kasus Alfa, KPPU memutuskan aksi korporasiré@aur yang
mengakusisi Alfa melanggar Pasal 17 ayat (1) d&al2b ayat (1) huruf a UU No. 5
Tahun 1999. KPPU menghukum Carrefour untuk segezkepaskan kepemilikan
sahamnya di Alfa kepada pihak yang tidak terafildsngan Carrefour selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah putusan KPPU keskan tetap dan menjatuhkan

denda yang kepada Carrefour sebesar Rp.25.000000qdua puluh lima miliar

22Mon dan Sut, “Carrefour Harus Melepaskan Sahamnyai d
Alfa",http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4884b773d7/carrefour-harus-
melepaskansahamnya-di-alfa, diakses pada tangghiri2016.

gut, “Temasek Diduga Melanggar Prinsip Cross
Ownershipmenthttp://www.hukumonline.com/berita/baca/holl6787/tmwk-diduga-melanggar-
prinsip-crossownershjpliakses pada tanggal 15 Juni 2016.

#Mon dan Sutloc.cit.
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rupiah)?*’Namun, pada tingkat keberatan di Pengadilan Nelgrta Selatan dan
tingkat kasasi di Mahkamah Agung menyatakan baitlgan KPPU dalam Kasus
Alfa karena tidak terbukti Carrefour melanggar petkmonopoli dan persaingan
usaha tidak seh&t?

Dasar pertimbangan KPPU menyatakan aksi korporasre@ur bersalah
adalah karena akusisi Carrefour terhadap Alfa nmeadylean pangsa pasar Carrefour
menjadi dominan sehingga perlu dikurangi.Penguapaaar oleh Carrefour terbukti
telah menguasai pasar 57,99 % (lima puluh tujuh&eembilan sembilan persen)
pada pasar yang bersangkutgnstreamsetelah mengakusisi Alfa pada Januari 2008.
Sebelumnya, Carrefour hanya menguasai 46,30% (epybath enam koma tiga nol
persen) pangsapstream Atas posisi dominan tersebut Carrefour telah ngkatnya
entry barrier (menghambat) dan menyalahgunakan keadaan kepadapgarasok
dengan memberlakukarading termg(syarat-syarat perdagang&f.

Selain Kasus Alfa, kasus lain yang pernah ditandg@d@®U menyangkut aksi
korporasi perseroan yang menyangkut Pasal 28 adeadahs Temasek. Kasus
Temasek adalah kasus mengenai kepemilikan silanga3ek Holdings (Temasek)
atas Telkomsel dan Indosat. Dalam kasus terselUKmemerintahkan Temasek
untuk melepaskan kepemilikannya di Telkomsel atadosat serta menghukum

kepada masing-masing para terlapor yang berjumitpihak (yang terdiri dari

“?IpPytusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009, dengan terlamtaiah PT. Carrefour Indonesia,
hal.280.

28nu,"MA Menangkan Carrefour”,
http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ceba3ce64m@asan-kasasi-ma-kppu-carrefour, diakses pada
tanggal 17 Juni 2016.

?2%Pytusan No. 09/KPPU-L/20/id, hal. 108.
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Temasek dan anak-anak perusahaannya yang tergallatgn Temasek
Group/Holdings) dengan denda sebesar Rp.25.000@@(dua puluh lima miliar
Rupiah)?*°

Pertimbangan KPPU menyatakan Temasek melanggar &b N'ahun 1999
dalam kasus Temasek oleh karena Temasek melalki @erasahaannya memiliki
40,77% (empat puluh koma tujuh tujuh persen) sahaionsat melalui Singapore
Technologies Telemedia, Pte, Ltd dan perusahaahasiff Temasek, Singapore
Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT). Temasek ImelaSingapore
Telecomunications Ltd menguasai 35% (tiga puluhalipersen) saham Telkomsel.
KPPU menilai kepemilikan Temasek terhadap Indosah d'elkomsel, yang
merupakan perusahaan yang menguasai 97 persen tpidamunikasi (seluler)
bersama dengan XL, berakibat negatif pada persaingaha. Penguasaan Temasek
terhadap pasar seluler melalui Indosat dan Telkbrisen berdampak padantry
barrier yang berupa melemahnya persaingan perluasan jaagkaungan, tingginya
tarif seluler, keuntungan eksesif dalam jangka waking lam&3' Putusan KPPU
tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan NegemarfalSelatan maupun Mahkamah

Agung dengan tetap menyatakan penguasaan Temadwidap Telkomsel dan

230 pytusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, dengan terld@ompok usaha Temasek,hal.
688- 670.
#pytusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, hal 63 - 65.
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Indosat melalui anak-anak perusahaannya bersal&nggar praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sefat.

Meskipun penguasaan Temasek terhadap Indosat deomiel tidak sampai
lebih dari 50 persen saham, dalam kenyataannya Sekmianemiliki kemampuan
untuk mengendalikan(ability to control) sehingga pengertian saham mayoritas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 5 Th9@@ dianggap juga sebagai
pemegang "saham mayoritas®.

Dua kasus tersebut menunjukkan begitu mahalnyanbekanomi yang harus
dibayar atau ditanggung atas pelanggaran UU NaWbima4999. Selain mendapatkan
hukuman yang berupa denda yang jumlahnya sangaifilsig, pelaku usaha
diperintahkan untuk mengembalikan aksi korporasititk sebelumnya terjadinya
transaksi dilakukan. Dalam Kasus Akuisisi Alfa, @&our diperintahkan melepaskan
kepemilikannya di Alfa kepada pihak lain yang tidérafiliasi. Dalam kasus
Temasek, Temasek yang diperintahkan untuk melepasi@emilikan sahamnya di

Telkomsel atau di Indosat.

K. Kasus Mengenai Kewajiban Pemberitahuan
KPPU pernah belum menjatuhkan sanksi terhadap Keawajpelaporan

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU No. &inTE#09. Komisioner KPPU

“Red, "Temasek Bayar Denda ke KPPU",
http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d63799eda@eddsek-bayar-denda-ke-kppu, diakses
padatanggal 27 Juni 2016.

“*putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, hal 447.
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telah mengeluarkan konvensi untuk tidak menjatuhkanksi atas keterlambatan
penyampaian pemberitahuan merger selama 1 (saur) sejak diberlakukannya PP
No. 57 Tahun 2010, yakni sampai dengan 20 Juli 20drhun, KPPU mengakui
sudah ada beberapa pelaku usaha yang terlambatnuleiniewajiban hukumnya
untuk melaporkan merger. Salah satu sebab banyageiagku usaha terlambat
membuat pelaporan adalah belum tersosialisasinyeajikean pelaporan merger
sebagaimana diamanatkan Pasal 29 UU No.5 Tahund#®BP No. 57 Tahun 2010,
khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalavsgs merger seperti notaris.

Salah satu kasus keterlambatan merger yang dilapd#pada KPPU adalah
kasus PT. Antam (Persero) Tbk (selanjutnya disdbngan "Antam") yang terlambat
melaporkan akusisi yang dilakukan Antam terhadap. PWimitra Enggang
Khatulistiwva (selanjutnya disebut dengan "DEK"). té&&ambatan terjadi karena
notaris terlambat melaporkan surat pemberitahuanbpban anggaran dasar DEK
yang diakuisisi dari Kementerian Hukum dan HAM keg&ntam.

Surat laporan perubahan anggaran dasar yang dsprosklui notaris dari
Kementerian Hukum dan HAM baru diserahkan notagigakla Antam setelah lewat
tanggal efektif yuridis, yakni 30 (tiga puluh) haetelah berlaku efektif yuridis.

Akibatnya, Antam terlambat melaporkan aksi korpiongs tersebut kepada KPPEf.

“Hasil pemberitahuan dari KPPU yang disampaikan raedman, pada saat Antam
menyerahkan laporan aksi korporasi kepada KPPU faadgal 7 Juni 2011.
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Berdasarkan nilai buku, Antam memiliki aset leb#ridRp 9.000.000.000,-
(sembilan miliar rupiahj*>sehingga meskipun nilai akuisisi Antam terhadap DEK
hanya sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milm@am) Antam tetap berkewajiban

untuk melaporkan setiap aksi korporasi akusisireakla KPPU>®

L. Hubungan Merger, Akuisis dan Konsolidas dengan Hukum Persaingan
Usaha

Sampai sejauh mana merger dan akuisisi dilararg ¢ Anti Monopoli dan
Persaingan Tidak Sehat. Dalam UU Anti Monopoli d@ersaingan Tidak Sehat
dikatakan bahwa Merger dan Akuisisi dilarang jikapat menyebabkan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penalpaf@sktek monopoli adalah
penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk sktkupusaha atau lebih dari 75%
dari 2 atau lebih pelaku usaha. Sedangkan batasesaipgan usaha tidak sehat
adalah ada unsur tidak jujur/melanggar hukum/meunikam penguasaan pasar. Yang
menjadi pertanyaan adalah sampai di mana aspejalildari suatu proses merger
atau likuidasi jika dilihat dari UU tersebut sedkagy salah satu tujuan dari merger
dan akuisisi adalah untuk perluasan pangsa pasangt make senskalau setelah
berhasil mendapat pangsa pasar yang dituju makkkiim merger dan akuisisi

tersebut menjadi ilegal).

239 aporan Keuangan Antam, yang disampaikan pada&aB6 Tahunan pada 14 Juni 2011

“*Berdasarkan Bab VI, angka 3 Lampiran Perkom 13 fam011, perhitungan
pengambilalihan saham perusahaan, yakni penjumlaflanaset perusahaan yang mengambilalih
(Antam) ditambah perusahaan yang diambil alih (DE#n tidak memperhatikan nilai transaksi
pengambilalihan tersebut.
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Merger (penggabungan badan usaha) baru dikatakan meagjedibpraktek
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehatbgiclan usaha hagsihergeritu
melakukan:

1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oliggpgbenetapan harga,
pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, apgpni dan lain-lain yang
diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16 Undang-Unddémg5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingam&$idak Sehat.

2. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopgliaktek monopsoni,
persekongkolan dan lain-lain yang diatur dalam Ipagasampai pasal 24 UU
No. 5 Tahun 1999.

3. Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominanyartkeadaan di mana
pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berargadar bersangkutan
dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasaipelaku usaha mempunyai
posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasardmgkutan dalam kaitan dengan
kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasakapeajualan, serta
kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permiti@@ng atau jasa
tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan Inyggabatan rangkap,
pemilikan saham dan lain-lain sebagaimana diatland@asal 25 sampai pasal
27 UU 5/19909.

Dalam menilai apakah dalam suahergertelah terjadi praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, bukan hanya bespemgsa pasar yang dijadikan

ukuran. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.T&hun 2010 tentang
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Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pealajguaui Saham Perusahaan
yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monomdan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (“PP 57/2010”) menyatakan bahwa peamlaKomisi Pengawas
Persaingan Usaha (“KPPU”) mengenai apakah smatgermengakibatkan praktek
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehadtadal

1. Konsentrasi pasar

2. Hambatan masuk pasar artinya mengidentifikasi héambaasuk pasaeftry
barrier) dalam pasar yang bersangkutan. Dalam pasar desigay barrier
rendah, merger cenderung tidak menimbulkan dugaan praktek momopol
Sebaliknya, dalam pasar dengantry barrier yang tinggi, merger cenerung
mengarah pada praktek monopoli.

3. Potensi perilaku anti persaingan artinya jik@rger melahirkan satu pelaku
usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usalany@a di pasar,
memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalakgunaposisi
dominannya.

4. Efisiensi yaitu jikamergerdilakukan dengan alasan untuk efisiensi perusahaan
Dalam hal ini, perlu dilakukan perbandingan antafiaiensi yang dihasilkan
dengan dampak anti-persaingan yang dicapai datangertersebut. Jika nilai
dampak anti-persaingan melampaui nilai efisiensigyalihasilkanmerger
maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakiaanding mendorong

efisiensi bagi pelaku usaha.
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5. Kepallitan artinya yaitu jikamerger dilakukan dengan alasan menghindari
terhentinya badan usaha tersebut beroperasi dri.phka kerugian konsumen
lebih besar bila badan usaha tersebut keluar d@aarp makanergertersebut
tidak berpotensi menimbulkan praktek monopoli d&u gpersaingan usaha
tidak sehat.

Jadi, penguasaan pangsa pasar bukanlah satyasdiainyang menyebabkan

suatumerger dikatakan menyebabkan praktek monopoli dan atasapgan usaha

tidak sehat.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan tesis ini, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris menjadi satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh
peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik dan melanjutkan
pendaftaran merger, akuisisi dan konsolidasi untuk mendapatkan pengesahan
kepada Menteri Hukum dan HAM.

2. Notaris harus memahami hukum perusahaan, UU tentang Larangan Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memahami prosedur dan peraturan-
peraturan dan hukum tentang merger, akuisisi dan konsolidasi, pendaftaran akta
merger, akuisisi dan konsolidasi di Kementerian Hukum dan HAM, apabila
membuatkan akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang berpotenst melanggar
UU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi berpotensi
melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999, mesti melakukan konsultasi dan
memberitahukan adanya merger, akuisis dan konsolidasi kepada KPPU untuk
mencegah pelanggaran UU tersebut.

4. Notaris dadlam menjalankan profesinya bertanggung jawab secara profesional

terhadap akta-akta yang dibuat di hadapannya.
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B. Saran

1. Notaris sebaiknya menolak membuatkan akta Merger, Akuisis dan
Konsolidasi perusahaan yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

2. Adanyabagian pelayanan di KPPU, yang dapat membantu para Notaris, untuk
mengkonsultasikan isi perjanjian yang tidak melanggar UU Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Adanya MoU antara pihak KPPU dan INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk
memberikan pelatihan kepada para notaris yang akan berkecimpung dalam

pembuatan akta Merger, Akuisisi dan Konsolidasi.
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